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INTISARI

Penelittan ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan (eksistensi)
hukum Tslam tentang riddab dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dan
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemungkinan implementast ide
atau konsep hukum Islam mengenai riddal dalam pembaharuan hukum pidana
Indonesia. _

Setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang
tiddah, maka keberadaan hukum Islam tentang  rddah tidak  mungkin
dimasukkan scbagai tindak pidana dalam pembaharuan  hukum pidana
Indonesia, walaupun ada scbagian kecil yang menginginkan pemberlakuan
syart’at Islam di Indonesia. [al ini mengingat beberapa faktor yakni bangsa
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dan agama termasuk faktor yang
sensitif bagi hubungan antarbangsa. Kehidupan berbangsa yang harmonis dan
damai sangat tergantung dari hubungan antarumat beragama. Jika hubungan
antarumat beragama ini terganggu, maka zkan berpengaruh pada kehidupan
berbangsa.

Hukum Islam tentang riddab berimplikasi pada adanya diskriminasi
agama oleh hukum, yakni agama Islam dianggap sebagai agama yang
berkedudukan tertinggi dalam negara. Adanya diskriminasi agama, oleh hukum
tersebut bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi Indonesia (UUD
1945). Selain itu, pindah agama merupakan bagian dari hak kebebasan
beragama. Kebebasan beragama ini termasuk hak asasi manusia yang diakui
oleh bangsa-bangsa sedunia dalam deklarasi-deklarasi internasional.

Setelah memperhatikan berbagai faktor tersebut di atas, dan dengan
mengkaji hukum Islam tentang riddab dari aspek hukum dan aspek historis
politis, maka dalam rangka membentuk hukum pidana nasional yang sesuai
dengan sosiopolitk, sosiofilosofik dan sosiokultural bangsa Indonesia, riddab
tidak perlu dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana dalam pembaharuan
hukum pidana Indonesia. Namun demikian, dimungkinkan adanya #ihad dari
_para ahli hukum, khususnya ahli hukum Tslam di Indonesia. Hal ini, selain
untuk menjembatani persoalan riddal, agar nilai-nilai hukum Islam tetap
mampu memberikan kontribusi positif bagi pembaharuan hukum nasional.
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ABSTRACT

The aims of this study is to explain existence of Tslamic law about
ridda (apostasy) in the Indonesia penal law reform and to obtain description
about possibility to implement idea or concept of Islamic law about riddz in
the Indonesia penal law reform clearly.

After observed to the rule of Islamic faw about ndda, it may not to be
putted in to Indonesia penal law reform as a crime, although a part of
Indonesian moslems hope realization of Islamic law (shari'a) in this country.
‘This decision considers some factors, Indonesia was pluralistic nation, and
religion was a sensitive matter for ccumenical relationship. Peacefulness and
harmony nation relationship depend on ccumenical relationship. T this
ecumenical disturb, peacefulness and harmony nation relationship will broke.

Islamic law about ridda has implication for religion discrimination by
the law. Islamic religion regards as a primary religion in the state. The
discrimination of law for religion contradict with the foundation of state and
constitution (UUD 1945). Besides thar, change to other religion was a part of
liberty of religion. This liberty of religion was a part of human rights, which
was admitted by nations in the world on the international declarations.

After observed to some factors above, and studied Islamic law about
ridda from law, historical and political aspects, so in the framework of
Indonesia penal law reform, which would be adjusted from Indonesia political,
cultural, and social, idda was not need to be putted in Indonesia penal law
reform. Nevertheless, not impossible existence #/had from Islamic law scholar
in Indonesia. This matter, besides to solve problem of ridda, in order that
Islamic law can give positive contribution for Indonesia penal law reform.
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TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-hurof Arab dalam tesis ini mengikutl sistem
Departemen Agama, sebagaimana terdapar dalam buku Johannes den Heijer
dan Ab. Massier (eds), berjudul Pedoman ‘L'ransliterasi Bahasa Arab yang

diterbitkan oleh INIS Jakarta tahun 1992,

1. Konsonan T'unggal
| ¢ = > = oz 3 = q
‘ o = b os = s d = &
D= ¢ Jb = sy J =1
S o= @ U =8 ¢ = m
| = i ge = d O = n
C = h L = ¢ 9y T 0w
& = kh L = 4 = h
+ = d ¢ = ¢ =Y
S o= o= g 3 = s
| B = r 8 = f o= at



Konsonan Rangkap

Konsonan ditulis rangkap dikarenakan adanya syaddab

Contoh :
L,

Vokal Pendek

—_— = g Contoh

—_— = i Contoh

— = u Contoh

Vokal Panjang

} = 3 Contoh

t,? = i Contoh

9 = ] Contoh

Diftong

g = au Contoh
-_— = ai Contoh

rabband

dl-mmitnanavaraly

La=d) = al-hamdy
ML = kalimal

9 e = yusrifu

O L 2“ = alinsin
L}.:_.A_n.” = al-mubin
O P.J.:Ln_” = al-mnuflibin

po3 = qoum
Cala ) = ivafaing
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Kata Sandang a/-

d‘ = al- Contoh
U.'?.l_” = asy-sy Contoh

dl 9 = waal- Contoh

Ta’ Marbutab

a. T'a> marbutah hidup

Contoh

b. T2’ marbutah mat

Contoh

p !
|
a2l

5ya Yl

-

& )9

c. Ta’ marbutah yang ditkuti kata sandang

Contoh : w‘aj'ﬁ.“.\}a

Huruf Kapital

= al-qoyyiim |
= agyp-syarisu

= wa al-qomar

= fi al-Akbirati

= Taurab

= Man'izab al-Hasanah

Penerapan huruf kapital discsuaikan dengan yang berlaku dalam

Ejaan Yang Disempurnakan (YD).

a. Penuhisan awal nama diri

Contoh

= Mubammad
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Huruf awal kata asal

Contoh cadlimilas = Mafiitib al-Gasb
Permulaan kalimat

Contoh : 4=l alld ;g yundy = Tifiir Sirab alFoitibab

Lafz Allah ditulis besar kecuali penulisan dirangkai scbelumnya dengan

kata-kata atau huruf

Contoh cL.L”J G4 = rasulullil
a4 9 = prallithe
oo = minallihi



BAB I

-PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pénelitian
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang
dimiliki oleh settap manusia di dunia dalam rangka mencari Tuhannya.,
Kebebasan beragama ini, scb.agaimana diungkapkan oleh Koshy
memiliki empat aspek, yaitu |
a. Kebebasan nurani (freedom of consience).
b.  Kebebasan mengekspresikan keyakinan agama (freedom of f:‘efz;gz'ozzs
excpression).
c.  Kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (freedom of religions
associalion).
d. Kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan (freedom of religious

institution).

D1 antara keempat aspek tersebut, aspek pertama  yakmi
kebebasan nurani (freedom of conicience). merupakan hak yang paling ashi
dan absolut. Hal ini berarti bahwa ketidakterpisahkannya (nalenability)

dari diri scseorang melampui ketiga aspek lamnnya. Oleh karena itu,

1 Diedit kembali dad makalah Abu Hafsin, Kebebasan Beragama dan Hak-hak
Politik Minoritas, dalam Semunar Gus Dur, Seorang Muslim dan Demokrat,
Universitas Wahid Hasyim Semarang, 31 Agustus 2000.




konsep kebebasan beragama harus meliputi kebebasan untuk memilih
dan tidak memilth agama tertentu. Dalam bahasa Al Qur'an, konsep ini
disebut dengan susunan kalimat yang kurang lebih berarti “tidak ada
paksaan untuk (memasuki) agama (Islamy); sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar dan jalan yang sesat...”.

Menurut konsep kebebasan di atas, maka kebenaran p;ribadi
harus dianggap sebagai nilai yang yang paling luhur (spreme value). la
menghendaki komitmen serta pertanggungjawaban  pribadi . yang
mendalam. Komitmen serta pertanggungjawaban pribadi ini harus berada
di atas komitmen terhadap agen-agen otoritatif lainnya seperti negara,
pemerintah, dan masyarakat. Dalam kontcks demikianlah manusia dapat
dikatakan sebagai manusia yang utuh, dalam arti bahwa manusia memiliki
kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri berdasarkan atas key.akinan
keagamaan yang dianutnya,

Kebebasan nurani merupakan dimensi internal dari konsep
kebebasan beragama. Sementara itu manifestasi dard keyakinan ini, baik
yang diwujudkan secara personal maupun sosial atau institusional
merupakan dimenst eksternal- dari kebebasan agama. Atas dasar inilah
pengertian kebebasan beragama harus mencakup kedua dimensi tersebut.
Hal ini didasarkan logika bahwa suatu keyakinan keagamaan hanya bisa
disebut sebagai “agama® manakala ia telah berwujud institusi sosial.
Sehebat dan sekuat apa pun scbuah doktrin, sélama ia hanya mengikat
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secara individual sehingga tidak dapat dikatakan sebagai agama. Dengan
demikian makna kebebasan beragama harus pula mencakup kebebasan
untuk menginstitusionalisasikan ajaran agama serta kebebasan untuk
melakukan asosiasi keagamaan.

Telah dikemukakan di atas bahwa berdasarkan keyakinan pribadi
yang mempunyai nilai luhur tertinggi (supreme ralue) maka komitmen serta
pertanggungjawaban pribadi manusia harus berada di atas komitmen
terhadap agen-agen otoritatif lainnya seperti negara, pemerintah, dan
masyarakat. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah hukum
(pidana) sebagai salah satu pranata sosial harus tetap dilepaskan secara
absolut ataukah dilibatkan terhadap masalah ini mengingat salalil satu
tujpan hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau
menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Memperhatikan pasal-pasal yang ada dalam KUHP scbagai
kodifikast hukum pidana Indoncsia, tampaknya KUHP  memiliki
pandangan yang pertama dalam arti bahwa hukum pidana (KUHP)
dilepaskan juga secara absolut atas pertanggungjawaban yang
menyangkut keyakinan pribadi tersebur. Tak satu pun bab bahkan pasal
dalam KUHP yang mengatur tentang larangan atau mencegah seseorang
untak mermilth atan tidak memilih agama tertentu. Dalam KUHP hanya
disebutkan mengenai delik-delik yang berhubungan dengan masalah
agama, itu pun tidak bersangkut paut dengan masalah kebebasan untuk
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memeluk agama tertentu. Ketentuan itu tersebut dalam Pasal 175-177
dan _Pasal 503 KUHP mengenai larangan  merintangi/mengganggu
upacara keagamaan, menertawakan petugas agama dan menghina benda-
benda keperluan ibadah. Di samping itu, dengan Undang-undang Nomor -
1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, KUHP ditambah satu pasal (156a) yang antara lain melarang
perbuatan yang bertujuan agar orang tidak menganut agama apa pun
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Fisa. Dengan demikian
jelaslah bahwa KUHP memberikan kebebasan beragama dan melarang
perbuatan yang bertujuan agar sescorang tidak beragama.

Dalam rangka usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia
yang sampai sckarang masih dilakukan, rampaknya para ahli hukum
pidana Indonesta tidak melepaskan masalah ini. Paiing tidak mereka telah
merubah pandangan KUIIP yang hiberalis deagan pandangan ketimuran.
Sebagai contoh adanya perubahan ini, dalam Konsep KUHP yang telah
dirancang untuk mengpantikan KUHDP (WvS), ditambah bab mengenai
tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Selain itu,
beberapa di antara mereka berusaha mengadakan penggalian hukum yang
bersumber dari hukum agama tertentu.

Tidak sedikit para pakar yang memberikan perhatian khusus
terhadap hukum agama Islam yang dijadikan sebagai salah satu sumber
bahan bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal i di[;crkuat
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dengan adanya hasil laporan Simposium Pembaharan Hukum Pidana
Nasional tahun 1980 bahwa perlu  dipikirkannya kemungkinan
memasukkan menjadi hukum positif/ tertulis, bentuk-bentuk pemidanaan
hukum adat dan hukum agama (hurul tebal dari penulis) serta hukum-
hukum lain sepanjang dapat memenuhi unsur-unsur dari  sifat
pemidanaan seperti keﬁmnusiaan, cdukadf dan keadilan®. Berdasarkan
penclitian yang dilakukan olch l.embaga Pembinaan Fukum Nasional
pada tahun 1973 di ﬁga wilayah hukum adat yang masih kental dengan
keyakinan agama mayoritas masyarakatnya yakni Aceh, Bali, dan Manado
juga dihasilkan  kesimpulan bahwa banyak keinginan-keiiéiginan
masyarakat yang belum tertampung dalam KUHPs. |
Dalam kattannya dengan permasalahan ini, tepat sekali apé yang
pernazh disampaikan oleh Sunaryati Hartono bahwa sumber hukum
mana pun juga scbenarnya dapat dipergunakan dalam  proses
pembangunan dan pembinaan hukum nasional, asal saja bahan (sumber)
tersebut : (a) tidak bertentangan atau scsuai dengan kebutuhan hukum

scluruh masyarakat Indoncesia, baik untuk saat ini maupun di masa yang

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Ilmu
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakt, Bandung, 1998., hal. 122,
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Pengaruh Agama dan Kebudayaan
terhadap Hukum Pidana, l.aporan Penchian, Jakarta, 1973.



akan datang; dan (b) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945+,

Dalam  penelitian  ini, kajian mengenai  elemen-élemen
pendukung pembaharuan hukum pidana nasional tersebut akan dibatasi
pada elemen sumber hukum berupa hukum pidana Islam ﬁ‘i}z@wb),
khususnya mengenai aturan tentang ridda/? (pindah agama) yang ménurut
hukum pidana Islam merupakan salah satu tindak pidana (jarimah) dan
dapat dikenai pidana. Maksudnya, scjauhmanakah  eksistensi  dan
implementasi hukum lslam mengenai riddab in memberikan kontribusi
bagt pembaharuan hukum pidana matcericl Indoncsia.

Persoalan mendasar dari permasalahan di atas  didasarkan
pertimbéngan bahwa kebcbasan beragama, sebagaimana dipaparkan
dalam awal tulisan ini merupakan salah satu hak pribadi yang mendasar.
Setiap pribadi diberikan kcbebasan untuk memilih atau tidak miemilih
agama tertentu. Implikasinya tentunya juga mencakup masalah kebébasan
untuk berpindah agama.

Di samping itu, KUH]? nasional sebagai hukum publik nantinya

akan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang terdiri atas

Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka
Panjang Tahap 1I dalam Konteks Hukum Islam, artikel pada majalah Mimbar
Hukum, Edisi No. 8 Tahun IV, Oktober 1993.

Dalam penggunaan sehari-han, istilah riddal disamakan dengan wurtad yartu keluar dan
agama Islam.



masyarakat yang plural (majemuk), termasuk pula keberagaman 'agama
yang dianutnya serta. Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan
yang tidak bisa dihindari. Meski demikian, pluralitas agama sebagai
sebuah kenyataan sosial ini tidak jarang menjadi sebuah problemaﬁk bila
berhadapan dengan masalah-masalah hak asasi manusia (HAM).

Pada sisi lain, agama dianggap sebagai sebuah hak pribadi yang
otonom. Dalam kehidupan masyarakat, hak pribadi yang otonom it
memiliki implikasi sosial yang kompleks dan sensitif. Tiap-tiap peﬁganut
agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya harus
ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa.

Salah satu kajian yang berhubungan dengan tema ini adalah
ketentuan dalam hukum Islam yang menctapkan riddab sebagai tindak
pidana. Pada satu sisi, ajaran agama Islam menctapkan bahwa riddab
mecrupakan pclanggaran atas hak Allahé. Olch karena itu, dapat dikenai
hukuman. Sementara itu, pada sist lain kehidupan bernegara yang tidak
mengatur demikian.

Sebagai kaum vyang berkeyakinan  atas  ajaran  agamanya,

keimanan tidak hanya berhenti sampal pada meyakini ajaran-ajarannya,

Menurut sebagian besar ‘ulama maghab figh, riddab merupakan salah satw dari _jarimah
(tindak pidana) yang digolongkan ke dalam kelompok budid. Hudiid di sim diartikan

Jjarivah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman Jad, yaima hukuman yang

telah ditentukan macam dan jumlahnya dalam zes Al Qur'an maupun Hadits Nabi dan
menjadi hak Tuhan. Lihat Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan
Bintang, Jakarta, 1967, hal. 7-8.



tetapi melaksanakan ajaran-ajaran itu merupakan manifestasi pengakuan
atas keyakinan terscbut. Namun, hukum positif dan kondisi sosial serta
kewajibannya scbagai warga ncgara yang harus tunduk pada hukum
nasional yang berlaku menjadi “batu sandungan™ untuk merealisasikan
harapan-harapannya itw’. Apalagi hukum positif (KUHP) di Indonesia
merupakan warisan bangsa barat yang scring disebut sebagai “bangsa
kafir”, menambah beban kebencian bagi sebagian umat Islam terhadap
hukum-hukum yang tidak bersumber dari Islam. Oleh karena itu,
pembaharuan hukum pidana material di Indonesia saat ini merupakan
momentum yang tepat untuk dijadikan wahana diskusi mengenai perlu
atau tidaknya hukum Islam mengenai nddal itu masuk dalam aturan
perundang-undangan pidana Indonesia.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka pcncliﬁan ini
bermaksud  untuk mclakukan telaah terhadap hukum Islam  wentang
riddab. Pokok permasalahan difokuskan pada cksistensi dan implementasi
riddah dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pemilihan pokok
pemikiran demikian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan éebaga.i

berikut :

Dalam posisi yang demikian ini, terkadang umat Islam dihadapkan pada ayat Al Qur'an
dalam Surat Al Maidah 44-47 yang intinya menyatakan bahwa barangsiapa berbukam bitkan,
dengan hukum yang telab diturunkan oleh Allab, maka mereka akan digolongkan menjad; goloigan
kdfir, zalim atai jEmg Bagi umat Islam, term Agfii, zofim dan fusig merupakan term neganf
yang mempunyai arti buruk.



Menctapkan riddal) schagai tindak pidana dan pengenaan sanksi
pidana bagi perbuatan terschut merupakan bagian dari kebijakan
kriminal atau politik kriminal khususnya kebijakan penal.
Melaksanakan politik  kriminal antara lain  berarti membuat
perencamaan untuk masa yang akan datang, yaitu di samping
merumuskan perbuatan-perbuatan .apa yang seharusnya dijadikan
tindak pidana, juga menctapkannya sanksi-sanksi apa yang
seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar. Perencanaan demikian
membutuhkan pemikiran yang matang dengan disertai alasan<alasan
yang kuat dan akurat. Hal ini disebabkan perencanaan ini dijadikan
dasar pada tahap awal penegakan hukum pidana, ymtu tahap
formulatif atau tahap legislatif. Tahap formulasi ini rnerﬁpakan
tahap yang paling signifikan daripada kedua tahap sesudahnya
(aplikasi/yudikatif dan  cksckusi/administratif).  Jika terjadi
kesalahan atau kckeliruan dalam tahap formulasi ini, akan berakibat
fatal pada tahap-tahap berikutnya.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung suatu
upaya untuk melakukan reorientast dan reformast hukum pidana
yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosto-filosofik
dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan

sosial, kebijakan krminal dan kebijakan penegakan hukum di



Indonesta®. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tersebut
keinginan dan usaha untuk melakukan penggalian hukum agama
sudah banyak dilakukan. l'ulisan-tulisan para ahli hukum serta
hasil-hasil penclitian dan  pertemuan ilmiah banyak yang
menyatakan perlunya penggalian norma-norma hukum ;agama
sebagai salah satu unsur norma pembentﬁk hukum pidamil yang
baru di Indonesia. Kesadaran akan perlunya menggaﬁ dan
memanfaatkan norma-norma hukum yang bersumber pada norma
keagamaan dan norma adat menunjukkan kecenderungan ﬁdanya
ketidakpuasan masyarakat terhadap sistemn hukum pidana selama
int.

Indonesia merupakan salah satu ncgara di dunia yang mayoritas
penduduknya beragama Islam. Kurang lebih 89% penduduknya
menganut agama ini. Dalam ajaran yang diyakininya, terdapat
sistem hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan.
Hukum Islam (syarf'ah) ini tudak dapat diepaskan dari pengakuan
seseorang bahwa dirinya menganut agama Islam. Dengan kata lain,
seseorang yang tclah mengakui dirinya seorang muskm (orang Islam)

maka diz menjadi seorang mukallsf (orang yang terbebani syari'ah

8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Baku,
Bandung, 1996, hal 30.

10



Islam) yang wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan  gurialp.
Ketentuan-ketentuan jyunu) vang bersumber dari Al Quran dan
Hadits in1 sclanjutnya dikembangkan dan dijabarkan dalam ilmu
Jigh oleh para ahli hukum Islam (frgobd).

4. Salah satu cabang dari hukum pidana Tslam (findyat) adalah adanya
ketentuan rddal) atau mariad, vaita tindak pidana seseorang yang
pindah agama dart agama Islam ke agama lain. Menurut hukum
Islam yang dikenal, sanksi yang dikenakan terhadap orang yang
melakukan tindak pidana ini adalah pidana mati.

Jika mencermati ketentuan demikian dan memposisikannya pada
keadaan saat ini, kriminalisasi 7iddal dalam perundang-undangan pidana
Indonesia akan menimbulkan masalah yang tidak sederhana. Khususnya
untuk Indonesia, ada tiga sebab vang melatarbelakangi munculaya
persoalan riddab i1, yaitu :

a. Bangsa Indonesita merupakan bangsa dengan keberagaman

(pluralitas) tinggi, baik dalam kesukuan, bahasa maupun agama.

Istilah syeri'ah menurut Muhammiad Yusuf Musa wdentik dengan hukum Islam yaitue
keseluruhan ajavan agama (ad din) yang disvart’atkan oleh Allah kepada kaum muslimin,
baik dengan Al Qur'an atau dengan ladits dan semua yang datang dar Allah untuk
hamba-Nya yang berupa hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi-nabi, batk berkenaan
dengan cara beramal maupun cara berifigdd (berkeyakman), maka syeri'ab bisa discbut
oga dengan ad din ataw wilfah Lahat Imam Chanafie Al Javhari, Hermeneutika Islam :
Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global, Tttaga Press, Yogyakarta, 1999 hal
117.

Figh diartikan kumpulan daya upaya para ahli figh untuk mengaplikasikan syari 'zl dalam
kelidupan masyarakat. Lihat Muhammad {lashi Ash Shiddiie, Filsafat Hukum
Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 44.
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Bangsa Indonesia menganut beberapa macam agama yang jumlah
penganutnya di setiap daerah berbeda-beda. Agama Islam, Kristen
Protestan, Katholik, Hindu, Budha, atau Kong Hu Chu merupakan
agama-agama yang dianut mereka. Adanya pluralitas agama yang
dianut oleh masyarakat Indonesia dan dengan adanya kehidupan
toleransi yang baik antar pemeluk-pemcluknya jelas akan terganggu
dengan diterapkannya riddal sebagai tindak pidana. Lebih dari itu,
diprediksikan akan muncul  kerenggangan  bahkan  ketegangan
antarumat beragama.

Kcbebasan untuk menganut salah satu agama merupakan hak asas
manusia yang telah dijamin oleh Undang Undang 1asar 1945, Pasal
29 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sctiap warga
negara berhak untuk menganut salah satu agama dan melaksanakan
ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya itu. Secara tersirat
ketentuan imi mengandung makna scscorang mempunyai kebebasan
untuk memeluk suatu agama mulai pada saat tertentu setelah ia
menganut agama yang lain, atau  dengan kata lain berpindah dari
agama satu ke agama lain.

Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  internasional,  kebebasan
beragama sescorang merupakan salah satu hak setiap insan di
dunia. Pasal 18 United Nations Declaration of Human Rights yang
dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum

12



PBB menycbutkan bahwa sctiap orang berhak atas kebebasan
pikiran, hati nurani dan agama; dalam hak tni termasuk kebebasan
berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan
agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-
sama baik sendirt maupun bersama-sama dengan orang hain, dan
baik di tempat umum maupun yang tersendirit, Secara lebih khusus
Perserikatan  Bangsa-bangsa juga tclah mengeluarkan Deklarasi
tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi
Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diumumkan dengan
resolust Majelis Umum 36/55 tanggal 25 November 1981. 15a5a1 1
deklarasi itu menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurahi dan
agama. Hak imi harus mencakup kebebasan untuk mer;ganut
suatu agama atau kepercayaan apa pun pilihannya, dan
kebebasan batk secara individu ataupun dalam masyarakat
dengan orang-orang lain, dan di depan umum atau seoang diri
untuk  mewujudkan agama atau  kepercayaannya dalam

beribadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.

11

Instrumen Internasional Pokok Flak-hak Asast Manusia, Penyunting Peter Baehr, Pieter
van van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, Yayasan Obor Indonesia, 1997,
hal. 285.
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2. Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang
akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama
atau kepercayaan pilihannya.

3. Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan
seorang hanya boleh tunduk pada pembatasan-pemBatasan
seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan yang
diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketcgartiban
umum, kesehatan masyarakat atau kesusilaan umum ata;u hak-

hak dan kebebasan-kebebasan dasar orang lain',

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari bcb.crapa pokok pemikiran dalam latar
belakang penelitian ini  dilakukan, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini.
Permasalahan pokok dalam penelitian ini berkisar pada masalah
kebijakan hukum pidana dalam menetapkan dan merumuskan riddab.

Kebijakan menentukan perbuaran apa yang scharusnya dijadikan
tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan merupakan dua
masalah sentral dalam kebijakan kriminal deng;m menggunakan sarana
penal. Oleh karena itu, penganalisisan dua masalah sentral ini terhadap

hukum Tslam mengenal riddah tidak dapat dilepaskan dari konsepsi

12 TIbid, hal. 650

14



integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan
pembangunan nasional.
Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup masalah pokok dalam
penelitian ini dapat dirumuskan scbagai berikut :
1. Bagaimanakah cksistensi hukum  Islam  tentang riddab  dalam
pembaharuan hukum pidana Indonesia?
2. Sejauhmanakah kemungkinan ide atau konsep hukum Islam
mengenai ridda dapat diimplementasikan dalam pembaharuan

hukum pidana Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan  pokok-pokok
permasalahan seperti dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian
dirumuskan sebagai berikut :
1.  Guna mengetahui keberadaan atau cksistensi hukum Islam tentang
riddab dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
2. Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemungkinan
implementasi ide atau konsep hukum Tslam mengenai réiddah datam

pembaharuan hukum pidana Indonesta.
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D. Kontribusi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan

. kontribusi bagi pengkayaan pemikiran mengenai hukum pidana
Islam di Indonesia, khususnya mengenai riddab yang dikenal dalam
hukum pidana Islam terscbut  dalam  keseluruhan  konsep
pembangunan  hukum Indoncsia  termasuk  di dalamnya
pembaharuan hukum pidana.

2. Secara praktis hasil penclitan ini diharapkan dapat memberikan
sedikit kontribusi bagi pemikiran kl.qususnya bagi perancang KUHP
Baru dan bagi kalangan legislatif dalam rangka mencapai upaya-

upaya ideal bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran
Kebijakan menetapkan suatu perbuatan menjad: tindak pidana
atau yang sering disebut sebagat kriminalisasi® tidak dapat dilepaskan dari

tujuan politik hukum nasional yang telah ditetapkan dalam Garis-garis

Besar Haluan Negara, yaitu “menata sistem hukum nasional yang
menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum

agama dan hukum adat (huruf tebal dari penulis) serta memperbaharui

3 Menurut Sudarto, kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan
orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbéntuknya
undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 39-40.
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perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang
diskriminatif, termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuaiannya
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi™s,

Dalam konsepsi demikian, maka merupakan kewajiban negara
untuk di satu sisi mewujudkan suatu sistem hukum yang menghormati
hukum adat dan hukum agama dan pada sisi lain juga berkewajiban
mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi
manusia.

Khusus dalam konteks kriminalisasi dalam pembaharuan hukum
pidana materiel, prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaannya
tentu juga harus mengacu pada kebijakan-kebijakan dasar méngenai
pembangunan hukum nasional secara umum di atas. Karena
pembaharuan hukum pidana nasional pada hakekatnya merupakan
bagian vyang integral dari pembangunan hukum nasional secara
keseluruhan.

Schubungan  dengan  masalah  politk  atan lcebijakan
pembaharuan hukum pidana nasional ini, sepanjang meny:angkut
permasalahan mengenai sumber bahan yang harus diperhatikan, secara

ideal-konstitusional haruslah mencerminkan orientasi terhadap nilai-nilai

Bagian ini dapat dilihat dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1999 tentang Gans-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 2001
Bab IV angka 2 mengenai arah kebijakan di budang hukum.
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yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, Selain itu,
pengambilan  bahan-bahan  penyusunan  konsep hukum pidana
mendatang juga harus memperhatikan kemajemukan tata nilai yang
berlaku di masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, tepat sckali apa yang pernah dinyatakan
olch Barda Nawawi Arief, bahwa pembaharuan hukum pidanét pada
hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauaﬁ dan
pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang
sesual dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-
nilai sosio-kultural masyarakat Indoncsia’s.

Demikian pula apa yang rtclah dinyatakan oleh Sunaryat
Hartono® bahwa dalam rangka membangun sistem hukum nasional,
baik melalui pembaharuan hukum maupun pembangunan hukum yang
baru sama sekali, agar hukum nasional tersebut tetap benar-benar
memperhatikan  kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dalam
masyarakat, maka unsur-unsur hukum adat, hukum agama, bahkan

sumber-sumber bahan dari hukum negara lain, semuanya dapat dipakai

sebagai bahan penyusunan hukum nasional. Namun demikian, setiap

15
16

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc. Cit.

Sunaryati Hartono, Politkk Hukum dan Pembangunan Hukum dalam
Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, artikel pada majalah  hukum
PROJUSTITIA, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Edisi Tahun XI
Nomor 4 Oktober 1993.
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sumber bahan tersebut haruslah terlebih dahulu diuji apakah sesuai
dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia ataukah :tidak.
Dengan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
rangka pembaharuan hukum pidana nasional, segala sumber bahan
hukum dapat dipergunakan untuk bahan kriminalisasi pada hukum
pidana nasional mendatang, dengan catatan bahwa sumber bahan
tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Panca;ila dan
UUD 1945 serta scsual dengan nilaienilai yang dianut olch bangsa
Indonesia. Hal ini berarti sumber bahan tersebut akan dipakai untuk
kriminalisasi setelah melalui proses penyaringan (filterisasi) dengan
prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945,
Penjelasan  di atas menggambarkan bzhwa dalam  rangka
pembaharuan hukum pidana nasional, Beberapa delik menurut hukum
Islam dapat dijadikan sebagai sumber bahan kriminalisasi dalam hukum
pidana materiel yang akan datang. Namun demikian, sumber bahan dari
hukum Islam tersebut tetap akan melalui proses filterisasi atau
penyaringan sehingga sumber bahan itu sesuai dan sejiwa dengan cita-cita
hukum nasional. Filterisasi yang dikehendaki demikian bahkan menjadi
suatu keharusan, jika menginginkan suatu hukum pidana materiel yang
kaya akan hasil proses perbandingan hukum pidana, khususnya hasil

perbandingannya dengan ide-ide yang ada di dalam hukum Islam. |
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Salah satu tindak pidana yang dikenal di dalam hukum pidana
Islam adalah tindak pidana riddah. Riddah secara harfiyyah atan secara
etimologi berasal dari kata rudda yang berarti mengembalikan (ag'ﬁzb;;)
atau memalingkan (sbarafubu)’. Sementara itu secara terminologli, riddah
berartt kembalinya orang Islam yang berakal sehat dan sudah bdf, dari
Islam ke kafir dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain, baik
laki-laki maupun perempuan,

Menurut beberapa ahli hukum Islam, dimasukkannya riddab
sebagai salah satu tindak pidana adalah didasarkan pada dalil zar Al
Qurian dan Hadits Nabi Muhammad yang mengatur tentang riddab
tersebut. Ayat Al Qur'an vang mengaturnya terdapat dalam Surat Al
Baqarah ayat 217, yang artinya kurang lebih sebagai berikut®

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya,

lalu ta matt dalam kekafiran maka mercka itulah yang mati

sta-sia di dunia dan di akhirat, dan mercka itulah penghuni

neraka, mercka kekal di dalamnya”.

Sementara itu hadits Nabit yang dijadikan dalil dasar hukum adalah

scbagat berikut :

17

1

Ahmad Warson Munawir, Al Munawir : Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progressif

Surabaya, 1997, hal. 485,

Reyf'ut al muslin al ‘agl al baligh ‘an af islim ilq al kufr bi ikbtiyaribi dina ikrdh win abad sawd fi
d3ilik ady depkdr wa al indts. Lihat Sayyid Sabiq, Figh as Sunah, Dar al Fiks, Vol II,

Beirut, 1983, hal. 381.

Dalam tests ini, ayat Al Quran atau hadits hanya ditulis ter]emalmya Bunyi
selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran, 1
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“lidaklah halal darah orang Islam, kecuali dia menjalankan

salah satu dari tiga perkara, yaitu kafir setelah beriman,

berbuat zina setelah menjadi orang mubson (terikat atau
pernah  melakukan perkawinan  sah), serta membunuh
orang tanpa bag (kebenaran).”

“Barangsiapa menggantt agamanya, maka bunuhlah ia”,

Dalam scjarah Islam, pcnug%xk;m hukum Islam tentang réddal ini
pernah diterapkan pada pemerintahan khalifah pertama Abu Bakar Ash
Shidiq yang menumpas gerakan sdduh di Bahrain, Oman, Mahra,
Hadhramaut dan Yaman2.

Jumbiir fugobd (scbagian besar ahli figh) udak berbeda pendapat
mengenai hukuman bagt orang vang murfad. Semuanya sepakat bahwa
riddab termasuk dalam budiid yang dikenat hukuman mat. Akan tetapi
para fugohd berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya pemberian
jangka waktu tertentu untuk melakukan fasbah (kembali masuk Islam)
dan perempuan yang muriad 2.

Namun demikian, persoalan mendasar mengenai riddah ‘sampat
sekarang tetap menjadi agenda yaﬁg yang penting bagi para pemikir
hukum Islam modern. Hal ini mengingat kebebasan beragama fnenjadi

salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar. Di dalam konteks

hak asasi manusia yang sudah menjadi wacana global serta pendekatan

20
21

2z

Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 386.

Joesoef Sou’yb, Daulah Khulafaur Rasyidin, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 73-84.
Sayyid Sabig, Op. Cit, hal 166-167. lihat juga Imam Tagiyuddin Ab: Bakr bin
Muhammad al Husain, Kifiyah al Akhydr, Dar al Fike, Betrut, tth,, hal. 203,
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sosiologis yaﬁg dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer,
menggugah para ahli hukum Islam modern mencermati persoalan niddah
int. Beberapa ‘'di antaranya mencoba menggugat kembali dalil-dalil zas
yang digunakan para figohd klasik menetapkan riddah sebagai tindak
pidana. Sementara yang lain mencoba menyikapi persoalané riddah
disesuaikan dengan konteks sosial masyarakatnya®.

Menyikapi hal demikian, maka perlu tidaknya kriminalisasi riddak
dalam aturan perundang-undangan pidana Indonesia dikembalikan lagi
kepada tujuan politik hukum nasional. Hal ini mengingat bahwa setiap
kebtjakan harus mengacu kepada rujuan politik hukum nasional, yaitu
mewujudkan sistem hukum nasional yvang berkeadilan dan menghormati
hak asasi manusia.

Walaupun kriminalisasi tersebut harus dikembalikan lagi ke
tujuan politk hukum nasional, namun persoalan ukuran apa yang
dijasikan dasar untuk kriminalisasi bukanlah persoalan mudah. .Bahkan
sampai sekaraﬁg pun belum ada jawaban yang memuaskan.

Dalam membahas permasalahan ini, Sudarto menyatakan bahwa

tidak mudah mengadakan kriminalisasi yang didasarkan  atas

Dalam istilah hukum Islam, usaha demikian disebut sebagai j#ibdd yaitu merupakan
usaha yang keras dari seorang ahli hukum Islam untuk menghasilkan persangkaan
mengenai hukum gari Iitibdd dijadikan sebagai metode pengambilan hukum agar

hukum Islam senantiasa dapat menjawab tantangan perkembangan jaman. Atho’

Mudzhar, Membaca Gelombang Ijthad : Antara Tradisi dan Liberasi, Titian llaln
Press, Yogyakarta, 1998, hal. 9.
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praanggapan-praanggapan yang belum diselidiki secara luas sarﬁpai di

mana kebenarannya?, Olch sebab itulah, salah sata keputusan Seminar

Hukum Nasional IIT tahun 1974 berisi saran agar setiap peraturan yang

diadakan hendaknya didukung olch penelitian. Tebih lanjut beliau

berpendapat bahwa dalam kriminalisasi itu harus diperhatikan;hal—hal
sebagat bertkut

1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan .tujuan
pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang mcrata materiil dan spirituit berdasarkan Pancasila.
Schubungan dengan hal ini, maka hukum pidana bertujuan untuk
menanggulangt  kejahatan  dan  pengugeran  terhadap  tindakan
penanggulangan itu sendin demi pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi
dengan hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang udak
dikehendaki, yaitu perbuatan-perbuatan yang  mengakibatkan
kerugian atas warga masyarakat.

3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan
sarana hukum pidana, dengan sanksi yang negatif berupa pidana
perlu disertai dengan perhitungan akan biaya yang harus

dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapat.

2 . Sudarto, Bukum dan Hukum Pidana, Op. Cit., hal 43.



4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan daya
kerja dari badan-badan pencgak hukum, yaitu jangan sampai ada

kelampauan beban tugas®.

Metode Penelitian
Pendekatan Masalah

Penelitian tentang Eksistensi dan Tmplementasi Hukum Islam
tentang Riddah dalam Pembaharuan Tlukum Pidana ini merupakan
penelitian  yang bersifat normatit. Oleh karena itu pendekatan
permasalahannya lebih bersifar abstrak teorts. Maksudnya, dalam
penclitian ini titik tolak utama kajian menggunakan pendckatan yang
bersifat yuridis normatif, yaitu mengungkapkan kaidah yuridis mengenai
riddah yang dikenal dalam hukum pidana Islam. Sctelah itu, dranalisis
dengan membandingkan konsep-konsep dasar kebijakan hukum pidana
Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum
pidana Indonesta.  Dengan  demukian di samping menggunakan
pendekatan yuridis normatif, penclitian ini menggunakan pendckatan

yuridis komparatif,

25
26

Ibid, hal. 44-47.

Menurut Suryono Soekanto, pendekatan komparatif merupakan bagian dari
pendekatan yuridis normatif. Lihat Suryono Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian
Hukum Normatif ;: Suato Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada jakarta 1995.
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Penggunaan  pendekatan  komparatif  sebagai  penunjang
pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali lebih dalam eksistensi
hukum Islz.Lrn tentang riddal ini bagi pembaharvan hukum pidana
Indonesia. Dengan demikian implementasi hukum Islam tentang riddab)
dalam pembaharuan hukum  pidana  Indonesia dapat  dideskripsikan
secara jelas.

Selain itu, pendekatan historis (scjarah) juga  digunakan guna
mendukung pendekatan normauf ini | lal ini discbabkan karena metode
pendekatan yuridis normatif juga memerlukan pendekatan historis dan
komparatif (perbandingan)¥, Kcetiga metode pendckatan  ini d.ipakai
karena disadart oleh oleh peneliti bahwa ketiga metode ini sangat
penting, karena kecenderungan penclitian hukum masa kini tidak lagi
dapat menggunakan hanya satu metode atau satu pendekatan.

Di samping itu, sebagaimana disebut oleh Soerjono Soekanto
bahwa metode perbandingan tidak akan membatasi diri  pada
perbandingan yang bersifat deskriptif. Akan te_tapi juga diperlukan data
tentang berfungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diéerlukan
metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah untuk meri1getahui

perkembangan dari hukum yang diperbandingkan2:,

27 Barda Nawawi Aricf, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grifindo Persada, Jakarta,
1994, hal. 6.
2 Soerjono Sockanto, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1979.
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Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penclitian yang telah dijabarkan dalam
beberapa rumusan masalah dan kemudian dihubungkan dengan tujuan
yang ingin dicapai dengan adanya penclitian ini, maka spesifikasi
penelitian ini termasuk dalam penclian deskriptif analitis. Artinya,
peneliian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan %hukum
Islam tentang riddab yang dikenal dalam hukum Islam. Daii hasil
deskripsi terscbut, selanjutnya dianalisis dengan perspektif teori-teori
serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana, termasuk di
dalamnya para ahli hukum Islam (figohd) maupun berdasarkan analisis
penulis sendirt. Akhirnya dapat dihasilkan suvatu  kestmpulan yang
menggambarkan bagatmana cksistensi dan implementasi hukum Islam

tentang riddah dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana tclah disebutkan di awal bahwa penelitian thesis int
merupakan peneliian hukum normatif. Oleh karena itu, secara
klasifikatif penclitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer
(pustaka), yaitu suatu penelitian yang scbagian besar data yang diperlukan

dan yang akan dikaji adalah data yang bersifat sekunder®.

Ronny Hanitiyo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetry, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.
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4.

Data sekunder dalamApenclitizm ini meliéuti:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat ;seperti
norma dasar Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR,
Peraturan Peruhdang—undangan, dan hukum pidana negara ia:in. D1
samping 1tu dipergunakan juga bahan huku'rn Islam prirner.seperti
Al Qurian, kitab-kitab !ladits, kitab-kitab yang membahas hukum
Islam, dan scbhagainya.

Bahan hukum sckunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum
sekunder yang dipergunakan dalam penyususnan tesis ini antara
lasin Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, hasil-hasil
penelitian para ahli hukum, hasil karya para pakar hukum, baik
hukum Islam maupun hukum nasional, hasil-hasil pertemuan-
perfemuan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi, deklarasi-
deklarasi internasional dan sebagainya.

Bahan hukum tertier yang dapat membertkan petunjuk
informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus, insiklopedi, dan sebagainya.

Metode Analisis Data
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Data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara
kualitatif dengan penguraian sccara deskriptf analitis dan perskeiptif.
Dengan  strategi  induksi-konseptualisasi, peneliti  bertolak  dari
data/informasi yang ada berusaha membangun hipotcsis. tanpa
mendasarkan diri pada hasil hitungan yang bersifat kuantitatif®.,

Metode analisis in1 diterapkan karena penelitian ini tidak hanya
bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data  scbagaimana
adanya. 131 samping itu, juga bermaksud untuk menggambarkan
bagaimana sebaiknya implementasi atau kontribusi hukum Islam tentang
riddab tersebut dalam perspektf pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Analisis deskriptif dan perskreiptif ini pun bertitik tolak dari
analisis normatif yang untuk pendalamannya dikaitkan dan dilengkapi
dengan analisis historis dan komparatif. Untuk lebih jelasnya, dikaitkan
dengan tema dari penclitian tesis ini maka gambaran alur analisis datanya

dapat dilihat dalam bagan berikut :

30

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih
Asah Asuh, Malang, 1990, hal. 90.
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KEBIJAKAN
KRIMINAL

KEBIJAKAN . HUKUM ISLAM
PENAL ¢ , TENTANG RIDDAH

PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA

Bagan 1. Alur Analisis Data

Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdin atas tiga bab. Bab kedua berisi tinjauan
pustaka yang memuat konsepsi dasar hukum Islam seperti pengertian-
pengertian dasar dalam hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam dan
pembagian hukum Islam berdasar materi yang dikaji. Beberapa
pengertian dan unsur-unsur 7ddah, kedudukan riddalh dalam ‘hukum
pidana Islam, akibat hukum dari perbuatan riddah serta dasar ;hukurn
ditetapkannya riddab sebagai tindak pidana diletakkf;m dalam suléa kedua
dalam bab ini. Selain itu, dibahas pula mengenai hukum Islan; dalam
pergulatan sosila politk dan budaya di Indonesia di mana di délamnya

akan dikupas mengenai teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia,
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cksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta prospek
hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum Pidana Indonesia.

Bab ketiga merupakan bagian yang memaparkan analisis
pembahasan, yaitu berisi eksistensi hukum Islam dalam pembaharuan
hukum pidana Indonesia. Bagian pertama dari bab ketiga ini, kebémdaan
hukum Islam tentang riddaly dalam pembaharuan hukum pidana t;asionai
akan dianalisis melalui tinjauan sosio religius bangsa Indonesia, hukum
positif negara Indonesia serta ditinjau dari nilai-nilai universal masyarakat
internasional yang tercantum dalam berbﬁgai deklarasi internasional.

Sementara itu bagian kedua dari bab ketiga mengkaji masalah
mnplementasi hukum Islam tenmng riddalh dalam pembaharuan hukum
pidana Indonesia. Dalam bagian kedua ini, akan dipaparkan bab delik
agama dan kehidupan beragama dalam Konsep KUIHP 1999/2000
sebagai bab dalam Konsep yang khusus mengatur mengenai delik-delik
yang berhubungan dengan agama. Scbagai bahan perbandingan,
ketentuan mengenal riddal ini akan ditinjau dalam hukum pidana negara
lain, khusuénya negara-negara yang berpenduduk mayoritas mushm.
Guna memperoleh pembenaran dari sisi hukum Islam, akan dipaparkan
peran zhid dalam mengatasi persoalan implementasi hukum Islam
tentang rddab dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Bab terakhir dari penulisan hasil penelitian thesis ini memuat
kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari peneliti.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Dasar Hukum Islam
1.  Beberapa Pengertian Dasar dalam Hukum Islam

Hukum Tslam merupakan salah satu sistem hukum yang diakui
keberadaannya oleh para pakar hukum. Jika ditilik keberadaannya
berdasarkan pembagian keluarga hukum menurut Rene David dan John
E.C. Brierley, yang membagi empat keluarga hukum di dunia yakni /he
Romano-Germanic family, sosialist laws, the comon law and other conceptions of law
and the social order, hukum Islam dimasukkan dalam kategort keempar yaitu
other conceptions of laww and the social order.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam penggunaan
istilah hukum Islam ini, yaitu hukum Tslam itu sendiri, syari'ah dan figh.
Hukum Islam menurat Muhammad Yusuf Musa idenok dengan
syari'ah yaitu keseluruhan ajaran agama (ud din) yang disyari’atklzm oleh
Allah kepada kaum muslimin, baik dengan Al Quran atau dengan
Hadits®, atau semua yang datang dari Allah untuk hamba-Nya yang

berupa hukum-hukum vang dibawa oleh Nabi-nabi baik berkenaan

31 Rene David and John E.C. Bricrley, Major Legal Systéms in the World Today,
Second Edition, Stevens and Sons, London, 1978, hal. 421-446.
32 Tmam Chanafie Al Jauhari, Op. Cit., hal. 86.
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dengan cara beramal atau cara ber77igid (berkeyakinan), maka ._ryaff ‘ah bisa
disebut juga dengan ad din atau millab.

Sementar‘a itu, figh dapat diartikan kumpulan daya upasfa para
ahli figh untuk mengaplikasikan gyarf'sb dalam kehidupan masyérakatﬁ.
Dengan demikian figh merupakan hasil jtihdd atau hasil pcmikir:an para
ulama ahli hukum Islam. [#hdd ini merupakan upaya bersx.:mgguh—
sungguh secara maksimal dari scorang ahli hukum Islam (f#géh) untuk
menghasilkan persangkaan mengenai hukum gyar? 3.

Definisi lain mengenai figh yang diberikan para ulama adalah
ilmu untuk mengetahui kumpulan-kumpulan dari berbagai aturan hukum
gyara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari
dalil-dalilnya yang rinci®.

Berdasarkan definisi-definisi figh di atas, jelaslah bahwa objek
yang menjadi perhatian ilmu figh adalah perbuatan lahir manusia yang
ditinjau dari segi perlu atau tidaknya dilakukan penilaian menurut yyara’

(hukum Islam) berdasarkan dalil-dalilnya (dasar hukumnya).

33
34

35

Muhammad Hasbi Ash Shiddigie, Loc. Cit.

Atho’ Mudzhar, Loc. Cit. Lihat pula asy Syarif ‘Ali bin Muhammad al Jarjani, Kirdb ar
Ta’téfah, Al Haramain, Singapura, tth., hal. 10,

Amin Syukur, Epistimologi Syara’ : Mencari Format Baru Figh Indonesia,
penyunting Anang Haris Himawan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 8.
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Sumber-sumber Hukum Islam

Para ‘ulama sepakat untuk membedakan sumber-sumber hukum
Islam berupa dalil yang berupa sas (teks) dan dalil-dalil yang berupa gairn
nas (nonteks). Sumber-sumber teks (was) yang disepakati adalah Al
Qﬁr’an dan Hadits. Hadits yang terkadang disamakan dengan istilah
sunnab adalah segala scsuatu vang diriwayatkan dari Nabi Muhammad
baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan®. Sementara itu,
sumber-sumber yang nonteks yang telah disepakati, terutama oleh para
ulama-ulama madzhab Swsni ada dua macam, yaitu gmad’ dan géyds. Limd’
yang berarti kesepakatan (#/ifdg) merupakan kesepakatan di antara ulama
mujtabid tentang suatu perkara agama pada masa tertentu?. Sementara itu,
giyds diartikan menyamakan hukum svatu peristiva yang belum ada
ketentuannya dengan hukum perstiwa yang sudah ada ketentuannya,
karena antara kedua peristiwa terscbut terdapat segi-segi kesamaan®.
Keempat sumber hukum Islam tersebut, yaitu Al Qurian, hadits, [imd’
dan géyis. Penerapannya dilakukan sceara berurutan dalam art bahwa Al
Qur'an menempati posisi yang tertinggi dibandingan ketiga sumber yang
lain, kemudian alternatif terakhir adalah gépis jika tidak ada sas yang

menjetaskan hukum tertentu.

36
37

38

Ahmad Hanafi, Op. Cit., hal. 29.
Lihat asy Syarif ‘Ali bin Muhammad al Jarjani, Kitdb at Ta’rifah, Op. Cit., hal. 10.
Ahmad Hanafi, Op. Cit., hal. 31,
Ahmad Hanafi, Op. Cit., hal. 33.
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Alasan mengenat penggunaan empat dalil tersebut adalah
beberapa ayat Al Qurian yang di antaranya tersebut dalam surat An Nisa
ayat 59 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

“Hart orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-

Nya, dan #/ alamri di antara kamu. Kemudian jika kamu

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 1a

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (s#nzab), jika
kamu benar-benar beriman. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lcbih baik akibatnya®.

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti
mengikuti atau bersumber Al Quran dan swanah. Sementara itu, perintah
mengikuti #/ al-amri dari umat Islam dapat diartikan mengikuti ketentuan
hukum yang telah disepakati para imam majlabid. Sebab mercka adalah #/
al-amri dalam masalah pembentukan hukum Islam.

Perintah mengembalikan masalah-masalah yang diperselisthkan
di antara umat Tslam kepada Allah dan Rasul, berarti permrah
menggunakan  gids tatkala tdak menjumpai sas atau gmd’. Scbab
pengertian tersebut berarti mengembalikan masalah yang dipersalahkan

kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini karena g¢iyds bermakna

menganalogikan antara masalah yang tidak ada sasnya dengan suatu

masalah yang ada sssnya untuk menentukan suatu hukum  karena

terdapat lah (sebab) hukum yang sama pada dua masalah téarsebut.

Dengan demikian, ayat tersebut mencakup empat dalil di atas®.

3  Abdul Wahhab Khallaf, ‘lIim “Ushiil al Figh, Risalah, Bandung, 1985, hal. 19.;
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Selain berdasar ayat Al Qurlan di atas, kasus sahabat Nabi yang
bernama Mu’adz bin Jabal kettka Nabi mengutusnya ke negeri Yaman
sebagai gubernur dapat dijadikan dasar bagi pengambilan sumber hukum
Islam mi. Pada saat itu, terjadi percakapan antara Nabi dengan sahabat
Mu’adz bin Jabal yang terjemah bebasnya sebagai berikut :

Nabi : “Bagaimana  kamu  memutuskan  suatu

hukum  kettka  kamu  diminta  untuk
menentukan suatu keputusan 27 '

Mwadz : “Aku akan memutuskan dengan Kzlaba/]ab
(Al Qur’an).”

Nabi : “(Bagaimana) jtka kamu tidak menemukan
dalam Kitabullih?” '

Muadz :  “(Saya akan menentukan) dengan rzmmb
Rasul-Nya.” :

Nabi : “(Bagaimana) jika kamu tidak menemukan
dalam sunnaly Raiul-Nya?” :

Muadz : “Aku  akan melakukan gtibdd dengan

pendapatku, dan  aku  tdak  akan
menyempitkan giibdd-ku.” _
Kemudian Nabi menepuk pundak Mu’adz dan berkata,
“Segala puji bagi Allah yang memberi zanflg kepada sesuatu
yang memuaskan Rasulullah”.
Selain keempat sumber hukum tersebut, beberapa ulama hukum
Istam menambah lagi beberapa dalil. Akan tetapi dalil-dalil tersebut
diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam mengenai keabsahannya

dijadikan sebagai Awjiub (argumentasi). Dalil-dalil tersebut adalah sebagai

berikut :

©  Ibid, hal. 119-147.
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Istihsin

Istihsén diartikan pindahnya seorang mujtabid dari tuntutan
geyds jatf (jelas) kepada giyds kbaff (samar) atau dalil &z/? (dalil yang
bersifat keseluruhan/umum) kepada hukum sakhsfs (khusus) karena
adanya dalil yang menyebabkan  magtabid menyalahkaﬁ jalan
pemikirannya sehingga dia memilih untuk pindah. |
Maslahah al-Mursalah

Mastabab  al-mursalab  merupakan  kemaslahatan  atau
kebatkan yang tidak disyarr’atkan secara pastt dalam wujud hukum,
di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau pun yang
menyalahkan.
Istishib

Ishiishdb adalah penctapan ulama mzjtabid terhadap suatu
perkara berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya (pada masa
lampau) hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan
keadaan.,
Urf

Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di antara
manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat
perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan

perbuatan tertentu.
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Madzhab Shahabi

Madzhab Shababi merupakan penetapan-penetapan hukum
Islam (fatwa) untuk kepentingan umat Islam pada zaman sahabat
Rasulullah. Fatwa-fatwa sahabat Nabi ini kemudian dijadikan
pegangan oleh para umar pada waktu-waktu sesudahnya dengan
melihat kedekatan mercka dengan Nabi serta kedalaman flmu
agamanya.
Syar’u man qablani

Orang-orang terdahulu atau umat dari para Rasul sebelum
Nabi Muhammad memiliki syart’at. Sebagai misal, umat Nabi Musa
melaksanakan syar’at yang diajarkan oleh Nabi Musa, umat Nabi
Ibrahim melaksanakan syarat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Isa
melaksanakan syari’at Nabi Isa. Olch karena itu, ada beberapa
ulama ahli hukum TIslam scporti scbagian besar ulama  yang
bermadzhab Tmam Hanafi (T lanafiyyah), scbagian ulama Malkzyyah
dan scbagian ulama Syafifyyab menctapkan bahwa syari’at-syari’at
dari Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dapat dijadikan sumber
hukum Islam jika dalam syarfat Islam tidak ada yang

menghapuskannya.
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Pembagian Hukum Islam

Berdasarkan materi yang dikaji, hukum Islam dibagi dalam
berbagai penggolongan. Penggolongan ini, sebagaimana dinyatakan oleh
Abdul Wahhab Khallaf, mcrupakan bagian dari abkdinm al- amaliyyab yang
berhubungan dengan scgala tindakan dan ucapan mwukallsf’ dalam
kehidupan sosialnya. Sclain itu, terdapat pula abkdm al-i'ligidiyyal yang
berhubungan dengan keyakinan mwkallaf serta abkdm al-kbulngiyyalr yang
berhubungan dengan moral sctiap mukallufi.

Lebih lanjut beliau menvatakan bahwa selain hukum ibadah yang
mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, terdapat hukum
midmalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya
baik secara perorangan, kelompok maupun bernegara. Hlukum s amalah
tersebut bercabang menjadt beberapa bagian sesuat bidang yang dikaji®,
yaitu :

a.  Abkdm al-Abwdl al-Syakhbsiypah (hukum keluarga)
Hukum ini mengatur hubungan antarsuami, istri, serta famili.
b.  Abkédm al-Madniyyah (hukum perdata)
Hukum ini berhubungan dengan mwimalah ﬂntarh;‘ldividu,

masyarakat atau kelompok, misalnya masalah jual beli, sewa

41
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Thid, hal. 38.
Thid, hal. 39-40.
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menyewa, syirkah (persekutuan), penggandaian, penanggungan dan
lain-lain perkara perdata.

Abkém al-Jindiyyah (hukum pidana)

Abkdm al-Jindiyyah berkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh
mukallaf beserta penetapan sanksi pidananya guna memelihara
ketentraman hidup manusia dan harta benda. -
Abkdm al-Murdfa'aly (hukum acara)

Hukum int mengatur mengenai lembaga peradilan beserta;hukum
formtlnya dalam melaksanakan hukum madmalab.

Abkdm al-Dusturiypab (hukum perundang-undangan)

Flukum ini berkattan dengan aturan undang-undang dan dasar-
dasarnya.

Abkdm al-Dauliyyah (hukum kencgaraan)

Abkim al-Daulyyal berhubungan dengan hubungan antarnegara,
baik yang Tslam maupun non-Islam dan dalam masa perang
maupun dalam masa damai. [Tukum ini juga mengatur hubungan
pergaulan antara warga muslim dengan warga non muslirﬁ dalam

satu negara.
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g Abkim allglisadiyyah wa al-Milyyah (hukum ekonomi da%l harta

benda)
Hukum ini berhubungan dengan hak-hak fakir miskin té:rhadap
orang-orang kaya serta mengatur hubungan keuangan antarla pihak
kaya dengan pihak yang miskin.

Dengan demikian pembagain hukum Islam secara keseluruhan

dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:
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SUMBER-SUMBER
HUKUM ISLAM

v

v v
AFKAM AHKAM AHKAM
PTIQODIYYAH KHULUQIYYAH AMALIYYAH
Abkam Abwal _
Syakhshiyyah ¢
Ahbkam
Madniyyah ¢
Ahkam
Jinaiyyah ¢
Abhkam
e mme——o
Murafa'ar
Abkam
Dusturiyyah ¢
Abhkam
Dauliyyah <
Ahkam Iqtisodiyah
Wa Maliyyah <

Bagan 2. Pembagian [Hukum Istam
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Eksistensi Riddah dalam Hukum Pidana Islam
Pengertian dan Unsur-unsur Riddah

Riddah secara harfiyyab atau sccara ctimologi berasal dari fi%/ radda
yang dapat berarti mengembalikan (agabu) atau  memalingkan
@‘barcﬁz/m)"l

Jika lafady (kata) radda dijadikan i magid irtadda maka berartd
kembali, mundur, membalik (rye'y wa tagabgaraj* atan dapat berarti
berubah (fabawwata)s. Sedangkan of riddaly merupakan évim dari al irtididu
yang berarti «f/ irtididn i al-asli al-kbalygi (kembalt kepada bentuk
semula)®. Tbnu Mandzur memberikan contoh jelas pemakaiannya, yaitu
al viddah ‘an alislim ai al-rggie’ Canbw (riddab dari lslam berarti keluar
darinya) dan érfadda fuldn ‘an dinibi isd kafara ba'da Iskimibi (seseorang
murtad dari agamanya ketika dia kafir setelah Islamnya)+.

Sedangkan secara Zstilabhi atau sccara etimologi, menurut Sayyid
Sabiq riddah adalah kembalinya orang Islam yang belrakal dan dewasa ke
kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik

laki-laki maupun perempuan®. Memperjelas istilah  “kafir”  dalam
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Ahmad Warson Munawir, Op. Cit. , hal. 485.

Ibid, hal 486. Lihat pula al Muﬂ]ld 1 ai-Lughah wa al-Flim, Dar al Masyﬁq, Beirut,
1986, hal. 254.

Imam al ‘Alamah Tbn Mandzur, Lisdn al-‘Arab, Jilid V, Dar lhya al Tarot51y al Ara.b
Beirut, 1997, hal. 184

Ahmad Warson Munawir, Loc. Cit.

Tmam al ‘Alamah Thn Mandzur, Loc. Cit.

Rugie’ al-muslim, al-‘qil, al-biligh, ‘an al-istim ild al-kufri bi ikbtiyaribi dina ikrab min ahad —
sawidd’ i dilitea al-digrkdr wa al-inds. Sayid Sabig, Op. Cit., hal. 381
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pengertian di atas, Sulaiman Rasyid menggunakan redaksi keluar dari
agama Islam, batk pmdah pada agama yang lain atau tinggal saja tidak
beragama, sedangkan tadinya memeluk Islam®.

Riddap yang dalam bahasa Arab berbentuk masdar (bentuk kata
jadian) terkadang digantikan dengan istlah lain yaitu murtad. Kata
“murtad” merupakan bentuk Zsim /4 atau kata yang menunjukkar; pelaku
dari suatu perbuatan. Dengan derikian dapat disimpulkan bahwa kata
murlad menunjukkan orang yang melakukan perbuatan riddé/; atau
menunjuk pada aspek pelaku, sedangkan riddul menunjukkan padga aspek
perbuatannya.

Dalam berbagai kitab figh discbutkan .beberapa tindakan yang
dapat menyebabkan terjadinya riddab, vaitu :

a. Pérbuatan yang mengkafirkan seperti sujud pada matahari, berhala,
dan lain-lain. |

b. Perkatan yang mengkafirkan seperti menghina Allah, para
Rasulullah atau kitab-kitab-Nya,

c.  I'ftigid atau keyakinan seperti yakin bahwa alam itu kekal dan Allah
itu  baru, menghalalkan sesuatu  yang diharamkan atau

mengharamkan sesuatu yang dihalalkanse.

Sulaiman Rasyid, Figh Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 410.
Ibid. Lihat juga Imam Taqgiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, Op. Cit., hal.
200.
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Namun demikian, #%gdd an siwh tidak menyebabkan seéeorang
menjadi kufur sebelum dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan“.
Dasar dari pendapat ini adalah hadits Rasulullah : |

“Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan-

bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya
selama belum diamalkan atau dibicarakan.”

Jadi berdasarkan hadits di atas, apa pun #%gdd seorang muslim
yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap menyebabkan
keluar dari Islam sebelum ia mengucaplkan atau mengamalkannya.

Adapun unsur-unsur dapat dipidananya riddah adalahs? : |
a.  keluar dart Islam,

b.  ada #%gdd tdak baik,
c.  pelakunya sudah 4d/g (cukup umur) dan berakal,
d.  dilakukan tanpa paksaan.

Jika seseorang telah memenuhi keempat unsur tersebut di atas,

maka menurut hulum pidana Islam orang tersebut dapat dikenai sanksi

pidana riddah 5.
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Ahmad Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 115.

Tbid, hal. 114. |

Imam Syafi’i menambah syarat pada pidana riddab yaitu bahwa pelakunya harus berniat
untuk melakukan kekufuran. Hal ini didasarkan hadits dmamd al-a'wils b an-uiyab
(sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantunyg kepada niatriya). Ibid, hal. 116.
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Kedudukan Riddah dalam Hukum Pidana Islam

Telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam yang mengatur
mengenai pidana dikenal dengan nama abkam aljindyab ataun menurut
ulama lain disebut dengan jarfmal. )arimah ini terbagi lagi menjadi
beberapa golongan yang jika dilihat dari segt berat ringannya hukuman,
terbagi menjadi tiga yaitu hudid, gisds diyat dan fa’zir.

Yang dimaksud dengan jarimab hudid adalah jarimab yang
diancam dengan hukuman Jad, yaitu hukuman yang telah ditentukan
macam dan jumlahnya dalam nas dan menjadi hak Allah dalam
penetapannya. Pengertian hak Allah adalah hukuman tersebut tidak dapat
dihapuskan baik oleh pcrscofangan (yang menjadi korban _jurimal)
ataupun oleh masyarakat yang diwakili olch negara. [arimal gisds diyat
adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman gisds atau
dengan hukuman diyal. Scdangkan jarimal fa'yir adalah perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan sanksi /a3, yaitu sanksi-sanksi yang
tidak ditentukan jumlahnya dan menjadi kewenangan bagi hakim untuk
memutuskannya.

Telah disebutkan di muka bahwa jarimah budid merupakan

perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi tertentu. Terdapat
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Menurut Imam Mawardi, gisas dan diyaf merupakan bagian dari tindak pidana Judid.
Lihat Imam Mawardi, Ahkim al-Sulthoniyyah wa al-Wildyah al-Diniyyah, Musthafa
al Bab al Halabi, Mesir, 1973, hal. 219. .

Ahmad Hanafi, Op. Cit., hal. 7-8.
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perbedaan dt antara para ulama madzhab dalam membagi jarimab-jarimab
yang termasuk dalam golongan ini. Menurut ulama-ulama yang
bermadzhab Syafiiyyab, jindyal) yang mewajibkab adanya bad ada tujuh
macam yaitu jarh (yang meliputi géisds dan diyal), bugabh (pemberontakan),
riddab (keluar dari Islam), zina, gaguf (tuduhan zina), gath's  al-saragal
(pencutian) dan asyribab mubarramab (minum-minuman yang diharamkan).

Adapun menurut ulama-ulama Makksyyah, hudid terbaglt menjadi
tujuh yaitu bugah (pemberontakan), wddal (keluar dari Islam), zina, gagaf
(menuduh zina), saragab (pencurian), harabah (peperangan), dan gyurb
(minum-minuman keras). |

Sedangkan menurut ulama-ulama yang bermadzhab Tanafi,
hudid dibagi menjadi lima yaitu zina, seragab (pencurian), syurb al-hamr
(minum-minuman  keras), qafl’ althartg (perampokan), dan gagaf
(tuduhan zina)%. Menurut mereka budiid hanya perbuatan-perbuatan yang
ditetapkan dalam Al Qurlan. Qisds tidak dimasukkan dalam budid karena
merupakan hak seseorang. Demikian pula /2’7 tidak dimasukkan dalam
hudfid karena tidak ditentukan ukurannya¥.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riddah menurut

sebagian besar ulama ahli hukum Islam, kecuali ulama ahli hukum Islam

R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 198.
Abdutrohman 2l Jaziri, al-Figh ‘ald al-Madzhab al-‘Arba’ah, Dar al Fikr, Beirut,
hal.8-9.
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yang bermadzhab Hanafiyyah, merupakan jarimah huditd dalam arti bahwa
melakukan tindak pidana ini berarti telah melanggar Jad atau batas-batas
Allah df dalam Al Qur'an schingga pelaksanaan hukumannya pun dapat

diterapkan.

Akibat Hukum dari Perbuatan Riddah
Menurut para ulama figh, seseorang yang melakukan pefbuatan
riddat diperintahkan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Islam.
Pemberian kesempatan untuk bertaubat ini dikeluarkan oleh penguasa (!
al-amrfimim) dengan tenggang waktu selama tiga hari. Jika ia tetap
menolak maka penguasa tersebut berwenang untuk memberikan sanksi
pidana.
Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku riddab terdin dan
tiga macam, yaitu :
a. Pidana Pokok
Pidana pokok untuk jarimab riddah adalah pidana matis. Namun
sebelum sanksi ini dilaksanakan, penguasa (dalam hal ini imam)
harus memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada pelaku
untuk kembali ke agama Islam. Waktu yang disediakan baginya

untuk bertaubat adalzh tdga hari. Tavbatnya orang yang murtad

Sayid Sabiq, Op. Cit., hal. 386. Enstklopedi Hukum Islam, Vol IV, Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta, 1997, hal. 1236.
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adalah cukup mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengakui

bahwa yang dilakukannya ketika ia murtad bertentangan dengan-

Islam.

Sanksi pidana pokok lain adalah pidana penjara. Akan tegtapi int
hanya berlaku bagi perempuan yang murtad. Hal ini didasarkan
pada pendapat Imam Hanafi bahwa perempuan yang murtad tidak
dapat dikenai sanksi pidana mati karena Rasulullah melarang
membunuh para wanita. Pidana penjara ini berakhir sampai
perempuan yang murtad itu mau kembali ke dalam agama Islam
atau 1a mati®,

Pidana Penggant

Pidana pengganti diberikan kepada pelaku riddah apabila sankst
pidana pokok tidak dapat diterapkan, yaitu jika pelaku ?idffa/a telah
bertobat. Sanski pidana pengganti ini adalah ta’zir yang diputuskan
oleh penguasa, berupa penahanan sementara, dera, denda atau
pencelaan dirinya.

Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan untuk pelaku riddab adalah merampas
hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola (fasarruf)

hartanya.

Loc. Cit.
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Menurut Imam Malik, Imam Syaft'i dan Imam Ahmad bila orang
murtad itu meninggal dunia, maka hartanya menjadi harta zusys’
yaitu tidak dapat diwariskan kepada orang muslim maupun non
muslim. Alasannya ia adalah termasuk orang kafir, sedangkan ahii
warisnya adalah muslim.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, jika harta terscbut didapatkan
pada waktu ia masih muslim maka harta peninggalan tersebut dapat
diwariskan kepada ahli waris yang muslim. Sedang harta yang
didapatkan ketika iz murtad, maka harta itu dikuasai pemerintah.
Pendapat ini didasarkan alasan bahwa harta orang murtad itu
disamakan dengan harta orang meninggale.

Selain sanksi yang bersifat pidana, sanksi perdata (@/-bugig al-

intyyah) dan sostal juga diberikan kepada pelaku riddab yang telah dikenai

hukuman mati ini, yaitu :

a.

putusnya hubungan perkawinan dengan suami atau isterinya, jika
hanya salah satu yang murtad;

tidak mcmpunyai. hak kewalian terhadap orang lain, misalnya tdak
bisa menjadi wali nikah anak perempuannya yang muslim;

tidak dimandikan sebagaimana jenazah muslim lainnya;

tidak disholatkan sebagaimana jenazah mushm; dan

60

Abdurrohman al Jazirs, Op. Cit., hal. 427-428. Libat juga Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru
Van Houve, Jakarta, 1994, hal 305.
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e. tidak dikuburkan di pemakaman muslims.

Dasar Ditetapkannya Riddah sebagai Tindak Pidana

Dalam pembahasan awal tclah discbutkan bahwa hukum Islam
didasarkan atas Al Qur’an, [adits, 7zd’ dan giyds. Penentuan sebuah
perbuatan menjadi  tindak pidana menurut vkuran hukum  Islam
didasarkan pula atas dasar-dasar hukum ini. Artinya, tindakan manusia
dianggap scbagat sebuah tindak pidana furfmat) jika Al Qurlan atau
Hadits menyebutkan demikian.

Dasar hukum ditetapkannya jarimab riddab secara khusus dan
jelas disebutkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang artinya kurang
lebih sebagai berikut :

Dirtwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah bersabda :
’Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”e.
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Imam Tagiyuddin Abi Bakar bin Mubammad Al Husaini, Loc. Cit lihat juga
Muhammad bin Qoshim al Ghozi, Fath al-Qorib al-Mujib, Karya Insan, tth., hal. 58
dan S'Lyyid Sabiq, Op. Cit., hal 389-390. '

Hadits ini sebenarnya mcncentakan tentang hukuman bakar bagi orang- orang, zindig
(orang yang mengaku Islam tetapi menafsitkan ajaran agama yang berbeda dengan para
sahabat, £4bi’in atau konsensus mayoritas ulama) pada masa pemerintahan Al bin Abi
Thalib. Pada suatu hari beberapa orang zindig dihadapkan ke Ali bin Abi Thalib untuk
diadili. Kemudian A memutuskan hukuman bakar bagi mereka. Abdullah bin Abbas
(Ibnu Abbas) melontarkan kritik kepada Ali bin Abi Thalib mengenai hukuman
tersebut, bahwa menurut Ibnu Abbas, Rasulullzh melarang menghukum dengan
hukuman bakar. Rasulullah hanya bersabda ‘“Barangsiapa mengganti agamanya, maka
bunuhlah ia”. Lihat, Imam Ab: Abdillah Muhammad bin Isma’it al Bukhars, Sabziz al-
Bukhari, Dar al Fikr, tth,, Juz IX, hal. 19.
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Selain hadits tersebut, hadits lain yang dijadikan dalil adalah
hadits riwayat Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah telah bersabda

“Tidaklah halal darah scorang muslim kecuali salah satu

dart tiga, yaitu : kafir sctelah iman (riwayat lain berbuayi

meninggalkan Islam, pen.), zina setelah menikah (muhson),

dan membunuh”s,

Terdapat 13 ayat Al Qur’an yang menyebut tentang riddab dan
terkadang beberapa ayat dijadikan dalil hukum tentang dipidananya rddal
tersebut. Di antaranya adalah Surat Al Baqarah ayat 217 yang. artinya
kurang lebih sebagai berikut :

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya,

lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-

sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka 1tulah

penghuni neraka, mercka kekal di dalamnyas+”.

Ayat-ayat Al Quran lain yang digunakan sebagai dasar
ditetapkannya riddaly sebagai tindak pidana adalah Surat An Nahl ayat 106
dan Surat At Taubah ayat 12 sebagai berikut :

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman

(dia akan mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang

yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam

beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang

melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan
Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar.”

6
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Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 386. Lihat pula, Abi Husain Muslim bin al-Hajja), Sakih
Muslim, Vol. I1, Dar al Fikr, 1993, hal. 100. Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud,
Vol. I1, Dar 2l Fikr, Beirut, 1994, hal. 333. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al
Bukhari, Ibid, hal. 6.

QS Al Bagarah ayat 217.
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“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka
berjqnji, .dan me;eka_ mencerca agamamu, maka perangilah
. pemimpiun-pemimpin orang-orang kafir itu, karena merka

itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya,

agar supaya mereka berhent1.”

Berdasarkan dalil-dalil inilah kemudian para fugabd menetapkan
bahwa riddab termasuk dalam tindak pidana (farimah budid) dan sainksinya
berupa hukuman mati.

Dalam sejarah Nabi Muhammad pernah diterapkan hukuman
ini. Hadits yang dikeluarkan oleh Daruquthni dan Baihaqi menceritakan
bahwa ada seorang perempuan yang bernama Ummu Marwan kafir
setelah beriman (murtad). Kemudian Rasulullah menyurubhnya kembali
lagi ke dalam Islam. Namun Ummu Marwan tetap menolak dan akhirnya
ia dibunuhss,

Dalam sejarah Islam, penegakan hukum Islam tentang riddah int
pernah diterapkan pada pemerintahan khalifah pertama Abu Bakar Ash
Shidiq yang menumpas gerakan riddab di Bahrain, Oman, Mahra,
Hadhramaut dan Yamane,

Jumbiir fugobd (sebagian besar ahli figh) tidak berbeda pendapat
mengenai hukuman bagi orang yang muriad. Semuanya sepakat bahwa

riddab termasuk dalam hwdid yang dikenai hukuman mati. Akan tetapi

para fiugohid berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya pemberian

6 Sayyid Sabiq, Loc. Cit.
¢  Joesoef Sow’yb, Loc. Cit.
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jangka waktu tertentu untuk melakukan taubat berupa kembali masuk
Islam dan perempuan yvang murlad.

Adapun alasan dipidananya riddaly menurut hukum pidana Islam,
Sayyid Sabiq menegaskan bahwa:

“ALlslim minbhdj kamil i al-bayal, fabuwa din wa danlabh, wa
tbadab, wa giyadab, wa mushal wa satf, wa ruh wa maddab, wa
dunya wa akbirah. Wa buwa mabni ‘ali al-'aqli wal mantig, wa
gaim ‘ald ad-dalil wal burban......... wa irladda ‘anbu ba'da
dukbitlibi fihi wa idrakibi labu, kéna fi al-waqi’ kbaryj ‘ald al-hag
wal mantiq, wa mulanakkir li ad-dalil wa al-burbin, wa baidan
an al-‘aglis salim wa alfithrab al-mustagimah. . .... wa min_jinib
ukbra, fainna al-iskim kaminba ‘am k al-bayat, wa nigém syamil
f as-suluk al-insani, I3 gina labu min siydj yubmib, wadr'un yagib,
Jainna ayya nigim G givam labn i/l bi al-bimayab wal wigayab wa
al-bifzi “alaibi min kalll md yabussn arkénabu. ........ inna al-
kburdlj ‘ali aliskim wa al-irfidid ‘anbu innamd huwwa saurat
Glaibi, wa saurat ‘alaihi laisa labd min jad i aljazi allagi
ittafagab ‘alaib al-qawanini wad’iyyal. .. "™,

(Islam adalah jalan sempurna dalam kehidupan. Islam
adalah agama dan negara, ibadah, tuntunan, kitab dan
pedang (penegak keadilan, pen.), moril dan materiel, dunia
dan akhirat. Islam berdasarkan aqal dan logika, dan Islam
berdiri di atas dalil dan bukti kebenaran......... maka
apabila ia keluar dari Tslam atau murtad setelah memasuki
dan menemukannya, maka ia kelaur dari kebenaran dan
logika, mengingkari dalil dan bukti kebenaran dan
menyimpang dari akal schat dan fitrah yang lurus..........
Pada sisi yang lain sesungguhnya Islam itu laksana jalan
dalam kehidupan, aturan yang lengkap bagi perjalanan
manusia. Untuk itu perdu dijaga dan ditegakkan karena
aturan tidak akan tegak tanpa ditegakkan dan dijaga dar

segala sesuatu yang dapat menggoyahkan
kedudukannya....... Scsungguhnya  keluar dari  Islam

adalah memberontak darinya. ‘lidak ada hukuman bagi

67 Sayyid Sabiq, Op. Cit, hal 166-167. Lihat juga Imam Taqiyuddn Abi Bakr bin
Muhammad al Husain, Op. Cit., hal. 203,
6 Sayyid Sabiq, p. Cit., 387.
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pemberontak kecuali telah  ditetapkan dalam undang-
undang konstitusional”.

C. Hukum Islam dalam Pergulatan Sosial Politk dan Budaya di

Indonesia

Hukum bukanlah lembaga sosial yang berdiri secara otonom.
Dalam proses pembuatannya, ia sangat dipengaruhi oleh sub sistem-sub
sistern sosial yang lain, seperti politik, ckonomi, sosial, budaya dan
agama. Ada hubungan kait-mengkait antara hukum dengan elemen di
luar dirinya. Oleh karenanya, cksistensi hukum sangat bergantung kepada
taktor-faktor di luar hukum tersebut,

Lebih jelasnya, hubungan antara hukum dengan sub sistem-sub

sistem di luar hukum dapat digambarkan dalam bagan berikut® :

Palitilke

Fkonami

Srawial l FEnkinm

Ruelava

Acama /M el

I

[N I SN [ Y A

Demikian pula kehidupan hukum Islam di Indonesia. Setelah

Islam dikenal di bumi nusantara ini, faktor-faktor di luar dirinya seperti

©®  Afan Gaffar, Pembangunan Hukum dan Demokrasi, tulisan dalam Politik
Pembangunan Hukum Nasional, Penyunting Busto Muqoddas, UIL Press,
Yogyakarta, 1992, hal 105. ' .
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politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia ikut membentuk

formasi hukum Islam ala Indonesia.

Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia
Para pemerhati hukum  Islam, khususnya hukum Islam  di
Indonesia, sctidaknya mengenal lima teori berlakunya hukum Islam di
Indonesia™ Kelima teori ini menggambarkan adanya pergulatan hukum
Islam yang cukup unik. Keunikan ini berangkat dari perbedaan historis
dan budaya antara negara di mana hukum Islam itu muncul,pertﬁma kali
dengan negara Indonesia. Di samping itu, gerakan politik di Indonesia
juga banyak mewarnai corak hukum Islam di Indonésif:x yang
bermasyarakat pluralis. |
Kelima teor ini akan dipaparkan dalam beberapa paragraf di
bawah ini :
a. Teori Kredo
‘L'eori yang dikenal dengan nama lain teori syahadat atau
yang disebut olch H. A. R. Gibb scbagai teori penerimaan otoritas

hukum ini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum

70 Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam

Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan, Pengaatar juhaya
S. Praja, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal. 114. Lihat juga juhaya S. Praja, Aspek
Sosiologis dalam Pembaharuan Figh di Indonesia, artikel dalam Epistimologi
Syara’ : Mencari Format Baru Figh Indonesia, Op. Cit., hal.125-130.
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Islam oleh mereka yang tclah mengucapkan dua kalimat syahadat
sebagai konsekuensi logis darl pernyataannya. Jadi, dengan
pernyataan ikrar atas “tidak ada tuhan selain Allah dan Muhamrmad
adalah utusan Allah”, setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti
scluruh perintah Allah dalam Al Qur’an. dan sekaligus taiat pada
Rasulullah melalu s#nnab-nya. '

Dalam Al Qur’an, ada beberapa ayat yang menjelaskan
bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada
Allah dan Rasul-Nya™. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil
pilihan lain jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukumnya
yang pasti dan jelas™ Jika mengambil pilihan hukum selain dar
Allah dalam kitab-Nya maka diberikan stigma dalam Al Quran
sebagai orang yang sdlim, kdfir dan fisigP. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa dari segi ajaran Islam sendiri tanpa dikaitkan
dengan hukum atau kenyataan yang lain dalam masyarakat, berlaku
prinsip bahwa orang Islam berlaku hukum Islam.

Teori ini seperti apa yang yang telah dijelaskan oleh

orientalis barat 1. A. R. Gibb bahwa orang Islam yang telah

Surat An Nisa ayat 49, Surat An Nur ayat 51.
Surat Al Ahzab ayat 36.
Surat Al Maidah ayat 44, 45 dan 47.
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menerima Islam scbagai agamanya berarti ia telah menerima
otoritas hukum Islam atas dirinya.

Teor ini dikemukakan juga oleh beberapa imam madzhab,
yaitu Imam Maliki, Imam Svaft dan Imam Ahmad ketka
membahas tentang lingkungan berlakuhya aturan-aturan pidana
Islam. Menurut mercka, syarar [slam diterapkan terhadap setiap
jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di dalam negeri bukan Islam
dan negeri yang bukan Islam™. Jadi hukum pidana Islam tidak
mengenal batas-batas suatu wilayah (nonteritorialitas).

Teori Receptio in Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem
Christian van den Berg yang melakukan penelitian tentang
berlakunya hukum Islam di Indonesta antara tahun 1870-1887%.
Oleh karena itulah ia discbut scbagai orang yang menermukan dan

memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesta, walaupun

T4

75

Ahmad Hanafi, Op. Cit. Hal 97. Sclain tcori nonteritorialitas ini, dikenal juga teont
teitorial yang dikemukakan oleh Tmam Hanah, bahwa syariat Islam hanya dapat
diberlakukan di negara-negara yang secara resnu menjadi negara Islam.

Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit.,
hal. 118. Ismail Suny menyebut teori ini dengan periode pencrimaan hukum Islam
sepenuhnya. Lihat Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, artikel dalam Prospek Flukum Islam dalam Kerangka
Pembangunan Hukum Nasional; Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H.
Busthanul Arifin, 8. H., Pengurus Pusat Tkatan Hakim Pengadilan Agama, Jakarta,
1994., hal. 193.
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sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. Selain itu,
dia juga berjasa dalam mengusahakan agar hukum kewarisan dan
perkawinan Islam dijalankaﬁ oleh hakim-hakim Belanda dengan
bantuan para kadi Islam.

Menurutnya, bagi orang Islam berlaku penuh hukum
Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam
pelaksanaannya terdapat penyimpanan-penyimpangan.
Pem}.rataannya ini didasarkan pada kajlannya mengenai politik
hukum pemerintah Hindia Belanda dan kenyataan hukum di
Indonesia pada waktu 1tu.

Sebelum VOC datang ke wilayah nusantara, banyak
kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam, di aﬁtaranya
kerajaan Samudera Pasai, Kasultanan Demak, Kesultanan Mataram,
Cirebon, Ternatc dan lain-lain. Pada umumnya pemerintahan
kerajaan itu menganut paham atau madzhab hukum Syafi’s.

Saat VOC datang ke Indonesia, hukum Tslam ini juga tetap
diakui. Undang-undang agama Islam berlaku bagi penduduk ash
bangsa Indonesia sejak  scbelum  tahun 1855, Dengan
dikeluarkannya Regeerings Reglement (RR) tahun 1855, keadaan

hukum yang telah ada ita diperkokoh dan diperkuat dengan bentuk

. peraturan perundang-undangan. Pasal 75 Regeelings Reglmenals itu
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menyebutkan ‘“vied bakim Indonesia itn hendaknya diperlaknkan undang-
sndang agama (podsdiensizpe wetlen). ..

Dengan pandangannya yang demikian itu, maka Prof. Mr.
Lodewijk Willem Christian van den Berg membuat  konsep
S/aatb/ad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat
pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada
di dalam lingkungan hidupnya. Olch karena itu, hukum yang
berlaku untuk rakyat jajahan _varng beragama Islam di Indonesta
adalah hukum Tslam. Karena yang berlaku ketentuan-ketentuan
hukum Islam, maka badan-badan peradilan agama yang pada waktu
pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia sudéh ada,
dilanjutkan dan diakui kewenangannya.

Dalam rangka ini pula, pada tahun yang sama‘ (1882)
kemudian ia menulis karya Mobammedaansch Rechts yang berisi
mengenal asas-asas hukum Islam menurut paham madzhab Syafr'r.
Dengan karyanya itu, para pejabat pemerintah Hindia Belanda dan
para hakim Belanda akhirnya banyak yang memahami dengan Iebih
baik mengenai hukum Islam.

Namun demikian tidak ada keterangan lebth lanjut

mengenai  berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia.

Thid, hal. 121.
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Keterangan yang ada hanya berkisar pada lingkungan hukum
perdafa, khususnﬁ tentang warts dan perkawinan.
c. Teori Receptie

Teori ini menandai kuatnyg pengaruh adat; dalam
pengamalan hukum Islam. Bahkan terjadi “perang” kekuasaan
antara hukum adat dengan hukum Islam. Teori ini menyatakan
bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukufn adat.
Hukum Islam hanya berlaku bagi rakyat pribumi kalau hukum
Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Teori receptie ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje,
seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang kemudian menjadi
penasehat pemerintah  Hindia Belanda. Teort im  kemudian
dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar Brn?.

Teori recgptie berpangkal tolak dart ketnginan Snouck
Hurgronje agar orang-orang pribumi tidak memegangi hukum
Islam secara kuat. Jika mercka memegangl hukum Islam secara
kuat, maka tidak mudah dipengarchi peradaban barat. Snouck
Hurgronje juga khawatir adanya pengaruh gerakan Pan Islamisme
yang dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin al Afghani di Mesir sampai

ke Indonesia. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa sikap

7 Ibid, hal. 122. Ismail Suny menyebut teori ini dengan periode penerimazan hukum Islam
oleh hukum adat. Ismail Suny, Op. Cit., hal. 194.
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pemerintah  Hindia Belanda sebagaimana  dituangkan dalam

Staatblad 1882 Nomor 152 yang dilandasi teori receptio in complexcu

adalah ketidakmengertian pemerintab terhadap situasi masyarakat

pribumi, khususnva masyarakat Islam.

Sebagat  scorang  penaschat  pemerintahan  saat it
kemudian 1a merumuskan saran kepada pemerintah Hindia Belanda
tentang kebijaksanaan terhadap Islam yang dikenal dengan Iskmw
Poligy, yaitu :

1.  Dalam kegiatan agama dala arti sebenarnya (agama dalam artt
yang sempit) pemerintah Hindia Belanda hendaklah
membertkan kebebasan sccara jujur dan secara penuh tanpa
syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran
agamanya.

2. Dalam lapangan kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda
hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat
yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat menuntun
taraf hidup rakyat jajahan dengan suatu kemajuan yang tenang
ke arah mendekati pemerintah Hindia Belanda  dengan
memberikan bantuan kepada mercka yang menempuh jalan
in.

3. Dalam lapangan ketatancgaraan mencegah tujuan yang dapat
membawé atau menghubungkan gerakan Pan Islamisme yang
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bertujuan mencari kekuatan-kekauatan hain dalam hubungan
menghadapi pemerintah Belanda  terhadap  rakyat bangsa
Timur™.

Sebenarnya pendapat Snouck Hurgronje ini didasarkan
pada Undang Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi
pengganti Regeerings Reglements yang disebut dengan Wer op de
Staatsunrichting van Nederfands Indie (kemudian disingkat menjadi
Indische Staatsregeling (15)). Dalam IS yang diundangkan dalam
Staatblad 1929 Nomor 212 hukum Tslam dicabut dari lingkungan
tata imkum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) dari IS tahun 1929
itu berbunyi : | |

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama

orang Islam akan disclesatkan oleh hakim agama

Islam apabila hukum adat mercka menghendakinya

dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu

ordonanst.”

Dalam perkembangan hukum selanjutnya, teort ini .Sangat
berpengaruh dalam polittk hukum pemerintah Hindia Belanda.
Berangkat dari teori ini pula wilayah Indonesia dipisah-pisah
menjadi sembilan wilayah hukum adat.

Atas saran-saran dari Snouck Hurgronje itu pula, beberapa

tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda berusaha

Thid, hal. 124.

62




melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan  hukum Islam di

Indonesia dengan cara sebagar bertkut :

1. Tidak sama sckall memasukkan badid, gisds dalam lapangan
hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku diami)il langsung
dari I«V&/baek. ran Strafrech! dari Nederland yang diberlakukan
sejak Januari 1919.

2. Dalam hukum tata negara, ajaran Islam yang menyangkut hal
tersebut dihancurkan sama sekali. Pengajian ayat Al Qur'an
yang memberikan pelajaran agama dan penguraian hadits
dalam politik tentang kenegaraan atau ketatanegaraan
dilarang.

3.  Mempersempit hukum muammalah yang rnenyangkutghukum
kewarisan dan perkawinan. Hukum kewarisan% Islam
diusahakan tidak berlaku. Langkah-langkah yang diambil
pemerintah adalah :

a.  Menanggalkan wewcemang Rasd Agama di Jawa dan
Kalimantan.

b. Memberikan wewcnang memeriksa  masalah  waris
kepada Iundraad.

c. Melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika di
tempat adanya perkara tidak diketahui bagaimana aturan
adatnya.
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Teori ini berlaku sampat Indonesia menyatakan kemerdekaannya
pada tahun 1945,
Teori Receptie Exit

Teori ini lahir setelah bangsa Indonesta memegang kendali
poitik dalam negerinya. Penggagas teori ini adalah Hazairin,
séorang ahli hukum Islam di Indonesia. Menurutnya,  setelah
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan UUf) 1945
dijadikan Undang Undang Dasar negara maka walaupun Aturan
Peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masth berlaku
selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh
peraturan perundang-undangan pemerintah  kolonial Hindia
Belanda yang berdasarkan tcori receplie tidak berlaku lagi karena
jiwanya bertentangan dengan UULD 1945. Tcori recgplie yang dianut
oleh pemerintah kolonial harus excil (keluar) karena bertentangn
dengan Al Quran dan Sunnah. Ta berpendirian bahwa
kemerdekaan Indoncsia mempunyal arti luas terhadap berlakunya
ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Indonesia sangat
akrab dengan keyakinan akan ‘l'uhan Yang Maha Hsa. Dalam
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 selalu tercantum kata-
kata “Ketahanan Yang Maha Esa/Kuasa”. Walaupun kata
Ketuhanan Yang Maha Esa mecruapakan hasil kompromi untuk
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menggantkan istilah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syarrat Islam bagt pemeluk-pemeluknya”, tidak ada kanciungan niat
untuk menyingkirkan hukum Islam atau hukum agama. Dengan
istilah tersebut hukum agama vang diberlakukan di Indonesia bagi
penganut-penganutnya bukan hukum Islam saja, tetapi hukum
agama-agama lain juga berlaku.

Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka, hendaknya
orang Islam Indoncsia mentaati hukum Islam karena hukum itu
bersumber dart Allah dan Rasul-Nya, bukan karena hukum Islam
itu telah diterima oleh hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam
teori receptie. Ini berarti bahwa dalam masa kemerdekaan ini, bagi
orang Islam diberlakukan hukum Islam.

Dengan hadirnya teori recepiie exit ini maka dimulailah
babak baru pembaharuan figh Indonesia dengan nuansa ke-
Indonesiaannya. ‘Teori ini berkembang  hingga lahir  teort
berikutnya.

Teori Receptie A Contrario

Teori receptie exit muncul ketika kaum muslimin Indonesia
telah mempunyai banyak kesempatan yang relatif lebih luas di
dalam mengkaji Islam sccara komprehensif dan mendalam dalam

udara kemerdekaan. Teori recepiic exil yang diperkenalkan oleh
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Hazairin kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama
Sayuti Thalib menjadi teori receplie a contrario.

Teort receplie a confrario yang secara harfiyyah berarti lawan
dari teori receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang
Islam jika hukum adat itu tidak bcrteﬁtangan dengan hukum Islam
dan agama. Teorinya ini diperkuat dengan hasil penelittannya
mengenai hukum perkawinan dan kewarisan yang menghasilkan
kesimpulan :

1. bagi orang Islam berlaku hukum Istam;

2. hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum,
cita-cita batin dan moralnya; dan

3. hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak
bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Kalau teort recepiic mcndahu‘lukan hukum adat dari pada
hukum Islam, maka teori receptic « contrario adalah scbaliknya. Dalam
teori receptie  hukum Islam  tdak  dapat diberlakukan jika
bertentangan dengan hukum adat. Scdangkan teort receplie 4 contrario
mendahulukan hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum
adat baru dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum

Islam. Teori ini juga berlaku bagi orang yang beragama selain Islam,
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yaiu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di
Indonesia™.

Teort receptie a contrario int tampaknya agak mirip dengan
teor1 receplie yang dikembanghkan olch  Hazairin. Perbedaan antara
keduanya tetletak pada landasan pemikirannya. Pada teori receplie
landasan pemikiran yang dipakai adalah bahwa sejak bc-rdirinya
Republik  Indonesta pada tahun 1945, maka  tidak méncrima
pemahaman rumusan pada Aturan Peralihan hanyalah pada tataran
formal belaka. Sedangkan landasan pemikiran teori receplie a contrario
adalah bahwa di dalam negara Republik Indonesta yang merdeka,
sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum
kemerdekaan, berarti ada keleluasaan un_tuk mengamalkan ajaran

agama.

2.  Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
Menurut Ismail Suny, kedudukan hukum Islam  dalam
ketatanegaraan Indoncsia mengalami dua perode®, yaitu :
a.  Periode penerimaan hukum Islam scbagai sumber persuasif.
Dalam hukum konstitusi dikenal perswasive source dan

authoritative source. Sumber persuasif adalah sumber yang harus

7 Juhaya S. Praja, Op. Cit., hal. 131.
8  TIsmail Suny, Op. Cit., hal. 196,
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diyakini untuk menerimanya. Sclama 14 tahun, dari tanggal 22 Juni
1945 waktu ditandatanganinya gentlement agreement antara pemimpin-
pemimptn nastonalis sekuler dan nasionalis Islami sampai tanggal 5
Juli 1959, sebelum Dekrit 5 Juli 1959, kedudukan ketentutan
“kewafiban menjalankan syari'al Islom bagi pemeluk-pemeluknya” adalah
sumber persuasif. Sebagaimana semua hasil sidang BPUPKI adalah
persuasive source bagt grondwel inferpreiatic .dari uuD 1945, maka
Piagama Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKT adalah juga
merupakﬁn persuasive source. |
Periode penerimaan hukum Islam scbagai sumber otoritatif.
Sumber otoritatif adalah sumber yang mempunyat
kekuatan. Dalam hal ini, ditempatkannya Piagam Jakarta dalam
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan
hukum Islam telah menjadi sumber otoritatf dalam hukum
ketatanegaraan Indonesia dan bukan sekedar sumber persuasif.
Lebih lanjut Ismail Suny menjelaskan mengenat kedudukan
hukum Islam dalam konstitusi ncgara. Menurutnya, dalam Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam
konsideran®, dalam diktum ditetapkan pula “meneiaplan UUD 1945

berlaku lagi”. Dengan demikian dasar hukum Piagam Jakarta dalam
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konsideran dan dasar hukum UUD 1945 dalam diktum ditetapkan
dalam satu peraturan perundang-undangan (Deksit Presiden).
Keduanya dalam hukum tatancgara mempunyai kedudukan yang
sama®,
Oleh karena i, perbedaan Piagam Jakarta dengan UUD
194 yang terletak pada tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan
syarial Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah yang menjiwai dan
merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945. Kata
menjiwai secara negatif berarti tidak boleh dibuat peraturan
perundang-undangan dalam Republik Indonesia yang bertentangan
dengan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif
berarti bagi pemeluk agama Islam diwajibkan menjalankan. syari’at
Istam. Dan untuk itulah harus dibuat undang-undang yang akan
memberlakukan hukum Islam dalam hukum Nasional®.
Sedangkan menurut pandangan Ichtijanto, keberadaan hukum

Islam di dalam hukum nasional ttu adalah :

8l
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Ketentuan ini berbunyi “babura kami berkeyakinan babwa Piagan [akaria tertanggal 22 [uni
1945 menjinai VU 1945 dan adalaly merupakan suatn rangkaian kesatian dalan Konstitinsi
tersebut”

Ismail Suny berpendapat bahwa preambule atau konsideran, bahkan penjelasan
peraturan pci‘undnng—undang_,mu adalah mempunyai kedudukan hukum dan merupakan
bagian integral dari suatu aturan perundang-undangan. Ismail Suny, Ibid, hal. 198.

Tbid, hal. 199, Dalam tulisannya yang lain, lchijanto mengemukakan gagasan adanya
perkembangan teori tentang berlakunya hukum Iskam di Indonesia yang baru, yaitu teoti
cksistensi yang berarti bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Lihat
Ichtijanto, Pembangunan Hukum dalam Pespektif Moral, salah satu artikel dalam
Politik Pembangunan Hukum Nasional,Op. Cit,, hal. 75.
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a. ada dalam arti scbagai bagian integral dad hukum nasional
Indonesia;

b.  ada dalam arti adanya dengan kemandirinannya yang diakui adanya
dan kekvatan serta wibawanya olech hukum nasional dan diberi
status sebagai hukum nasional;

c. ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam
berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; dan

d. ada dalam arti scbagai bahan utama dan unsur utama hukum
nastonal Indonesta#®,

Setelah  Indonesia merdeka  terlihat  keinginan  untuk
mendudukkan hukum agama sebagal  hukum yﬁng diakui dalam
perundang-undangan nasional cukup besar. Ini terlthat dari bukti-bukd
dan gambaran sebagat berikut :

a. Konsensus Nasional pertama yang terjadi pada tanggal 22 Juni
1945 mengenai rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syari’at Islam bagi pemelu k-pemcluknyass.
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Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Isiam di Indonesia, Op. Cit,,
hal. 137.

Rumusan ini merupakan hasit kompromi Panitia 9 dari Badan Penyehdik yang
sebelumnya terjadi pertentangan di antara anggota Badan Penyehdik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPKI) yang berjumlah 62 orang Para pemimpin Islam
memperjuangkan kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri, tanpa
hubungannya dengan hukum adat, dengan mengusulkan dasar negara adalah Islam. Dani
sejumlah anggota BPUPKI, 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis Istarmi
menyetujui dasar negara Islam, sedangkan suara terbanyak (15 suara) memilth dasar
negara kebangsaan. Lihat Ismail Suny, Op. Cit., hal. 195. : :
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Rumusan tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan
rumusan “Ketuhanan Yang Maha Fsa” dengan maksud untuk
membertkan pengertian yang lebih luas bahwa yang berkewajiban
menjalankan  hukum agama bukanlah untuk orang Islam  saja,
melai_nkan juga bagi pemeluk agama-agama yang lain. |

Dalam Pembukaan dan Batang T'ubuh UUID 1945, terutama alinca
ketiga dan keempat yang merupakan pokok pemikiran mendirikan
negara Indonesia dan Pasal 29 memberikan dorongan bagi fungsi
hukum agama.

Dalam GBHN selalu merumuskan bahwa hendaknya agama tidak
hanya menjadi amalan pribadi, melainkan juga menjadi amalan
masyarakat. Di samping itu, dalam mewujudkan sistem “hukum
nasional, diharapkan tetap menghormati hukum agama dan: hukum
adat.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian menyebutkan jadanya
keinginan yang besar untuk berhukum dengan sistem hukum yang
bersumber dari hukum agama atau hukum Islam.

Dalam perundang-undangan nasional yang keluar semenjak

Indonesia menyatakan kemerdckaannya, banyak yang bersumber pada
hukum agama (Islam). Sebagai contoh, UU Nomor 14 tahun 1970 dan
UU Nomor 14 tahun 1985 mengenai kekuasaan kehakiman di mana

peradilan agama menjadi salah satu lembaga peradilan yang mandiri. UU
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Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga banyak menyerap hukum
Islam mengenat perkawinan. Semua peraturan-peraturan di‘ atas
meletakkan hukum agama pada nilai asasi. Agama-agama yang dipeluk
oleh bangsa Indonesia tidak diakui scbagai agama negara, namun diakui
sebagat fakta hukum, dihormati dan diakui keberadaan dan kekuatan
hukumnaya.

Namun demikian, keberadaan hukum Islam di Indonesia sampai
sekarang hanya nampak jelas pada lapangan hukum perdata yang sifatnya
privat, baik sebagai unsur yang mempengaruchi maupun isebagai
modifikasi norma hukum agama yang dirumuskan dalam pératuran
perundang-undangan bidang keperdataan. Ini  dibuktikan dengan
beberapa perundang-undangan di bidang perdata (seperti dalam UU
Perkawinan dan Kompilasi Hukum [slam) serta kewenangan Peradilan
Agama (UU Nomor 7 I'ahun 1989) yang hanya menyclesatkan kasus-
kasus perdata.

Menurut Bambang Pumomo, hukum Islam di bidang
kepidanaan dapat didiskusikan dan dijalin dalam hukum pidana

Indonesia, sepanjang scsuai dengan dasar filosofis Pancasila dan hukum

dasar Undang Undang Dasar 1945%.

‘Bambang Purnomo, Menjalin Hukum Islam dalam Konsep Hukum Pidana

Nasional, artikel dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan
Hukum Nasional; Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.
H., Op. Cit., hal. 230. ‘
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Ial ini didasarkan pada argumentasi bahwa negara Indonesia
bukanlah negara yang Dberdasarkan  atas agama  (Islam). Landasan
konstitusi negara tidak menunjuk pada negara yang berdasarkan hukum
Islam, akan tetapi dapat menjalin hukum Tslam sesua1 dengan mayoritas
rakyatnya yang beragama Islam yang memerlukan perlindungan hukum
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, unsur
agama Islam dapat mewarnai hukum pidana positif di Indonesia®.

Suatu negara yang mendasarkan sepenuhnya hukum negara
mengambil syari’at Islam, berarti substansi jarimah Islam menjadi bagian
hukum negara baik mengenai normanya maupun sanksinya walaupun
terdapat berbagai aliran atau pandangan tentang kebutuhan hukum dari
kalangan fugoba dan hasil géfﬁ.s‘ atau pengaruh dari salah satu fust keempat
madzhab dalam hukum Islam. Pendapat Bambang Purnomo ini selaras
dengan apa yang dikemukakan olch Nagaty Sanad dalam bukunya The
Theory of Crime and Criminal Responsibility in Lslumic 1aw (Sharia) yang
menyatakan bah\vﬁ :

“The each of these schools tried fo simplify and explain the general

ritles included in the Al Qurian and the Sunna of the Prophet

Mubammad in order fo make sharia capable of meeting the new

requirements, needs, and demands of the changing lime. Various

Lilumic countries bare addopled different schools of thought, which

explains why there are some differences in the application of Lstam in
these countries.’s

87
338

Ibid, hal. 232.
Loc. Cit.
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Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia

Dalam pembahasan terdahulu telah dipaparkan bahwa
sebenarnya hukum Islam mendapatkan kedudukan yang strategis dalam
hukum nasional. Hal int pula yang menjadi landasan pemikiran sehingga
dalam salah satu arah kebijakan hukum nasional adalah menata sistem
hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormatt hukum agama dan hul\'un.n adat serta memperbaharui
perundang-undangan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan
reformasi melalui program legislasi®.

Dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Islam yang dikenal
sebagai hukum yang bersumber pada wahyu juga mendapatkan perhatian
yang khusus di samping hukum pidana adar. Berdasarkan hasil dari
berbagai seminar dan simposium disimpulkan bahwa ada keinginan yang
kuat di antara para ahli hukum Islam, vang didukung pula oleh para ahli
hukum nasional, untuk menjadikan hukum pidana Islam scbagai salah
satu sumber bagi pembaharuan hukum pidana nasional, di antaranya

adalah ;

8%

20

Bab IV A Nomor 2 Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara.

Barda Nawawt Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Op. Cit, hal. 118-122.
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a. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional I
Tahun 1963,
Dalam Resolusi butir VIIT seminar tersebut menyatakan :

“Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalinkan

dalam KUHP.”

b. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
1980
Dalam laporannya dinyatakan bahwa :
“Perlu dipikirkan kemungkinan memasukkan menjadi hukum
positif atau hukum tertulis, bentuk-bentuk pemidanaan
hukum adat dan hukum agama serta hukum-hukum lain
sepanjang dapat memenuhi unsur-unsur dari sifat pemidanaan
tersebut.”
Selain itu, dalam laporan angka 11 dinyatakan :
1.5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada

polittk  hukum pidana dan polittk kriminal yang

mencerminkan aspirasi nasional......................

Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah
melatui penelittan dan pengkajian yang mendalam tentang :

152. hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat
Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arxief yang Dbertolak dan

kecenderungan internasional di dalam upaya pemikiran kembali (rethink)

mengemukakan bahwa penggalian hukum agama merupakan hal yang
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wajar dan bahkan dapat dikatakan merupakan tuntu;ﬁn zaman?®!. Bahkan
bagi bangsa Indonesia merupakan beban dan kewajiban nasional karena
telah diamanatkan dan dirckomendasikan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan dan  seminar-seminar  nasional selama  ini.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana menggali,
mentransformasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai hukum; agama
schingga dapat diterima menjadi norma-norma yang terintegrasji dalam
sistem hukum nasional.

Untuk mengkaji permasalahan di atas, khususnya penggalian
hukum agama, beliau menyarankan™
a.  penggalian hukum 1tu harus bertujuan memantapkan sistem hukum

nasional;

b.  penggalian hukum itu harus didasarkan pada suvatu wawasan

nasional yang sama di bidang pembangunan hukum nasional®;

91

92
923

Dalam kongres-kongres internasional, antara lain Kongres PBB mengenai The Pevention
of Crime and The Treatment of Offenders senng dinyatakan bahwa sistem hukum selama ini
banyak yang tidak berakar pada budaya bangsa. Oleh karena itu, kongres menghimbau
agar dilakukan pemikiran kembali rerhadap keseluruhan kebtjakan kriminal (o rething the
whole of criminal policy). Menurut Barda Nawawi Arief, pemikiran atau peninjavan kembali
berartti menuntut dilakukannya reevaluasi, review, reorientasi, reformas: atau
reformulasi. Ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk melakukan “penggalian hukum®.
Barda Nawawi Anef, Op. Cit., hal. 328.

Ibid, hal. 329.

Wawasan Pembangunan Hukum Nasional pernah disampaikan oleh Ismail Saleh ketika
menjadi Menteri Kehakiman dalam pertemuan  konsolidasi dengan  Dewan
Pertimbangan Agung, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan
Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan bermakna sistem hukum nasional
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c.  penggalian dan pengkajian hendaknya ditujukan pada l;onsep-
konsep atau ide-ide dasar yang merupakan pokok-pokok pe;rﬁkiran
strategis dalam memecahkan masalah-masalah sentralj dalam
pembangunan nasional; dan

d.  penggalian hukum yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama
(khususnya agama Islam) scyvogyanya diarahkan pada prinsip-
prinsip dan pokok-pokok pemikiran yang berhubungan dengan
masalah pokok dalam bidang hukum pidana, yakni masalah tindak
pidana, kesalahan/pertanggungjawaban serta masalah pidana dan

pemidanaan.

berorientasi pada aspirasi serta kepentingan bangsa, yang mencerminkan cita, fungsi dan
tujuan hukum serta ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan
nusantara menginginkan adanya satu kesadaran hukum nasional. Sedangkan wawasan
Bhinneka Tunggal Ika berarti hukum nasional yang akan diwujudkan harus
memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan kebumhan hukum yang
dimiliki kelompok-kelompok tertentu, schinggga kelompok masyarakat tersebut
mendapatkan perlakuan seadil-adilnya. Mocerdiono, Sekitar Politik dan Strategi
Pembangunan Hukum Nasional, tlisan dalam Politik Pembangunan Hukum
Nasional, Op. Cit., hal. 17.
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BAB III

ANALISIS PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Islam Tentang Riddah dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa riddab dilihat dari
sudut pandang hukum Islam klasik merupakan salah satu jenis tindak
pidana. Bahkan menurut para ahli hukum Islam, tindak pidana ini
dikategorikan ke dalam hudéid yang berarti menjadi hak Allah. Artinya,
Allah-lah yang menetapkan kebijakan pidananya. Manusia tidak memiliki
kewenangan untuk meniadakan atau mengubah ketetapm; hukuman yang
telah ada.

Kebebasan beragama manusia merupakan hak dasar yang
bersifat asasi. Jenis tindak pidana ini memiliki bobot permasalahan tinggi.
Seseorang yang pindah agama dari [slam ke .agarr-la lain diancam dengan
pidana (maksimal hukuman mati). Padahal dalam wacana global dewasa
ini, sescorang bebas untuk memilih suatu agama yang diyakininya tanpa
ada otoritas yang berhak untuk mempengaruhinya.

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku  riddah  ini berarti
mensyaratkan adanya ajaran Islam dalam suatu neg;_r,ara yang diakui
sebagai ajaran tertinggi dibandingkan dengan ajaran agama lain. Syarfat
Islam dipakai sebagai dasar negara. Oleh karena itu, hukum publik
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termasuk di dalamnya hukum pidananya, bersumber dari hukum Islam.
Negara atau pemerintahan yang menerapkan sistem demikian dikenal
dengan negara Islamd.

Walaupun dalam ncgara Islam kaum nonmuslim juga diakui
sebagai warga negara, tetapi mercka dicatat scbagai warga negara kelas
kedua dengan sebutan &afir dyimmi (kafir yang berdamai) dan diwajibkan
membayar jigyalr (pajak) scbs.lgai ganti jaminan kcamanan atas mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka keberadaan hukum Islam
tentang riddab perlu dikaji ulang, khususnya mengenai penetapaﬁ reddab
sebagai tindak pidana dan pengenaan sanksi pidana bagi perbuatan
tersebut dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pengkajian ini
merupakan bagian bentuk pelaksanaan kebyjakan kriminal (ereminal policy),
khususnya yang berkaitan dengan keBijakan penal. Melaksanakan politik
kriminal dalam hal hukum Islam tentang rddah ini berarti membuat
perencanaan apakah perlu merumuskan perbuatan rddab sebagai tindak

pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jika memaﬁg perlu

44

Keberadaan negara Islam menjadi salah satu topik yang diperdebatkan oleh kalangan-
Islam. Di satu pihak ada beberapa ulama, seperti Abul A'la al Maududi dan Yusuf
Qordhowi yang mengharuskan dibentuknya negara Islam guna pelaksanaan syari’at
Islam itu. Di pihak lain, ada yang tidak menyctujuinya dengan berbagai argumentast.
Namun yang penting, sebagaimana dungkapkan Abdel Wahab El Affendi, bukan
negara Islam atau bukan, akan tetapi bagaimana negara itu menjamin demokrasi bagt
warga negaranya. Lihat Abdel Wahab El Affendi, Masyarakat Tak Bernegara, LKiS,
Yogyakarta, 1994, hal 86-88.
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dirumuskan sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia, maka akan
muncul persoalan baru, yakni bagaimana bentuk hukum pidananya.

Perencanaan demikian bukanlah persoalan yang sedehana.
Menetapkan tindak pidana baru, yang belum ada dalam perundang-
undangan pidana Indonesia atau yang disebut sebagai kriminalisasi
membutuhkan pemikiran yang matang disertai alasan-alasan yang kuat
dan akurat. Apalagi, mengenai kriminalisasi hukum Islam tentang riddab
yang sangat berkaitan dengan kebebasan asasi manusia untuk memilih
agama.

Persoalan ukuran apa yang dijadikan dasar untuk kriminalisasi
diakui oleh beberapa pithak bukan persoalan yang mudah. Bahkan sampai
sekarang pun belum ada jawaban yang memuaskan. Sudarto pernah
menyatakan bahwa tidak mudah mengadakan kriminalisasi yang
didasarkan pada praanggapan-praanggapan yang tidak diselidiki secara
luas sampai pada kebenarannya. Menurut penulis, hal ini juga akan
berlaku bagi perencanaan untuk tidak mengadakan kriminalisasi.

Mengacu pada dasar demikian, diadakan atau  tidaknya
kriminalisasi hukum Islam tentang riddab, memerlukan pertimbangan-
pertimbangan rasional. Olch karcna itu, dalam beberapa paragraf di
bawah ini keberadaan hukum Islam tentang riddah dalam pembaharuan
hukum pidana Indonesia akan dianalisis dan dipertimbangkan- dari tiga
perspektif, yakni :
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a  Sosiokultural-religius bangsa Indonesia;
b hukum positif negara Indonesia; dan
c  guna melengkapi wacana hak asasi manusia yang semakin
mengglobal, keberadaan hukum Tslam tentang r7ddab juga akan
dranalisis berdasarkan perspektif nilai-nilai yang  diakui secara
internasional, yakni dengan standar yang telah ditetapkan dalam
deklarasi-deklaras internasional mengenai hak asast manusia.
Eksistensi Hukum Islam Tentang Riddah dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektf Sosiokultural-
religius Bangsa Indonesia
Negara Indoncsia merupakan negara yang plural (majemuk).
Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama
yang dianut oleh pendﬁduk, suku bangsa, golongan, dan ras. Letak
geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah dua benua, menjadikan
negara ini terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, dan agama.
Kemajemukan agama di .Indon.csia tidak terlepas dari perjglanan
sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu muncul. Hal tersebut ditanaai
dengan munculnya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang beragama

Hindu. Setelah ito muncul kerajaan-kerajaan lain yang beragama Budha.
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Mulai abad XIIT M®, Tslam mulai berkembang di beberapa wilayah bumi
nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun muncul, seperti Samudera Pasai
(Aceh), Demak (Jawa Tengah), Mataram Islam (Yogyakarta), dan Ternate
Tidore (Maluku). Dengan datangnya bangsa Barat ke Indonesta, agama
Kristen mulai dikenalkan dan diajarkan. Tidak diragukan lagi, perjalanan
panjang sejarah bangsa Indonesia itu mengakibatkan adanya beberapa
agama yang dianut oleh bangsa Indonesia pada masa-masa seIanjkumya.
Agama bagi bangsa Indonesia merupakan pétensi yang besar.
Sebagai potensi, pada satu sisi agama dapat menjadi pendorong dan
pendukung arah pembangunan Indonesia. Pada sisi yang lain, 1su tentang
agama dapat menjadi pemicu konflik antarumat beragama®. Oleh sebab
ito, hubungan baik antarumat beragama yang terwujud dalam tiga
kerukunan hidup beragama Indonesia diharapkan selalu terwujud dalam

perjalanan hidup bangsa®.

5

96
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Menurat pendapat lain, Islam datang ke Indonesia sejak abad VII M. Lihat Sofyan
Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia,
Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal. 18-19.

Konflik antar umat beragama salah satu ssu SARA (Suku Agama Ras dan Antar
Golongan) yang berdimensi korban sangat luas. Scbagai contoh kasus konflik antar
agama di Maluku (1999-2001) mengakibatkan kerugian material dan mmaterial yang
sangat besar.

Tri kerukunan hidup beragama meliputi (1) kerukunan intern umat beragama untuk
menggalang persatuan ke dalam masing-masing golongan umat beragama, (2) kerukunan
antar umat beragama, yaitu kerukunan antara umat beragama tertentu dengan umat
beragama yang lin dan (3) kerukunan antara seluruh umat beragama dengan
pemerintah.
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Hubungan antarumat berbagai agama itu bervariasi. Antara
Hindu dan Budha terjalin hubungan yang harmonis, demikian pula
hubungan Hindu dan Budha dengan Islam. Namun, tdak demikian
halnya antara Islam, Katolik, dan Protestan. Hal ini terjadi karena ketiga
agama tersebut mewarisi hubungan sejarah tidak menggembirakan.
Sebelum menginjakkan kaki di Indonesia, mereka telah terlibat hubungan
pertentangan dan konflik ekskbusirisme dan ntoleran.

Setiap agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Setiap
penganut  terpanggil untuk menanamkan dominast kebenaran  dan
keselamatan mutlak pada pihaknya scrta kesesatan dan kecclakaan fatal
pada pihak yang lain. Interpretasi yang berbeda dan pemikiran teologis
yang berlain mengenai k()ﬁsep ini merupakan sumber perselisihan
antarumat beragama?®.

Adanya ketentuan dalam hukum Islam mengenai riddah yang
menghukum orang berpindah agama dapat dilihat sebagai Wu]ud adanya
dominasi kebenaran dan keselamatan mutlak ini. Oleh karena itu,
ketentuan demikian bagi bangsa Indonesia yang menganut Eerbagai

agama adalah ketentuan yang mustahil untuk diwujudkan.

98

Harold Coward, Pluralisme : Tantangan bagi Agama-agama, Penerbit Kamsius,
Yogyakarta, 1994, hal. 167. Lihat juga M. Amin Abdullah, Etika dan Dialog Anatar
Agama : Perspektif Islam dan Burhanuddin Daya, Hubungan Antar Agama di
Indonesia, Jurnal ‘Ulumul Qur’an, Nomor 4, Vol. IV Tahun 1993, hal. 53.
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Secara sederhana dapat disimpulkan jika aturan tentang riddah i
diterapkan di negara Indonesia, maka konflik besar antara uma.t Islam
dan umat agama lain. Mengacu pada pendapat Shaikh Abdur Rahman,
scorang pembaharu hukum Tslam terkemuka di Pakistan dalam Bukunya
Punishment of Apostasy in I.r/am,isctelah melakukan studi yang mendalam
mengenal zddah menyatakan bahwa hukuman mati scharusnya tidak
dijatuhkan bagi orang yang murtad dalam keadaan damai®.

Selain itw, jika dilakukan analists historis politis atas ketentuan
hukum Islam tentang riddab, ternyata terdapat alasan-alasan tertentu yang
menjadi dasar adanya ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis historis
politis, ketentuan pidana mengenai riddaly dalam hukum Islan—; hanya
diterapkan pada kondisi khusus yang tidak dapat disamakan beg;-itu saja
dengan kondisi bangsa Indonesia. Adanya perbedaan latar belakang
inilah yang memperkuat argumentasi bahwa hukum Islam tentang riddab
tidak dapat diterapkan ke dalam hukum positif Indonesia.

Sejarah  Islam telah mencatat, setelah Nabi  melakukan
pengusiran terhadap orang-orang Yahudi Madinah yang mengkhianati
perjajian Madinah, musuh kaum muslimin di Madinah tidak hanya orang-

orang kafir Makkah akan tetapi juga kelompok Yahudi. Oleh karenanya,

Abdullahi Ahmed An Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak
Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, LkiS, Yogyakarta, 1997,
hal. 166-168.
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Nabi harus mengambil langkah-langkah politik maupun hukum untuk
memperkuat konsolidasi ke dalam.

Saat itu, Islam adalah identik dengan negara/pemerintahan di
Madinah. Pengkhianatan terhadap Islam sama halnya pengkhianatan
terhadap negara dan masyarakat Madinah. Dalam suasana demikian,
orang yang keluar dari Islam akan sangat membahayakan kesatuan dan
keutuhan pemerintahan Islam di Madinah yang baru saja dibangun oleh
Nab1®. Oleh karena itu, Nabi mendeklarasikan hukuman mati bagi orang
yang keluar dari Islamoi.

Dugaan bahwa hadits Nabi yang terkait bernuansa politik
bukanlah tanpa dasar sama sekali. Setelah Nabi wafat muncul gerakan
riddah di Bahrain, Oman, Mahra, [Hadhramaut, dan Yaman yang
kemudian berhasil ditumpas oleh Abu Bakar. Gerakan rddab ini selalu
dibarengi dengan pembangkangan membayar zakat. Pada masa i,
pembangkangan membayar zakat adalah  salah  satu  tindakan
pengkhianatan terhadap negara mengingat zakat adalah  satu-satunya
sumber pendapatan negara. Namun, kebanyakan ahli figh memaknai

gerakan polidk Abu Bakar ini dalam pengertian literalnya, yaitu

100

101

Dalam pandangan Muslehuddin, konteks hadits  terscbut  adalah  adanya  rasa
permusuhan terhadap 1slam (bostility fo lslam) bagi orang yang melakukan tindakan riddad,
bukan hanya adanya penolakan techadap Islam (renwnciation of Istaw). Lihat Muhammad
Muslehuddin, Op. Cit.

Abu Hafsin, Op, Cit., hal. 6.
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penumpasan gerakan riddsh. Akibatnya, garis batas antara persoalan
politik dan persoalan agama dalam kaitannya dengan proses pemaknaan
murtad menjadi kabur.

Hadits yang menceritakan mengenai tindakan Abu Bakar dalam
menumpas gerakan rddub di Bahrain, Oman, Mahra, Hadhramaut dan
Yaman inilah yang kemudian menjadi obyek kajian Abdulaziz A.
Sachedina dalam melakukan analisis historis politis peristiwa tersebut.
Pada saat itu, beberapa suku Arab yzmg mengakui Islam selama Nabi
masih hidup harus membayar zakat dalam jumlah yang biasanya
ditentukan melalui kesepakatan dengan Nabi. Dengan ini beberapa suku
memahaminya sebagai beban polititk murni, bukan agama. Setelah Nabi
wafat, Beberapa suku Arab menolak untuk membayar zakat karena
beranggapan kesepakatan mercka dengan pemerintah Madinzh batal
dengan sendirinya dengan wafatnya Nabi.

Kemudian muncullah pembicaraan antara Abu Bakar scbagai
khalifah saat itu dengan salah scorang sahabat Nabi, Umar bin Khottob
kemudian discbutkan dalam kitab kumpulan hadits Bukhori. Fladics 1tu
kurang lebih artinya sebagai berikur :

“Diriwayatkan oleh Abu IMurairah bahwa ketika Nabi

wafat dan Abu Bakar menjadi penggantinya dan sebagian

orang-orang Arab kembali menjadi kafir, Umar berkata:

“Wahai Abu Bakar ! Bagaimana kamu dapat memcrangi

orang-orang ity walaupun apa yang Rasul telah katakan,

“Saya telah dipetintah untuk memerangi orang-orang itu

sampai mereka berkata : Tidak ada Tuhan selan Allah.
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Dan siapapun yang menyatakan bahwa Tiada Tuhan selain
Allah, Allah akan menyelamatkan harta bendanya dan
kehidupannya dariku, kecuali kalau dengan alasan kuat, dan
pertimbangannya ada pada Tuhan”. Abu Bakar berkata :
Saya dengan sungguh menyatakan bahwa saya akan
memerangi siapapun yang akan membedakan antara shalat
dan zakat, karena zakat merupakan hak yang diambil dari
kekayaan mercka. Demi Allah ! jika mercka menolak untuk
membayar - kepadaku  senilai seckor anak domba yang
mercka gunakan untuk membayar kepada Rasulullah, saya
akan memerangi mercka karena menolak memberikannya”,
Umar berkata : Demi Allah | 'Tada sesuatu, kecuali saya
1 memperhatikan bahwa T'uban membuka hat Abu Bakar ke
| arah keputusan untuk memerangt. Oleh karena itu, saya
menyadan bahwa keputusan ini adalah benar,”w?

Menurut Abdulaziz A. Sachedina, dalam hadits irﬁ Umar
cenderung berpendapat bahwa suku-suku Arab itu belum benar-benar
meninggalkan ajaran pokok keyakinan Islam, dengan argumen keharusan
jaminan keamanan bagi mereka. Namun, Abu Bakar berpendapat bahwa

tuntutan dari suku-suku untuk tidak membayar zakat itu tidak hanya

merupakan perbuatan ketidaktaatan kepada Tuhan dan Nabi-Nya, tetapi
juga mengancam otoritasnya sebagai pengganti Nabi yang mempunyai
hak memaksakan syarat-syarat perjanjian dengan suku-suku itu sesuai

dengan kesepakatan bersama.

|
‘
\
\
!
!
;

Sampai di sini jelaslah bahwa matan (substansi) dan asal hadits int
tidak berkaitan dengan réiddal dalam pengertian suku-suku itu kembalt

kepada agama semula. Kasus ini lebih berarti sebagai pemberontakan

102 3} Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhon, Op. Cit., hal. 19
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terhadap pemerintahan Istam. Penumpasan yang dilakukan oleh Abu
Bakar merupakan sanksi yang diberikan terhadap jenis kejahatan ini'®,

Di samping hasil analists historis politis yaﬁg berbeda antara
kondisi saat mulainya hukum Islam tentang riddah diterapkan dengan
kondist sosio kultural bangsa Indonesta, beberapa intelektual mushm

- menjawabnya ketimpangan itu melalui konsep dan pandangan Islam
terhadap pluralisme agama. Bahkan ide tentang pluralitas  ini
merupakan prinsip dasar dalam Islam!s,

Adalah menjadi kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas
bermacam pemeluk agama. Akan tetapi, keberagaman (pluralitas) ini
bukanlah masalah untuk diperselisthkan dan dibenturkan.: Justru
keberagaman ini akan menjadi kekayaan bangsa Indonesia. AI?Qur’an

sendirl menyatakan bahwa pluralisme merupakan persoalan komunitas

103

104

105

David Litle, John Kelsay dan Abdul A. Sachedina, Kebebasan Agama dan Hak Asasi

Manusia : Kajian Lintas Kultural Islam-Barat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997,

hal. 144-148. Lihat juga Abu Hafsin, loc. Cit. dan Subhi Mahmassani, Konsep Dasar
Hak-hak Asasi Manusia : Studi Perbandingan Syari’at Islam dan Perundang-
undangan Modern, Tintamas, Jakarta, 1993, hal. 97. Kasus serupa terjadi saat
kelompok “Ukal memberontak dan keluar dari Islam. Beberapa ahh hukum Islam
menganggap mereka dihukum karcna kemurtadannya. Sedangkan ahh hukum Jslam
yang lain menganggap karena kemurtadannya (wwrfaddin) dan pembangkangannya
kepada Allah dan Rasul-Nya (wubarribun). 1ihat Fazlur Rahman, Hukum dan Etika
dalam Istam, Al Hikmah, Syawwal-Dzulhijjah 1413/ April-Juni 1993, hal. 56.

Kata pluralisme diturunkan dari bahasa Latin plures yang berarti “beberapa™ (several),
dengan implikasi-implikasi keragaman dan perbedaannya, dari pada “beberapa”™ (waty)
yang homogen belaka. Menurut Nurkholish Madjid, pluralisme merupakan suatu
pertemuan yang sejati dari keberseragaman dalam ikatan-ikatan kesopanan (funds of
civility). Lihat Nurkholish Madjid, Pluralisme Agama di Indonesia, Jurnal Ulumul
Qur’an, Nomor 3 Vol. VI Talun 1995, hal. 63

Loc. Cit.

88




manusia sebagai sebuah bentuk hukum Tuhan (Swrnatullah) dan ita
menjadi hak prerogatif Tuhan untuk mengetahui dan menjelaskan nanti
di hari kemudian. Kemudian mengapa orang-orang berbeda satu sama
lain dalam berbagai hal, Al Qur'an menyatakan dalam Surat Al Maidah
ayat 48 yang artinya kurang lcbih :

“...Untok tiap-tiap umat di antara kamuo, kami berikan
aturan dan jalan  yang terang.  Sckiranya  Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja),
tetapt Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-
Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah  berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allab-labh kembali kamu
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang
telah kamu perselisthkan 1tu.”

Hal ini secara langsung berhubungan dengan prinsip bahwa
Tuhan benar-benar menegur Nabi Muhammad ketika ia menunjukkan
hasrat dan keinginan memaksa rakyat untuk menertima dan mengikuti
agamanya. Surat Yunus ayat 99 menunjukkan hal tersebut.

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman

semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah

kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi

orang-orang yang beriman semuanya ¢”

Mengkomentar ayat ini, Yusuf Ali sebagaimana dikutip oleh
Nurkholis Madjid menyatakan :

“Sekiranya Allah menghendaki atau berkenan, kemawan

bebas yang terbatas yang sclama ini sudah diberikan

kepada manusia it, tidak diberikan, maka dengan

kekuasan-Nya fa akan membuat semua umat manusia

sama : mereka semua beriman. Dalam kenyataan dunia ini,
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manusia telah dianugerahi bermacam-macam kemampuan
dan kecerdasan, sehingga dengan demikian mereka akan
berjuang dan berusaha keras, dan menempatkan dirinya
sesuai dengan kehendak "T'uhan. Di sini iman akan menjadi
suatu prestast moral, dan iman akan dipertahankan agar
tidak menjadi suatu dosa. Scbagai pegangan pelengkap,
orang beriman tidak bolch marah jika berhadapan dengan
orang yang beriman dan yang terutama sekall dari semua
itu ia harus dapat menahan diri dari godaan melakukan
kekerasan, misalnya memaksakan iman kepada orang lain
dengan paksaan fisik atau dengan paksaan lain sepert
tckanan sosial, membujuk dengan harta atau kedudukan,
atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. Iman
yang dipaksakan bukanlah iman. Mereka harus berusaha
dengan jalan rohani, dan biarlah Tuhan yang menentukan
sesuai dengan kehiendak-Nya.”

Pengakuan Islam atas pluralitas juga ditunjukkan dengan sejarah
Nabi ketika mengﬁwali hidupnya di Madinah. Nabi berhasil menyatukan
penduduk kota Madinah yang terdiri dant beberapa suku dan agama
dengan Piagam Madinah. Piagama Madinah tersebut meletakkan dasar-
dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat majemuk®.
Dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip pluralitas tersebut,
Al Quran juga telah tegas menyatakan dalam Surat Al l'iaqarah ayat 2506:
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
sesungguhnya telah jclas jalan yang benar dari pada jalan
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang inglkar kepada
Taghut (sctan) dan  beriman  kepada  Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang

amat kuat yang ddak akan putus. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahut”

106 Muhammad Tholchah Hasan, Hak-hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama
(Tinjauan Kultural dan Teologi Islam), dalam HAM dan Pluralisme Agama,
Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK)}, Surabaya, 1997, hal. 79-80.
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Dengan adanya prinsip pluralisme dan larangan adanya paksaan dalam
beragama itu, para penganut paham pluralis mempertanyakan kembali
adanya ketentuan pidana dalam hukum Islam tentang riddabo.
Berdasarkan data kuvantitatal yang pernah dipaparkan oleh Supanto
ketika mengambil 135 responden tokoh-tokoh agama dalam kattannya dengan
eksistenst hukum Islam tentang réddulr ini menyebutkan bahwa 71,11% dari
scluruh responden menyatakan tidak sctuju dengan adanya murtad dijadikan
scbagai tindak pidana. Khusus untuk tokoh agama Islam sendiri, yang tidak
setuju riddab dijadikan sebagai tindak pidana berjumlah 72,3%. Sedangkan dart
kalangan Protestan dan Hindu sebanyak 60%, Budha 80% dan Katholik
sebanyak 85% yang tddak setju pindah agama dijadikan sebagai delik'®8.
Walaupun ada sebagian kecil responden Islam  yang setuju dengan
pemberlakuan murtad éebagai tindak pidana (27,7%), namun scbagian besar
menginginkan murtad tidak dijadikan sebagai tindak pidana. Dengan
berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas membuktikan bahwa eksistens:
hukum Islam tentang #iddab tidak mendapatkan .mungkin diterapkan di

Indonesia.

107 Sebagai contoh, Nurkholis Madjid sebagai salah satu tokoh pluralisme agama di
Indonesia menyatakan bahwa riddab tidak kuat landasan hukumnya. Ayat Al Quran
yang dijadikan dasar tidak mengandung perintah yang bersifat hukum. Lihat Nurkholis
Madjid dalam Passing Over : Melintas Batas Agama, Paramadina, Jakarta, 1998, hal.
XXiX.

108 Supanto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak
Pidana terhadap Kepentingan Agama, Tesis Progeam Pascasarjana Program Studi
Magister [lmu [Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal. 362.
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Eksistensi Hukum Islam tentang Riddah dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Negara
Indonesia. |

Menganalisis hukum Islam tentang riddah berdasarkan :hukum
positif ITndonesia tidak dapat mengabaikan awal scjarah berdirinya negara
ini. Pada saat itu para pendiri bangsa (founding fathers) menetapkan bentuk
negara, dasar negara, dan komponen negara lainnya.

Walaupun dilthat dari pemeluknya muslim Indonesia merupakan
negara yang paling besar jumlah muslimnya, para pendiri bangsa
menetapkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islamé, tetapi
negara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Kemudian ;dengan
diusahakan Muhammad Hatta (Wakil Presiden RI pertama), Ha{ji Agus
Salim (intelektual muslim ternama masa revolusi Indonesia), Ki Bagus’
Hadikusuma (ketua gerakan Islam Mubammadiyah), dan K. H. Abdul
Wahid Hasyim (ketua gerakan Nadlatul ‘Ulama) ideologi Pancasila itu
dapat diterima oleh scbagian besar kaum Muslim Indonesia.

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tentang ridda yang
berimplikasi adanya agama (Islam) yang lebih tinggi daripada agama-
agama lain bagi Indonesia sangatlah tidak mungkin. Hal ini bertalian erat
dengan sejarah bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia yang
dikumandangkan pada tahun 1945 bukan merupakan hasil perjuangan
dari satu kaum agama saja, tctapi merupakan hasil perjuangan seluruh
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bangsa Indonesia. Ditegaskan juga oleh para pendiri bangsai bahwa
negara Indonesia bukanlah negara Islam. Oleh karena i, negara
Indonesi'a yang berdasar pada Pancasila merupakan hasil final bangsa
Indonesia dalam memandang hubungan antara negara dan agama,
Pancasila merupakan jalan tengah di antara negara agama dan negara
sekuler'”.

Undang-Undang Dasar 1945 scbagat hukum dasar negara
Indonesia dalam Pasal 27 ayat (1) menvebutkan secara jelas Bahwa segala
warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan
pemerintahan, Dalam pandangan hukum, warga negara Indonesia yang
satu dengan yang lain adalah scjajar, tanpa membedakan suku, agama,
atau kelompoknya (equality before the law). Hal i1 menjadi jaminan bagi
negara Indonesia, terutama di bidang hukum, tidak akan bersikap
diskriminatif terhadap warga negaranya. Ini juga mengandung artt bahwa
tidak ada warga negara kelas kedua dalam negara Indonesia.

Menganalisis ketentuan hukum Islam tentang riddab dengan
tolok ukur pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, semakin mudah
dapat dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam riddab itu tidak sesuai

dengan jiwa Pasal 27 (1) UUD 1945, Ketentvan mengenai riddah

19 Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan Demokrasi, lirlangga, Jakarta, hal. 1999,

hal. 132. Lihat juga Franz Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia Jakarta, 1936,
hal 95.
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berimplikasi adanya ketidaksamaan warga negara di mata hukum
berdasarkan agama. Agama Islam dianggap sebagai agama yang tertinggi
di hadapan hukum negara schingga jika orang keluar darinya akan dikenai
sanksi pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan dalam Pasal 31
bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini
berarti negara Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan diri
pada satu agama tertentu, melainkan negara yang ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa dan mengakui eksistensi agérna—agama yang dianut warga
negaranya. Bahkan, dalam ayat kedua dari pasal tersebut disebutkan
negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk melaksanakan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Dengan hanya memperhatikan konstitust negara Indonesia
sudah dapat dinyatakan bahwa ketentuan yang ada dalam hukum Islam
tentang riddah tidak sejalan dengan hukum dasar tersebut. Oleh karcna
itu, tak satu pun pasal-pasal yang mengatur tentang delik agama dalam
hukum pidana positif Indonesia (IKUMP) yang mengatur adanya larangan
untuk pindah agama (riddal).

Delik-delik agama yang ada dalam KUHDP, sebagaimana menurut

klasifikasi Oemar Seno Adji, hanyalah (a) delik terhadap agama dan (b)
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delik yang berhubungan dengan agama!®. Contoh delik terhadap agama

yaitu pasal 156 a tentang penodaan terhadap agama dan melakukan

perbuatan agar orang tidak menganut agama. Pasal 156 a ini merupakan

pasal baru dalam KUHP yang diintegrasikan melalui Undang-undang

Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau

Penodaan Agama. Sementara itu, delik yang berhubungan dengan agama

tersebar dalam dalam KUHP Pasal 175-181 dan Pasal 503 ke-3, yaitu

a.  merntangl pertemuan atau upacara agama dan upacara penguburan
jenazah (Pasal 175);

b. mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan dan upacara
penguburan jenazah (Pasal 176);

c. menertawakan petugas agama daiam menjalankan tugasnya yang
diizinkan (Pasal 177 ke-1);

d.  menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);

e. merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);

f  menodai atau merusak kuburan (Pasal 179);

110

Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama dapat mengandung pengertian . (a) delik
menurut agama, (b) delik terhadap agama, dan (¢) delik yang berhubungan dengan
agama. Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.
Cit. Hal, 331. Sedangkan dalam Laporan Penelitian tentang Pengaruh Agama terhadap
Hukum DPidana, hanya dibedakan delik agama dan delik yang berhubungan dengan
agama. Delik agama adalah apabila perbuatannya ditujukan terhadap agama, seperti
penghinaan Tuhan, kitab suci atau nabi. Sedangkan delik yang berhubungan dengan
agama ditvjuan di luar delik agama yang secara tidak langsung dapat menyinggung atau
mengancam kehidupan beragama. Lihat Laporan Penelitian tentang Pengaruh Agama
terhadap Hukum Pidana, Op. Cit. Hal. 13.
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g.  menggah, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);

h.  menyembunyikan, menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan
kematian atau kelahiran (Pasal 181); dan

1. membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu

ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).

Melthat  ketentuan  demikian, tampaklah KUHP wadak
memberikan satu bab tersendiri yang mengatur delik agama. Delik-delik
agama dalam KUHP, dalam pengertian delik terhadap agama dan delik
yang berhubungan dengan agama sebagian besar duntegrasikan menjadi
satu dengan delik terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II tentang
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum) dan satu pasal (Pasal 503 ke-2)
yang dimasukkan ke dalam Bab II Buku III tentang Pelaﬁggaran
Ketertiban Umum'", |

Gambaran sistematika dan kandungan KUHP mengenai delik
agama di atas menjelaskan bahwa hukum Islam tentang riddab bukan

persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana

111 Bahkan menurut Oemar Seno Adji, KUHDP tidak mencantumkan adanya delik tentang

perbuatan mengejek Tuhan, Nabi atau kitab suci (Godslastering). Padahal di Belanda
{dikriminalisasikan sejak tahun 1932), Jerman dan Inggris perbuatan ini dimasukkan ke
dalam undang-undang pidananya. Baginya, ini merupakan kekurangan sebagat negara
yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Oemar Seno Adyi, Delik
Agama dalam Hulcum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, hal
88 dan Oemar Seno Adji, Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik,
Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 206-298.
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nasional (KUHP) yang sekarang berlaku. Undang—undang Nomor
1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Pe;nodaan
Agama, sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia,
khususnya di bidang delik agama, hanya menambah pasal baru (156a)
tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama
yang dianut di Indoncsia screa larangan melakukan perbuatan agar orang

lain tidak menganut agama apa pun (atcis).

Eksistensi Hukum Islam tentang Riddah dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Deklarasi
Internasional |

Persoalan riddah sangat berkaitan dengan masalah kebebasan
beragama manusia. Mengenai salah satu kebebasan asasi manusia ini,
beberapa deklarasi internasional telah dikeluarkan guna menjamin adanya
perlindungan terhadap kebebasan beragama yang diakui secara
internasional.

Sejak tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui
kebebasan ini dengan mencantumkannya dalam Pasal 18 United Naitons
Declaration of Human Rights yang dikeluarkan pada tanggal' 10 Desember
1948 oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi internasional mengent hak-hak
asasi manusia sedunia itu menycbutkan bahwa setiap orang berhak atas
kebebasan pikiran, hat nurani, dan agama; dalam hak ini termasuk
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kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun
bersama-sama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
dan baik di tempat umum maupun yang tersendiril’2,

Pada tahun 1966 dengan Resolust Majelis Umum PBB Nomor
200A (XXI) 16 Desember 1966 kembali menyetji Konvenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Polik. Konvenan ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Deklarast Universal tentang Hak-
hak Asast Manusia (Declaration of Human Rights) yang telah dikeluarkan
Persertkatan Bangsa- Bangsa pada tahun 1948.

Dalam Pasal 18 disebutkan secara khusus mengenat kebebasan
berpikir, hatt nurani, dan agama. Sclengkapnya, Pasal 18 tersebut
menyatakan :

1.  Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati
nurani, dan agama. Hak ini meliputi kebebasan untuk
menganut atau memeluk suatu  agama atau
kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk,
baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang
lain, dan baik di hadapan umum maupun di tempat
pribadi, mewujudkan agama kepercayaannya dengan
pemujaan, - penataan  perbadatan,  pentaatan,
pengamalan, dan pengajaran.

Tidak seorang pun bolch dikenakan pemaksaan yang
akan mengganggu kebebasannya untuk  menganut

atau  memcluk  suatu  agama atau  kepercayaan
pilihannya sendir.

)

- 12 Ipgtrumen Internasional Pokok TTak-hak Asasi Manusia, Op. Cit., hal. 285.
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Kebebasan  untuk  menjalankan  agama  atau
kepercayaan yang hanya dapat dikenal pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-
undang dan perlu untuk melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-
hak asasi dan kebebasan orang laint.

Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan kembali

deklarast tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan  dan

Diskriminast Berdasarkan Agama atau Kepercayaan dengan Resolust

Majelis Umum Nomor 36/55, 25 Nopember 1981, Dalam aturan yang

bersifat khusus ini Majelts Umum PBB memprhatinkan masih adanya

berbagai manifestasi ketidakrukunan dan adanya diskriminasi dalam

persoalan-persoalan agama atau kepercayaan di beberapa wilayah dunia.

Pasal 1 deklarasi tersebut yang tidak jauh berbeda dengan

pernyataan-pernyataan  PBB  mengenai  kebebasan beragama - dalam

deklarasi-deklarasi sebelumnya, dinyatakan bahwa

1.

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati
nurani, .dan beragama. Hak ini harus mencakup
kebebasan  untuk  menganut  suatu  agama  atau
kepercayaan apa pun pilihannya, dan kebebasan, baik
secara individu maupun dalam masyarakat dengan
orang-orang lain, dan di depan umum atau sendirian,
untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya
dalam beribadah, pentaatan, pengamalan, dan
pengajaran. , '
Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran
pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya
untuk menganut suatu agama atau kepercayaan
pilihannya.

113 Thid, hal. 302-303.
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3. Kebebasan untuk mewujudkan  agama  atau
kepercayaan sescorang hanya boleh tunduk pada
pembatasan-pembatasan seperti yang ditetapkan oleh
undang-undang dan  vang diperlukan  untuk
melindungl keselamatan umum, ketertiban umum,
kesehatan masyarakat atau kesusilaan umum atau
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain!,

Memperhatikan persoalan rddalr dalam hukum Islam yang dapat
memberikan pidana bagi pelaku yang berpindah agama (Islam) dengan
menghubungkannya dengan aturan-aturan internasional ini, tampaknya
bertentangan. Bahkan dalam Urdrersal Declaration of Human Rights
disebutkan secara jelas bahwa “kebebasan beragama meliputi juga
kebebasan berganti agama atau kepercayaan”.

Di samping itu, dihubungkan dengan kedua deklarast
selanjutnya, pemidanaan terhadap pelaku riddah tidak selaras :dengan
pernyataan dalam ayat (2), yang menycbutkan “tidak seorang pun dapat
dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk
menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya”. Hal ini dapat
dikatakan bahwa dipidananya pelaku riddat jelas akan mengurangi
kebebasan seseorang untuk menganut suatu agama.

Padahal sejumlah ayat-ayat Al Quran terkadang digunakan

untuk membantu mengemukakan alasan-alasan yang memerintahkan

114 Thid, hal. 650.
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penggunaan kekuatan dalam banyak kasus untuk melawan kemurtadan

ini.

Mereka (orang-orang kafir) ingin supaya kamu menjadi
kafir sebagaimana mercka telah menjadi kafir, sehingpa
kamu menjadi sama. Maka janganlah kamu jadikan di
antara mereka  penolong-penolongmu,  hingga  mereka
berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mercka berpaling,
tawan dan bunuhlah mercka di mana saja kamu
menemuinya, dan janganlah kamu ambil scorang pun di
antara mereka menjadi teman atau penolong!ss.

Sesungguhnya pembalasan  terhadap orang-orang  yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan
di muka bumi, hanyalah mercka dibunuh dan disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mercka dengan bertimbal balik,
atau dibuang dart negeri tempat kediamannya. Yang
demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di
dunia, dan di akhirat mercka memperoleh siksaan yang
beratts.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak pula kepada hari kemudian dan. mereka tidak
mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan
Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar,
yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka
sampai mereka membayar jigyah (pajak-pen.) dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan runduk!”.

Dalam sebuah hadits juga discbutkan bahwa barangsiapa

mengganti agamanya, maka bunuhlah ia,

L

5
116
|

7

Surat An Nisa ayat 89.
Surat Al Maidah ayat 33.
Surat At Taubah ayat 29.
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Dengan berdasarkan keterangan-keterangan di  atas, riddab
dimasukkan dalam budud scbagaimana mencuri, perzinahan, meminum
minuman keras, menuduh zina, dan pemberontakan. Semakin jelaslah
bahwa terdapat konflik antara interpretasi Islam konvensional dan
ketentuan-ketentuan dalam dokumen hak-hak asasi manusia.

Permasalahan penting sclanjutnya adalah apakah nilai-nilai Islam
memang berbeda dengan nilai yang terkandung di dalam dokumen-
dokumen internasional mengenai hak-hak asasi manusia yang nofabene
merupakan hasil interpretasi bangsa barat dalam memandang mengenai
hak asasi manusia.

Dengan adanya perbedaan pemahaman ini, maka pada saat
pembahasan Universal Declaration of Human Rights di Perserikatan Bangsa-
Bangsa, khususnya yang mengarah pada Pasal 18 mengenai kebebasan
agama menimbulkan diskusi yang hangat di antara ‘negara pesertal’®, Yang
lebih menarik lagi, perbedaan pandangan justru muncul di antara negara-
negara Islam, khususnya antara Arab Saudi dan Pakistan.

Pasal 18 yang dijadikan polemik terscbut merupakan tambahan

atas permintaan delegasi Libanon vang beragama Kristen. Libanon pada

18 Diskusi tentang hak kebebasan beragama di negara-negara barat tidak terfokus pada

kebebasan berpindah agama, namun lebih condong kepada perlawanan terhadap sesuatu
yang menghambat pelaksanaan agama dan perlindungan dari diskriminasi atas mayoritas
kepada minoritas yang tak disukai. Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights :
Tradition ang Politics, Pinter Publisers, London, 1991, hal. 163.

102




tahun 1940-an adalah negara plural yang terdiri dari penduduk yang
beragama Kristen sebagai mayoritas, Islam dan bangsa Drusa!®. Pada
saat pembahasan Upnirersal Dectaration of Human Rights di Perserikatan
Bangsa-Bangsa, delegasi Kristen Libanon menyampaikan adanya aturan
larangan berpindah agama Istam dalam sarniub. Oleh karena itu, tidak
mengejutkan, ketika  delegast  Libanon  tersebut  menyampatkan
gagasannya mendapatkan tentangan dari negara-negara Islam.

Al Barudi yang mewakili Arab Saud: menyatakan sikap bahwa
draf deklarasi tersebut didasarkan pada pola-pola dominasi koltur barat,
pola-pola yang sering kali berbeda dengan pola-pola kultur negara-negara
timur. Qleh karena itu, al Barudi mengajukan salah satu usul agar Pasal
18 rnengeﬁai kebebasan nurani yang meliputi kebebasan berpindah
agama diubah dengan alasan bahwa pasal itu ‘akan membuka pinta ke
arah pertobatan atau penaklukan agarﬁa dan kekacauan politik. bahkan
perang. Akhirnya, al Barudi menyatakan bahwa persoalan ini didasarkan
pada ajaran dalam hukum Islam yang melarf;mg bahkan menghukum

orang yang berpindah agama (Islam). Stkap Arab Saudi ini ke;mudian

11 Bangsa Drusa adalah bangsa yang mendiami bukit Flauran di Libanon. Mereka menaruh

kepercayaan atas sifat ketuhanan Khalifah al Hakim (996-1020 M), keturunan Fatimah
(putd Nabi), berdasarkan ajaran peaycbar Islam Tsmail al Darazi, orang Persia.
Ensiklopedi Umum, Kanisius, Jakarta, 1973, hal. 353.
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dukuti oleh sebagian besar negara-negara Islam dan negara-negara yang
mayoritas penduduknya mushmi=.

Pernyataan-pernyataan wakil dari Arab Saudi in1 dalam diskusi-
diskusi sclanjutnya menimbulkan interpretasi di kalangan barat bahwa
pandangan Islam mengenai kebebasan beragama bertentangan dengan
ide dasar hak-hak asast manusia. Sebagaimana kesimpulan negaﬁf yang
disampaikan oleh Adda Bozeman bahwa kultur Islam tidak dibimbing
oleh ide-ide kebenaran atau prinsip, sebagaimana barat memahaminya.

Kesimpulan negatif lainnya disampaikan oleh James Piscatory bahwa

teori Islam tidak menawarkan gagasan tentang hak-hak individu: hak -

yang tidak melekat manusia g## manusia. Islam lebih banyak menunjuk
keistimewaan-keistimewaan manusiai?!.

Pandangan berbeda dari kalangan negara Islam muncul saat
deklarasi ini dihadapkan pada Majelis Umum untuk pemungutan suara
terakhir. Muhammed Zafrullah Khan, seorang wakil dari negara
Pakistan, berpandangan moderat dalam memahami masalah kebebasan
beragama ini. Menurutnya, dalam Al Qur'an telah disebutkan ayat
“barangsiapa memilih beriman, berimanlah, dan barangsiapa memilih
kafir, kafirlah”. Ayat ini secara formal menjatuhkan hukuman bukan

karena tidak adanya keyakinan, tetapi karena kemunafikan. Selanjutnya,

120 David Litle, John Kelsay dan Abdul A. Sachedina, Op. Cit., hal. 41-42.

Thid, hal. 37-38.
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dia berpandangan bahwa Islam adalah agama dakwah yang
menyandarkan pada kelemahlembutan dan mengakui hak berpindah yang
sama bagt keyakinan-keyakinan yang lain sebagaimana terhadap dirinya
sendirl. Oleh karena itu, dalam penutupannya, delegast Pakistan
mendukung Pasal 18 dan tidak menerima pembatasan ketentuan-
ketentuannya'?2,

Pandangan wakil Arab Saudi yang bertolak belakang dengan
pandangan wakil Pakistan dalam diskusi yang bertaraf internasional itu
merupakan salah satu implikasi wajar dari pemahaman yang berbeda
mengenai Islam. Kedua pandangan ini mewakili dva pandangan
konservatif dan kontemporer dalam memahami ajaran Islam.

Arab Saudi yang berpaham Wahabi mengenal doktrin bahwa
barangsiapa yang menggunakan pertimbangan lain selain kitab Allah
adalah kafir. Faham Wahabi ini merupakan gerakan di negara Arab yang
dipelopori oleh Muhammad ibn ‘Abd al Wahhab yang menganut
madzhab Hambali yang konservatif. Menurut pendapatnya, nash Al
Qur'an dan Hadits adalah sumber utama. Sementara itu, 7ibdd sebagai
prinsip pertimbangan bebas yang didasarkan atas sumber-sumber wahyu

diabaikan. Akibataya, kecenderungan cksklusif ini benar-benar muncul

Ibid, hal. 43.
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dalam diskusi internasional mengenai  kebebasan beragama dan
mengecam pandangan negara Islam lain yang tidak sejalan.

Pendapat moderat dari delegasi Pakistan cenderung dipengaruhi
sikap politk internal negara Pakistan, yakni memiliki pandangan yang
sckuler dan keinginannya membentuk masyarakat yang pluralistik. Hal ini
ditunjukkan dalam pidato Presiden Pakistan Muhammad Ali Jinnah di
depan Majelis Parlemen Pakistan pada tanggal 11 Agustus 1947. Jinnah
menyampaikan hasil kesepakatan antara masyarakat Pakistan dan Inggris
tentang toleransi antara umat Protestan dan Katolik. Selanjutnya dia
menyatakan :

“Sekarang, saya berpendapat  bahwa  kita  harus

mempertahankan  hal itu (toleransi-pen.) di depan kita

sebagai tujuan akhir dan kamu akan menemukan hal itu
selama orang-orang Hindu akan berhenti menjadi orang

Hindu dan orang-orang Islam berhenti menjadi orang

Islam, bukan dalam pengertian agama, karena hal itu

merupakan keyakinan pribadi dari setiap individu, tetapi

dalam pengertian politik scbagai warga negara dari suatu
negara.”

‘l'okoh ilmuwan DPakistan yang juga ikut mempengaruhi
pemikiran Islam kontemporer Pakistan adalah pemikiran Mubammad
Igbal (1877-1938) dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in
Islam. Dalam karyanya it dia menyatakan bahwa pertimbangan bebas

(itibad) merupakan prinsip dalam gerakan Islam. Kitab Al Qur'an, yﬁng

dianggap sumber utama pengembangan hukum-hukum  prakiis bagi
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orang-orang Islam, bukan merupakan sumber hukum dan etika yang
definitif, Maksud Al Qur’an yang utama bukanlah merupakan ketentuan
penstiwa-peristiwa  hukum, mclainkan membangun  kesadaran umat
manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam.
Menurutnya, Al Quran dapat diinterpretasikan sccara beragam  oleh
mercka  yang memiliki  kesadaran  tentang hubungan - yang
membangkitkannya in1, menurut posisi sejarah dan sostal mereka.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial dan
politik yang berbeda antara delegasi Saudi Arab dan Pakistan
memberikan pandangan dan tanggapan berbeda mengenat draf deklarasi
universal tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa walaupun standar
hak asasi manusia sedunia bersifat universal dan harus ditaatt oleh
negara-negara di dunia, tetapi tidak terlepas dari perdebatan mengena
masalah universalitas itu sendird. Kesulitan utama untuk membangun
standar universal yang melintasi batas kultural, terutama agama adalah
masing-masing memiliki kerangka acuan ﬁ?‘dﬂ.ft? of reference) internalnya
sendirl.

Di dalam satu ajaran Islam sendiri pun memunculkan adanya
sikap yang bertolak belakang mengenai standar universal ini. Namun
yang jelas, hak asasi manusia di dalam Islam mendapatkan sorotan yang
tajam dari berbagai pihak, bahkan dari tokoh Tslam. Lebih-lebih masalah
kebebasan beragama yang sangat berkaitan dengan masalah  riddab.
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Hukum Islam tentang riddah mendapatkan kritikan dari para sarjana
muslim kontemporer karena tidak scjalan dengan ajaran Islam sendiri
dan tidak sesuat lagi dengan kontcks global sekarang yang menfunjung
tinggi hak asasi manusia!®.

Memperhatikan wacana yang berkembang di dunta internasional
mengenai kebebasan beragama di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa
riddah yang diancam pidana dalam perspekuf hukum Islam tidak sejalan
dengan isi deklarasi internasional. Oleh karena itu, tidak mungkin
memasukkan hukum Islam tentang riddeh dalam pembaharuan hukum
pidana nasional, jika tidak ingin mendapatkan kecaman dari dunia

internasional4,

123

124

Guna menjamin hak asasi manusia dalam Islam, pada tahun 1981, atas dukungan
UNESCO, beberapa negara Istam seperti Pakistan, Mesir dan Saudi Arabia membuat
Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) di Paris. Pasal 13 yang mengatur
tentang Hak Bebas Beragama (Right to Freedont of Religion) menyatakan bahwa eseryone has
the right 1o freedom of conscience and worship in accordasce with bis religious beliefs. Pasal ini, di
samping berbeda dengan susunan kata dan prinsip dalam UDHR, mempunyai kesan
bahwa deklarasi ini bersikap “bagimu agamamu, bagiku agamaku” sebagaimana
disebutkan dalam Surat Al Kafirun. Komentar selanjutnya lihat Ann Elizabeth Mayer,
Ibid, hal. 173-175.

Kecaman inernasional mengenai siddsb ini pernah dikeluackan oleh International
Commission of Jurists (IC]) pada tahun 1985 atas cksekusi bagi Mamhud Muhammad Taha.
Pada tanggal 18 Januan 1985, Mamhud Muhammad Taha, scorang pembaharu Islam
Sudan dihukum mati oleh Presiden Ja’far Numeiri karena sikap oposisinya terhadap apa
yang diyakininya sebagai kesewenang-wenangan dan distorsi penerapan syari‘ah di Sudan.
Namun sikap Mamhud Muhammad Taha ini oleh Presiden Numeiri dianggap sebagai
riddalh yang menurut hukum Islam harus dibukum mati.
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Implementasi Hukum Islam Tentang [Riddah dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-undang FHukum Pidana Indonesia yang sekarang
berlaku tidak memberikan ancaman pidana bagi orang yang berpindah
agama (riddah) yang didasarkan pada hukum Islam itu. Hal ini didasarkan
pandangan bahwa telah menjadi kenvataan Indonesia merupakan negara
bangsa yang pluralistik, terdiri dari berbagai macam suku, agama dan latar
belakang golongan. Ini menjadi pendorong bagi semangat berkebangsaan
untuk menghendaki hukum nasional yang satu, dén yang tidak
didasarkan atas satu hukum agama (Islam) saja.

Di samping itu, juga telah menjadi salah satu prinsip dalam
sistem hukum pidana modern bahwa hukum pidana #tu tidak
membenarkann adanya diskriminasi penduduk berdasarkan jents
kelamin, suku, atau agamanya. Sistem hukum pidana modern didasarkan
atas justifikasi penologis dan sosiologis yang melibatkan penilaian
manusiawi (buman value judgemen)®. Oleh karena itu, pemberian sanksi
pidana bagi pelaku yang pindah agama (riddah) tidak mendukung adanya

prinsip ini, bahkan dapat dikatakan bertolak belakang.

125

Penilaian manusiawi (buman valne judgemen) inilah yang membedakan secara tegas antara
hukum pidana medern dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam didasarkan
atas justifikasi religius, karena suatu pandangan teologi bahwa hukum itu identik dengan
apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan apa-apa yang dilarang-Nya. Lebih lanjut lihat
Abdullah Ahmed An Na’im, Op. Cit., hal. 212-215.
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Selanjutnya, dalam beberapa paragraf berikut akan diulas
mengenai delik-delik terhadap agama dalam Konsep KUHP, tinjauan
riddah dalam perundang-undangan pidana negara asing dan penggunaan
metode ##ibad sebagai solusi dalam implementasi hukum Islam tentang
riddah dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Konsep KUMP
yang dijadikan rujukan adalah Konsep KUHP Tahun 1999-2000, yang

untuk selanjutnya cukup disebut dengan Konsep KUHP saja.

Délik tethadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam Konsep
KUHP

Indonesia merupakan negara Pancasila yang didasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tidak berarti bahwa Indonesia adalah
negara agama. Agama dianggap sebagai hal yang sangat urgen bagi negara
Indonesia. Namun, sebagaimana tclah dinyatakan scbelumnya, KUHP
tidak mengatur delik agama scecara khusus dalam satu bab. Delik agama
diatur secara tersebar dalam pasal-pasal mengenar kejahatan atau
pelanggaran terhadap ketcrtibaﬁ umum.

Oleh karena itulah, sejak Seminar Hukum Nasional T tahun 1963
digagas adanya pasal-pasal dalam hukum pidana nasional yang
memberikan perlindungan terhadap agama. Kemudian berdasarkan
Laporan Penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) tabun 1973, sangatlah diperlukan
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pembentukan delik-delik terhadap Tuhan (Godslatering), lembaga-lembaga
agama, nabi, kitab suci, dan pemuka agama. Penyusunan delik-delik
agama terscbut didasarkan atas penggabungan antara tiga teoﬁ, yaitu
Friedensschutz-theorie,  Gefublschutz-theorie  dan  Religlonsschute-theorie.
Friedensschutz-theorie adalah teort yang memandang ketertiban umum
sebagat kepentingan hukum dan harus dilindungi. Gefiublchuty-theorie
hendak melindungt rasa keagamaan dan Refgionsschuty-theorie melihat
agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungii®,
Selanjutnya laporan itu menyebutkan :
“Mengingat negara Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila, yang mengakui agama sebagat unsur mutlak dan
vital dalam  Nationbuilding tercantum baik dalam
Mukadimah maupun dalam Batang Tubuh (Body) Undang
Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi Ketuhanan Yang
Maha Esa yang memandang sila Ketuhana Yang Maha Esa
sebagai sila yang utama, maka dapat dibenarkan
pembentukan delik-delik agama yang perlu mendapatkan
perhatian khusus untuk diberikan prioritas kepada dasar
Religionsschutz-theorie, karena pemidanaan terhadap delik
agama harus didasarkan pada pemidanaan terhadap delik
yang membahayakan/serangan secara langsung pada
‘Tuhan ar sich/ agama an sichs2”
Sejak itulah kemudian dalam  setiap Konsep KUHP,

dicantumkan satu bab yang khusus mengatur tentang delik-delik agama.

Namun demikian, riddab yang dalam hukum Islam diancam dengan

1% Tihat Qemar Seno Adji, Delik Agama dalam Hukum (Acara) Pidana dalam
Prospeksi, Op. Cit., hal. 96-100.
127 Laporan Penclitian Pengaruh Agama teehadap [Hukum Pidana, Op. Cit., bhal. 12.
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pidana, tidak dicantumkan dalam KUHP. Hal ini jelas menunjukkan

bahwa para pembuat Konsep KUHP sepakat untuk tidak mengatur

riddab dalam KUHP. Bab VII Konsep KUHP yang mengatur tentang

tindak pidana terhadap agama dan kehidupaz; beragama mengatur

beberapa delik, yaitu :

a.  penghinaan terhadap agama (Pasal 290);

b. merintangi dan sebagainya ibadah atau upacara/pertemuan
keagamaan (Pasal 291 ayat (1));

c.  membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah (Pasal 291 ayz;t 2);

d. mengejek orang yang sedang bertbadah atau petugas agama (Pasal
292);

e.  merusak, membakar, menodai bangunan, benda untuk beribadah
(Pasal 293);

£ menghasut untuk meniadakan keyakinan/kepercayaan terhadap
agama (Pasal 294);

g.  menghina ke-Agungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 295);

h.

mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab
suct, ajaran atau ibadah keagamaan (Pasai 296); dan

menyiarkan atau mempertunjukkan tindak pidana dalam Pasal 290
atau Pasal 296 d1 atas (Pasat 297).

Berdasarkan keterangan di atas, semakin jelaslah bahwa pindah

dari suatu agama ke agama yang lain, khususnya pindah dari agama Islam
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ke agama lain bukanlah termasuk delik menurut Konsep KUHP. Hal ini
dengan‘pertimbangan bahwa berpindah dari satu agama ke agarr:m yang
lain adalah ekspresi dari hak kebebasan beragama, di samping pelzilrangan
berpindah agama yang sangat terkait dengan kerukunan hidup be;:agama.
Adalzh sangat mungkin jika diadakan larangan berpindah agama, akan
menimbulkan frikst antarumat beragama.

Dengan demikian, pembahasan mengenai riddal ini tidak terlepas
pula dari segi tujuan hukum pidana itu sendiri. Secara umum dan
sederhana dapat disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah
terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Dimasukkannya delik baru
yang justru akan menimbulkan kedamaian dan keteraturan masyarakat
adalah jelas-jelas tidak scsuai dengan tujuan hukum pidana.

Berkaitan dengan ini, Mohamed S. El Awa, scorang guru besar
hukum Islam di Universty of Riyadh mengedepankan aspek tujuan
hukum pidana ini dalam mendiskusikan masalah riddah. Menurutnya,
tinjauan dari aspek tujuan hukum pidéna ini banyak dilupakan oleh
beberapa ahli hukum Islam, baik yang menganggap riddah sebagat tindak
pidana rr;aupun yang tidak. Bagi pihak yang memasukkan riddal sebaga
tindak pidana, aspek tujuan tidak mungkin dianalisis karena pidana budid
tidak luas dibicarakan. Mereka menangkap aturan itu sebagai aas yang

tidak perlu lagi diperdebatkan. Demikian pula yang menolak riddab
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sebagai tindak pidana. Mereka terlalu menkonsentrasikan pada bukti
kebenaran pandangannya.

Dalam paparannya, Mohamed S. El Awa, menyimpulkan bahwa
riddab tidak termasuk hudid, melainkan dihukum dengan f2%7 yang berat
ringannya ditentukan oleb penguasa. IHukuman s’ 1mlah yang
diterapkan oleh Umar ketika menjadi khalifah kedua menggantikan Abu
Bakar!2. Namun hukuman /a’%r ini diberikan hanya jika riddab

menyebabkan kerusakan dalam masyarakat'®. Hal ini berarti, jika

. perbuatan riddah tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, maka

tidak perlu ada hukuman apapun.

Selain itu, pembahasan mengenai implementasi hukum Islam
tentang riddah dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia berarti
terkait erat dengan masalah kebijakan penal. Kebijakan penal ini
merupakan bagian dari kebijakan kriminal (riminal policy). Sedangkan
kebijakan krimninal ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan sostal.
Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat
untuk mencapai kescjahteraan masyarakat™. Misi utama kebtjakan

kriminal ini harus satu jalur dengan misi utama kebijakan sosial,
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Mohamed S. Bl Awa, Punishmemt in Islamic Law : A Comparative Study,
American Trust Publications, Indianapolis, 1982, hal. 55.

Ibid, hal. 64.

Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 2.
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Kebijakan sosial dalam bidang hukum sebagai wujud dari polittk
hukum nasional telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
yaitu |
1. menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu

dengan mengakui dan menghormatt hukum agama dan hukum
adat;

2. memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskdminatif, tcrmasuk ketidakadilan jender dan
ketidaksesuatannya dengan tuntutan reformasi melalui program
legislasi. |

Tujuan politik hukum nasonal di atas jelas, bahwa salah satunya adalah
berusaha menghindari hukum nasional yang diskriminatif. Sedangkan
ketentuan riddah merupakan ketentuan yang diskriminatif dilihat dari
perspektif sosio kultural masyarakat Indonesia yang plural. Oleh karena
itu, ketentuan pidana bagi pelaku riddsh yang dikenal dalam hukum
pidana Islam tidak-dapat begitu saja diimplementasikan dalam hukum
pidana nasional.

Namun demikian, ada pasal yang berkaitan dengan ?nasalah
pindah agama ini yaitu Pasal 294 Konsep KUHP. Selengkapnya, bunyi
Pasal 29.4 Konsep KUHP tersebut adalah :

“Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam

bentuk apa pun dengan maksud meniadakan keyakinan

terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan
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pidana penjara paling lama 4 (¢mpat) tahun atau denda
paling banyak Kategor TV.”

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pindah agama dalam

Pasal 294 Konsep KUHP iny, yaitu

1.

Pasal 294 Konsep KUHP tersebut menyebutkan adanya larangan
menghasut untuk meniadakan kepercayaan atau keyakinan térhadap
agama. Kata “agama” yang dipakai dalam Pasal 294 Konsep KUHP
menggunakan kata umum yang berarti meliputi seluruh agama yang
diakui di Indonesia. Hal ini berbeda dengan hukum Islam :tentang
riddah yang hanya memberikan hak istimewa kepada agama Islam.

Dalam pasal ini juga ditegaskan babhwa yang dilarang adalah
“menghasut dalam beniuk apaprn” (garis miring dari penulis). Bentuk
apapun mempunyai makna yang luas, schingga dapat
dipermasalahkan apakah penyiaran kepada orang lain yang sudah
beragama, untuk pindah agama hin dapat dikategorikan ke dalam
ketentuan pasal ini. Istilah menghasut dalam bentuk apapun
merupakan istilah yang sangat luas, termasuk di dalamnya penyiaran
yang dimaksudkan agar orang lain pindah dari agarﬁanya. Oleh
karena itu, apabila memang penyiaran itu dimaksudkan agar orang
lain pindah dari agamanya, maka hal tersebut dapat dikategorikan
ke dalam Pasal 294 Konsep KUHP. Hanya saja, dalam Pasal 294
Konsep KUHP disebutkan adanya syarat penghasutan itu
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dilakukan di muka umum yang tidak mudah diterapkan dalam
kasus riddat d1 atas. |

3. Selain itu, hal yang membedakan Pasal 294 Konsep KUHP jdengan
aturan 7iddah dalam hukum Islam adalah pelaku tindak pidana
penghasutannya, bukan pelaku yang tidak yakin atau tidak percaya
lagi pada agamanyatl. Menurut hukum pidana Islam, orang yang
berbuat n'a-'da/J-lah yang dikenakan pidana.

Akan tetapi jika dilihat penjelasan, maksud Pasal 294 Konsep
KUHP ini adalah adanya larangan untuk menghasut orang agar dia tidak
beragama. Selengkapnya penjelasan Pasal 294 Konsep KUHP tersebut
berbunyi sebagai berikut :

“Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan

tujuan, agar pemeluk agama yang dianut di Indonesia

menjadi tidak beragama.”

Berdasarkan paparan mengenai tindak pidana terhadap agama
dan kehidupan beragama dalam Konsep KUHP di atas, hukum Islam
tentang riddah tidak dimasukkan ke dalam Konsep KUHP sebagai salah
satu tndak pidana yang dapat dikenakan pidana. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan politik kriminal Indonesia, yang melihat permasalahan

riddah dari perspektif sosio kultural Indonesia dan standar internasional.
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Lihat juga Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.,
hal. 336-337.
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Sebagaimana saran dari Nigel Walker ketitka membahas prinsip-prinsip
pembatas (zbe lLmiting principles) bahwa hukum pidana jangan digunakan
untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan dan dapat
menimbulkan kerugian yang justru lebth besar’®2, dikhawatirkan
kriminalisast  hukum Islam tentang rddah dapat membahayakan

kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Tinjavan Riddah dalam Perundang-undangan Pidana Negara
Lain
Dalam rangka meninjau implementasi hukum Islam tentang
riddah dalam hukum pidana positif serta dalam konsep hukum pidana
nasional Indonesia, penulis mencoba membandingkannya dengan hukum
pidana negara lain. Hukum pidana negara asing yang diambil dan
dibandingkan adalah hukum pidana Malaysia, Brunei dan Turki.
a. KUHP Malaysia |
Pilihan ini diambil didasarkan pertimbangan bahwa negara
Malaysia memiliki scjarah yang tidak jauh berbeda dengan
Indonesia (sebagai negara bekas jajahan) dan memiliki warga negara

yang plural, Walaupun mayoritas penduduk adalah beragama
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Nigel Walker, Sentencing in Rational Society, Pelican Books, London, 1972, hal. 44.
Agama yang dianut penduduk Malaysia adalah Islam, Budha, Daoisme, Hindu, Kristen,
dan Sikh. Di Malaysia bagian timur terdapat praktek Shamanisme. Lihat
http:/ /education.yahoo.com/reference / factbook/my/popula.htmi, page 2.
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Islam, namun sampai sekarang hukum pidana positif yang berlaku

di Malaysia bukanlah gywriuh Islam akan tetapi KUHP warisan

kolonial Inggris. Malaysia juga tidak berbentuk negara Islam.

Konstitusi Federal Malaysia menyebutkan bahwa Islam adalah

agama federasi, akan tetapi agama-agama selain Islam boleh

dipraktekkan secara damai dan harmonis®™,

Sistematika KUY Malaysia tidak dibagi dalam beberapa
buku sebagaimana KU Indonesia. KUHP Malaysia disusun
dengan susunan langsung dibagi atas bab-bab, yang seluruhnya
mencapai 23 bab. Delik agama dalam KUHP Malaysia discbutkan
dalam Bab XV Mengenai Delik-delik Yang Berkaitan dengan
Agama (Pasal 295-298).

Dalam bab mengenai delik agama tersebut, tidak ada satu
pun ketentuan yang menyebutkan adanya larangan riddah atau
pindah agama. Selengkapnya pasal-pasal itu mengatur :

a.  larangan memusnahkan, merusak atau mencemarkan tempat
pemujaan atau barang-barang suci dengan maksud menghina
agama suatu golongan (Pasal 295);

b. larangan mengganggu suatu pertemuan keagamaan: (Pasal

296);

134 Zaitoon Dato Othman, Isfam in Malaysia Today and Its Impact :”The Practice of
Shariah Law in Malaysia”, dalam http:/ /www.Islamic Lawyers.com
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c. larangan melukai perasaan seseorang, menghina agama
sescorang  sccara melawan  hukum  melalus tcmpat—temfmt
penguburan dan sebagainya (Pasal 297);

d. larangan mengucapkan kata-kata dan sebagainya dengan
maksud yang disengaja menyinggung perasaan keagamaan
seseorang (Pasal 298).

Namun sebelom KUIHP warisan Inggris ini berlaku,
Malaysia telah mengenal Undang-undang Malaka yang miengatur
tentang hudud. Dalam undang-undang tersebut diatur pula: tindak
pidana riddah. Pasal 36 undang-undang Malaka itu menyatakan :

“Apabila seorang Islam itu murtad, disuruh ia taubat

tiga kali. Jika tiada ia mahu taubat dibunuh pada

hukum Allah harusnya dan jangan dimandikan dan

jangan disembahyangkan dan jangan ditanam pada
kubur Islam”

Di negeri Pahang, Undang-undang Malaka telah menjadi
asas Undang-undang Negeri Pahang yang berlaku pada masa
pemetintahan Sultan Abd al Ghafar Muhaiyudin Shah (1592-1614).
Demikian pula di Terengganu, undaﬁg—undang pidana Islam
diberlakukan semasa Sultan Zainal Abidin III (1881-1918).
Undang-undang Negeri Pahang memuat ketentnan pidana bagt

riddah yang disebutkan di dalam Pasal 59:

“Apabila seorang Islam murtad, disuruh taubat tiga
kali; jika tiada ia mahu taubat, dibunuhnya,
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hukumnya,  jangan dimandikan dan janga,én

disembahyangkan dan jangan ditanamkan pada kubur

Islam™ :

Sejarah berubah ketika Inggris mulai datang ke® negeri
Malaysta. Raja-raja Melayu bersepakat untuk kerja sama deng;m
Inggris dan menerima nasihat-nasihatnya. Perjanjlan kesepakatan
itu kemudian olch diartikan scluas-luasnya oleh Inggris supaya
diperbolehkan mengembangkan pengaruhnya dalam semua hal
termasuk mengenai hukum Islam,

Oleh karena its, pada saat pembaharuan hukum pidana
Malaysia dilaksanakan, penerapan syariab Islam di Malaysia menjadi
bahan diskusi yang hangat. Terlebih ketika dikeluarkannya rencana
Kelantan Syari’ah Criminal Code (IT) Bill tahun 1993. Kedudukan
perempuan dan riddal dalam Kelantan Syari’ah Criminal Code (II)
Bill tahun 1993 menjadi topik diskusi pemerhati hukum di
Malaysia.

Kelantan Syari’ah Criminal Bill (IT) tahun 1993 terdiri atas
72 pasal 6 bagian, yaitu Preliminary (Pendahuluan) yang terdir: dari
tiga pasal diikuti enam bagian yakni tindak pidana budud (hudud

offences), gisos, bukti (eridence), pelaksanaan hukuman (bow punishrment is

135 Tan Sd Datuk Ahmad Ibrahim, Perlaksanaan Undang-undang Hudud di Malaysia,
dalam Hudud in Malaysia : The Issues at Stake, Sisters in Islam (SIS) Forum
(Malaysia) Berhad, Kuala Lumpur, 1995, hal. 143-153.
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carry ont), ketentuan umum (general provisions) dan peradilan (cours).
Riddab secara khusus disebutkan di dalam Pasal 23, yaitu :

(1) Irtidad is any act done or any word uttered by a Muskim who
is mukallaf, being act or word which according to Syari'ab
law, affects or which is against the ‘agidab (belief) in Islamic
religion; Provided that such act is done or such word is uttered
inlentionally, roluntary and knowingly without any compulsion
by anyone or by circumsiances.

(2)  The acts or the words which affect the ‘agidab (belicf) are those
which concrn or deal with the fundamental aspects of Islamic
religion which are deened ty have been known and believed by
every Muslim as part of hic general knowledge for being a
Muslim, such as mallers pertaining to Ruknn Islam, Rukun
Iman and matiers af balal (the allowable or lawful) or haram
(the probibited or the unlawful). |

(3)  Whoever is_found gutlly of commilting the offence of irfidad
shal, before a sentence is passed on bim, be required by the
Court to repent within a period of not less than three days after
be has been so_found.

(4)  Where be is refuctant io repent and still continues with bis
attilude as regards the act be bas done or the word be bas
uttered, the Cour shall prononnce the death sentence on him
and order the forféilure of bis property irespective of whwther
such property was acgnired before or afler the commission of the
offence to be held for the Baotul-Mal.

Provided that when be repents, whether the repetance is done before
the death senience is pronounced or afler such pronouncement but
before the sentence is carvied out, be shal be [ree from the death
sentence and bis property ordered fo be forfested shal be returned to
him. Provided further that be skall be imprisoned for a ferm not
excceeding five years.\%

Berdasarkan pasal ini irfidad atau riddubh diartikan sebagai

sctiap perbuatan atau sctiap kata yang dinyatakan oleh seorang

136 Dikutip dari Kelantan Syari'ah Criminal Code (I1) Bill 1993, Arrangement of Clauses,
dalam dalam Eudud in Malaysia : The Issues at Stake, Op. Cit., hal. 117-118.
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Muslim yang mukallaf, yang sesuai dengan hukum gyariah, dapat
merusak atau berlawanan dengan  keyakinan agama Islam.
Pengertian ini tidak secara tegas menyebut pindahnya agama
seseorang dari agama Islam. Namun melihat judul pasal dan
hukuman yang diancamkan, jelas pasal ini mengatur tentang riddab.

Melihat ketentuan demikian, Sisfers in Islam, sebuah
organisasi wanita di Malaysia dalam suratnya kepada Perdana
Menteri Malaysia Mahathir  Muhamad n;lcngajukan usul agar
diadakan revisi kembali  pasal-pasal  berkaitan  dengan  middal)
(apostasy) mengingat negara Malaysia yang plural®”. Reaksi keras dari
organisasi ini tetap berlanjut sampai sekarang.

Tampaknya, usulan revisi ini tidak dihiraukan. Terbukti
pada saat ini, di negeri Kelantan tersebut, hukuman mati telah
diberlakukan bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan

riddals, Hal ini juga berdasarkan keterangan Zaitoon Dato

Othman yang menyebutkan bahwa hukum Islam (Syariah Law),
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Sisters in Islam, Letter To The Prime Minister, dalam Hudud in Malaysia : The
Issues at Stake, Op. Cit., hal. 7-8.
Sisters in Islam, Do Not Legislate on Faith, attikel tanggal 29 September 2000, dalam

http:/ /weww.Resources @Sisters in Islam.htm.
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secara umum diberlakukan di Malaysia, khususnya dalam hal riddab
(aposiasy)'®,

D1 Malaysia riddab sccara khusus diatur dalam The Islamic
Agidah (Faith) Protection Bill 2000. Undang-undang ini diadopst
dari Majelis Negara Perlis dan telah diajukan oleh Sekretaris
Parlemen kepada Dewan Jaksa Agung sebelum diberlaquan di
seluruh negara federal. Menurut undang-undang ini, seoraﬁg yang
melakukan riddah akan ditahan selama satu tahun untuk menjalam
rehabilitasi di Aqidah Rehabilitation Centret.

Berdasarkan laporan dalam Iwternational Religious Freedom
Report dari Burean of Democracy, Human Rights, and Labor of United
States Depariment mengenai  kebebasan  agama  di Malaysia
menyebutkan juga adanya pembatasan-pembatasan  kebebasan
beragama ini. Laporan ini mengakui bahwa riddah merupakan hal
yang sangat sensitif. Bagi muslim Malaysia, pindah agama

merupakan hal yang sangat sulitt,
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Zaitoon Dato Othman, Op. Cit. Dalam beberapa thun terakhir, PAS (Pan-Malaysian
Islamic Party) mengususlkan adanya hukuman mati bagi pelaku riddab. Pemerintah juga
ditekan untuk memberiakukan aturan riddab ini. ‘I'ckanan ini tidak hanya dari partar
oposisi, namun juga dari partai UMNO (United Malaysiz National Organitation) yang
sekarang menjadi penguasa. Lihat Sistets in Islam, Do Not Legisiate on Faith, Op.
Cit.

Sisters in Islam, Do Not Legislate on Faith, Op. Cit.

Dalam catatan laporan ini menyebutkan bahwa pada bulan Maret 1999, Pengadilan
Tinggi menetapkan bahwa pengadilan sekuler tdak berwenang menetapkan seorang
mushim yang pindah agama. Bulan Apsil 2001, hakim Pengadilan Tinggi menolak
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Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam merupakan negarzi yang
tergolong baru, karena negara ini memerdekakan diri dar negara
Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Oleh karena itu, sistem hukum
yang dipakai tidak jauh berbeda dengan negeri Inggris, yaitu
menganut English common law  systems, termasuk dalam  hukum
pidananya. Bagi penduduknya yang beragama Islam, hukum Islam
hanya dapat rnenggantikan hukum sipil dalam beberapa halt.

Penduduk negara Brunei Darussalam terdiri atas umat
Islam yang berjumlah 67 % dari jumlah penduduknya. Sedangkan
Budha 13 %, Kristen 10 % dan 10 % lainnya adalah pemeluk
kepercayaan-kepercayaan lain'#. Walaupun agama resmi negara
adalah Islam', namun kebebasan beragama merupakan salah satu
hal yang dijamin dalam Konstitusinya. Konstitusi Brunei
menyatakan bahwa “The Religion of Brunei Darussaalam shall be the
Muslim religion according to the Shafeite sect of that religion: provided that all

other religions may be practiced in peace and harmony by the person professing
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144

permintaan seorang wanita Melayu yang menginginkan pindah agama. Sebelumnya,
pada bulan April 2000, negara Perlis menetapkan hukuman bagi penyimpangan agama
dan riddah untuk dimasukkan ke rehabilitasi selama satu tabun. Lihat Bureau of
Democracy, Human Rights, and Labor of United States Department of State,
Tnternational Religions Freedom Report : Malaysia, 26 Oktober 2001, homepage.

http:/ /education.yahoo.com/ reference/ factbook/bx/govern.html., page 2.

http:/ /education.yahoo.com/ reference/ factbook/bx/popula.himl., page 2.

SuperNova, The Outrageous Atrocitics of Muslim Dominared Countrics,
.chsterijfhsb@hsgxbsg.com, page 10.
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them in any part of Brunet Darussalam’. Pemerintah menjaga
kebebasan beragama ini dengan meyakinkan bahwa Peradilan Islam
hanya diberlakukan untuk muslims. Brunei Darussalam
merupakan negara Islam yang mewujudkan (embodies) Islam dalam
cara yang moderat'%. Adanya ketentuan demikian, secara praktis
hukum Islam tentang riddab tidak diberlakukan dan tdak ditemukan
dalam hukum pidana Brunei Darussalam.

Namun demikian, kebebasan agama di Brunet Darussalam
acapkali terganggu, seperti yang pernah dilaporkan oleh Unifed
States  Department of State International Religious  Freedom Report
mengenai masalah ini di Brunci Darussalam. Dalam laporan ini
dinyatakan :

Despite constitntional provisions providing for exercise of

religions freedom, the Gorernment continued fo restricl the

practice of non-Muslim religions by probibiting proselylizing of

Muslims and occastonally denying entry fo foreign clergy or

particular priests, bishops, or ministers. The Government also

has restricted importation of religious teaching materials or

seriptures such as the bible and nol given permission lo

expand, repar, or butld new churches, or shrines\¥.

Laporan Komisi Hak Asasi Manusia se-Dunia juga

menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di negara

Brunei Darussalam dalam kategori pertama mengenal vio/alions of the

145 http:/ /www.brunci.gov.bn/government/ contitut.html, page 1-3.
146 http:/ /www.brunei.gov.bn/government/mib.htm, page 1.
147 United States Department of State International Religious Freedom Report.htm.
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principle of non-discrimination with regard lo religion or belief % (nomor 19
). Dalam jawabannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia se-
Dunia, negara Brunei Darussalam menegaskan komitmennya untuk
damat dan harmonis serta menegaskan bahwa pembatasan dalam
masalah agama dan kurang memperhatikan masalah agama (selain
Islam) itu adalah bertujuan dalam rangka kedamaian, keteraturan
dan keharmonisan. Jawaban int melngindikasikan bahwa non-
muslim pun dapat beribadah sesuai agamanya, dan masalah rddab
yang dikenal dalam hukum Islam tidak diberlakukan di negara
Brunei Darussalam sehingga tidak dijadikan laporan oleh Komisi

Hak Asasi Manusia!s.

c. KUHP Turki
Pilthan atas negara Turki berdasarkan pertirﬁbangaﬁ bahwa
negara Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduknya
beragama Islam pamun tidak menggunakan hukum Islamésebagai

hukum pidana negara. Selain itu, negara Turki merupakan salah
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149
15¢

Commision on Human Rights, Implementation of The Declaration .on The
Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on
Religion or Belief, Economic and Social Council, 30 December 1996, dalam Report of
The Special Rapporteur on religious intolerence.html

Thid.

Setelah penulis bandingkan, laporan dari United States Department of State International
Religions Freedom selama lima tahun (antara tahun 1993-1997), ternyata pelanggaran hak
asasi manusia hanya terfjadi pada masalah yang kurang lebih sama dan tidak
menyebutkan adanya pemaksaan kehendak untuk memeluk agama Islam.
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satu contoh negara yang mengadakan pembaharuan Tslam,
khususnya dalam bidang hubungan negara dengan agama (Islam).
Bahkan sering disebutkan bahwa negara Turki melakukan
perubahan radikal dari negara Islam ke negara sekuler.

Sebelum negara Turki terbentuk, wilayah ini bernama
Kerajaan Usmani (O#toman empire) yang mendasarkan hukum
negaranya pada hukum Islam (yariaf), termasuk dalam hukum
pidananya. Namun pada wakta Abdul Majid berkuasa, .hukum
pidana baru dikeluarkan pada tahun 1840 sebagai penggantinya.
Tidak berselang lama, dengan diumumkannya piagam Harz-i
Humayun pada tahun 1856, berlakulah the Cegw  Kanunnamei
Humayunu-Empirial Penal Code tahun 185811, KUHP ini merupakan
terjemahan dari  French Pena/ Code of 1810 dengan beberapa
modifikasi,. KUHP ini merupakan KUHP yang disusun secara
sistematis pertama kali di Turki dan berlaku sampai berakhirnya
Kerajaan Usmani dan berdirinya Republik Turkt pada tahun 1926.

Sebagai KUHP yang sistematis, KUHP Kerajaan Usmani 1858

151 Mengenai scjarah pembaharuan Islam di Turki, lebih lanjut lihat Harun Nasution,
Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang,
1975, hal. 90-154.
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mendasarkan pada teori-teori modern mengenai kejahatan dan
hukumans2,

Setelah negara Republik "T'urki diproklamasikan pad:a tahun
1926, berlakulah KUHP baru. KUHP Turki 1926 yang baru itu
sebagian besar didasarkan pada Itafian Penal Code of 1889. Dalam
KUHP Turiai 1926 yang sekarang masih berlaku ini, terdiri dari tiga
bagian yaitu Buku I tentang Bagian Umum (genera! pars), Buku 11
tentang Kejahatan (felonies) dan Buku III tentang Pelanggaran
(misdemeanors).

KUFIP Turki 1926 tidak mengatur riddah sebagai saiah satu
kejahatan., Bahkan dalam Buku 1T Bab 1T KUHP ini justru diatur
tindak pidana (kejahatan) yang melawan kebebasan béra.gama
(Felontes Against Liberty of Religion). Secara ringkas kejahatan-
kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab II KUHP Turki ita adalah
sebagai berikut :

a.  bermaksud merendahkan atau menghina agama yang diakui
oleh negara dengan menghalang-halangi atau menghina

agama atau upacara keagamaan (Pasal 175).

The Turkish Crminal Code, with an Introduction by Dr. Nevzat Gurelli, New York
University, New York, 1965, hal. 1.
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sebagai bagian dari hudud itu lemah, namun telzh menjadi kenyataan
bahwa hukum Islam telah menerimanya.

Muslim di Indonesia menempati jumlah terbesar dibandingkan
negara lain di dunia. Oleh karena itu adalah wajar jika dalam rangka
pembaharuan hukum pidana Indoncsia mereka tetap menginginkan
adanya nilai-nilai hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum
nasional mendatang. Namun demikian, mengingat latar belakang sejarah
dan politik serta kondisi masyarakat yang plural, mercka juga menyadari
bahwa dimasukkannya nilai-nilai hukum Islam itu harus tetap diliputi
wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhinneka tunggal
ika.

Guna memenuhi keinginan dan kehendak golongan muslim
Indonesia dengan tetap memperhatikan kenyataan yang ada ini, maka
diperlukan metode hukum Islam yang diakui oleh setiap muslim, yaitu
ijtibad. Menurut pendapat ahli hukum Islam modem, giihad dalam Islam
menduduki posisi penting. Bahkan gi#had menduduki sebagai ruh dari
dinamika hukum Islam. Ljf#bad merupakan rnpdal penting agar hukum
Islam senantiasa dapat menjawab tantangan perkEmbangan zamants,

Permasalahan yang muncul kemudian adalah jibad 1tu hanya

dipergunakan jika tidak ada nash Al Qur'an atau Hadits, padahal

153 Atho Mudzhar, Loc. Cit.
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ketentuan hukum Islam tentang riddab tclah jelas dalam Hadits. Persoalan
ini terjawab dengan tiga argumentasi di bawah ini.

Pertama, salah satu madzhab yang dikenal dalam figh, yaitu
Imam Hanbali, tidak setuju jika riddab tersebut dimasukkan ke dalam
hudiid sebagaimana zina, mencuri, dan scbagainya walaupun imam-imam
yang lain memasukkannya's. Menurutnya, yang bisa dimasukkan ke
dalam budiid hanyalah jarimalh yang discbutkan sécara got’i (pastt) dalam Al
Quran. Sementara itu, Al Qur'an tidak menyebutkan adanya
penghukuman riddab. Oleh karena itu, dengan tidak dimasukkannya
riddab ke dalam hudid berarti riddab bukanlah perbuatan yang melanggar
hak Allah yang hukumannya telah pasti dan manusia tidak boleh
merubzahnya.

Hal ini juga dikemukakan olch beberapa ahli hukum Islam
kontemporer menanggapi beberapa ayat Al Quran yang digunakan dasar
dimasukkannya riddah scbagai tindak pidana. Mereka menyatakan bahwa
Al Qur'an tidak secara cksplisit (0/%7) menetapkan hukuman bagi riddab.
Hukuman bagi riddah adalah diserahkan kepada Tuhan pada hari kiamat
kelak, dan bukan di dunia sekarang.

Beberapa ayat menunjukkan hal tersebut, misalnya Surat Nahl

ayat 106 yang artinya kurang lebih :

154

Abdurrohman al Jaziri, 1bid.
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“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman

(dia akan mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang

yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam

beriman (dia udak berdosa), akan tetapi orang yang
mclapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan

Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar.”

Ayat yang diturunkan dalam akhir periode Makkah ini1 jelas menunjukkan
bahwa riddah diancam dengan hukuman di akhirat. Demikian pula Surat
Al Bagoroh ayat 217 yang diturunkan Nabi setelah beliau hijrah ke
Madinah :

“...barangsiapa yang murtad di antara kamu daa

agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka

itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan

mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di

dalamnya1ss”,

Ayat ini menyatakan bahwa riddab akan dihukum di akhiraesss.

Adapun lafadz atau kata ‘abd dalam ayat 12 dari Surat At Taubah
yang dijadikan dasar argumentasi tidak dapat diartikan perjanjian untuk
menerima Islam (covenant fo accept Islam), namun tidak lebih dari suatu
perjanjian politik (pofitical covenant). Hal ini didukung dengan keterangan

beberapa penafsir Al Qur'an seperti Baidlows, Zamakhsari, al Jassas, al

Razi, dan al Alusis?.

155
156
157

QS Al Baqarah ayat 217.

Mohamed S. El Awa, Op. Cit, hal. 50-51.

Muhammad Muslehuddin, Crime and The Islamic Doctrine of Preventive
Measures, Islamic Research Institute Tslamabad, Pakistan, 1985, hal. 32. Pendapat (gos/)
ini sejalan dengan Fazlurrahman yang berpendapat bahwa ide mengenai hukuman riddal
tidak didasarkan Al Quran tetapi didasarkan atas logika kekaisaran Islam. Fazlurrahman,
Tema Pokok Al Qurian, Pustaka, Bandung, 1983, hal. 15.
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Abdullahi Ahmed An Na’im, seorang szhli hukum islam
kontemporer berkebangsaan Sudan pernah mengajukan dasar_perrﬁi{iran
huku1;n Islam baru mengenai riddal. Namun Abdullahi Ahmed An ].\;Ia’im
menyajikan tittk tolak berbeda baik dart sisi Islam modernis maupun
fundamentalis yang keduanya mendominasi pemikiran kqntemporer
dalam dunia Islam. An N2’im tetap mencoba mendasarkan diri pada Al
Qur’an.

Dalam mengkaji masalah  kebebasan  beragama, khuspsnya
masalah  #ddah, An Na’im mengembangkan  teort /za.w(?b. gu?thl)rzl
Muhammad Mahmoud T'aha. Premis dasar Mahmoud Mohamed Taha
adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap st Al Qurian dan Siunah
yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yaitu periode awal
Makkah dan berikutnya tahap Madinah's,

Mahmoud Mohamed ‘laha berpendapat bahwa sebenarnya
pesan Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental dan
bersifat universal egalitarian demokratik, yang menekankan martabat
yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa pembedaan jenis keiamin

(jender), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan ini ditandai

|
158 Kedua tahap ini didasarkan pada periode turunnya wahyu Al Quran kepad;:l Nabi
Muhammad, yaitu 13 tahun diturunkan di kota Makkah dan 10 tahun di Madinah.

Pesan-pesan Makkah seirng disebut dengan ayat Makkzyah dan pesan Madinzih: sering
disebut dengan ayat Madaniyyab. .
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dengan persamaan laki-laki dengan perempuan dan kebebasan penuh
untuk memilih agama dan keimanan'®,

Namun pada saat itu, masyarakat Makkah adalah penganut
paganisme yang menolak pesan apa pun dari Islam yang berkeimanan
tanhid (mengesakan Tuhan). Akhiraya, pesan-pesan Makkah itu tidak
diterapkan dalam praktek konteks sejarah abad VII, ditunda dan diganti
dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis, tetapi bersifat sektarian
diskriminatif, yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah.
Namun, pesan Makkah yang tertunda itu tidak pernah hilang sebagai
sumber hukum. Ta hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi
yang tepat di masa depan'®.

Menurut Mahmoud Mohamed Taha ada dua alasan pewahyuan
pesan Makkah yang tidak bisa ditcrapkan itu. Pertama, Al Quran
merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad merupakan nabi
terakhir. Konsekuensinya, semua yang dikehendaki Allah  untuk

diajarkan, baik berupa ajaran untuk diterapkan segera maupun ajaran-

159

Abdullahi Ahmed An Na’im, Op. Cit., hal. 103.

0 Konsep demikian berbeda dengan teori naskl (penghapusan, pembatalan) ayat Al

Qur'an sebagai sumber hukum. Menurut kajian ilmu figh, dikenal naskh al hukwm wa al
lilawah (penghapusan hukum maupun teksnyz) dan naskb al bukm duna al tilawal
(pengahpusan hukum tetapi tidak pada teksnya). Sebagai misal, beberapa ayat AL
Qur'an periode awal (Makkah) yang menekankan kebebasan memilih dan tidak ada
paksaan, dihzpuskan (di-waskf) oleh ayat Al Quran periode berkutnya yang
membolehkan penggunaan kekerasan untuk melawan orang-orang non muskim untuk
tujuan memaksa mereka memasuki agama Islam. Lihat Abdullahi Ahmed An Na’im,
Op. Cit, hal. 112 dan Ahmad [Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Pustaka,

Bandung, 1984, hal. 62.

135




ajaran yang diterapkan untuk situast yang tepat di masa depan. Kedua,
demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada manusia.
Sesuai dengan martabat dan kebebasan itg, Allah menghendaki umnat
manusia belajar melalui pengalaman prakis mereka sendirt dengan tidak
bisa diterapkannya pesan Makkah yang lebih awal, yang kemudian
ditunda dan digantikan dengan pesan Madinah yang lebih prakus.
Dengan cara‘ itu, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dan
lebih otentik tentang kemungkinan dipraktekkannya pesan yang
didakwakan dan akhirnya diterapkan selama masa di Madinah'st, Oleh
karena itu, Muhamad Mahmud T'aha menolak metodologt zaskl para ahli
hukum Islam awal yang berpéndapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan
Makkah dihapus oleh ayat-ayat yang diturunkan ‘di Madinah. Fal int
berimplikasi pada diperbolehkannya adanya tindak kekerasan terhadap
non-mushm.

Abdullahi Ahmed An Naim menyatakan bahwa dipidanaya
riddah merupakan implikasi diperbolehkannya penggunaan kekerasan ini.
Oleh karenanya dia menyimpulkan bahwa walaupun riddah dikecam oleh
Al Quran dengan kata-kata ‘yang ketas, namun Al Qur’aﬁ tidak
menetapkan hukuman apapun bagi riddab. Baginya, memasukkan riddal

sebagai salah satu jenis Awdnd merupakan pelanggaran terhadap hak asasi

161

Abdullahi Ahmed An Na’im, Op. Cit, hal. 104-105.
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kebebasan beragama yang telah drdukung oleh Al Qur’an dengan
berbagai ayat. Otoritas Sunah scbagai dasar ditetapkannya riddah sebagai
salah satu hudnd, seharusnya dijadikan scbagai suatu hukum peralihan dan
tidak bisa lagi diterapkan scsuai dengan prinsip evolusite,

Berkaitan dengan itu ia menyarankan agar pidana budud itu
dibatasi pada kejahatan-kejahatan yﬁng ketentuan pidananya ditetapkan
secara ketat oleh Al Quran saja. Jika demikian kriterianya, maka fudnd
tidak lagi tujuh macam, akan tetapi menjadi empat macam, yaitu (1)
pencurian/ syarigah, (2) zina, (3) tuduhan palsu berbuat zina/gazaf; dan (4)
pembegalan/ barababh. Keempat inilah yang secara tegas disebutkan secara
tegas oleh #as dalam Al Qur'an. Sedangkan yang lainnya tidak disebutkan
ancaman pidananya dalam Al Quran,

Kedua, hadits yang digunakan scbagai dasar adanya pidana bag:
riddab juga tidak lepas dari krittk dan komentar. Hadits Nabi yang
membolehkan adzinya pemberian hukuman mati bagi pelaku riddal pun
tidak lepas dari beberapa persoalan. Menurut Tmam Turmudzi, salah
seorang perawi hadits terkenal, menyarakan bahwa seorang narator (rawi)
dari hadits tersebut adalah maphi/ (tidak dikenal)i®. Olch karena itu, hadits

tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori hadits shabibh. Padahal,

Ibid, hal. 207-208.

163 Dalam keterangan lain, sahabat Tkrimah yang merawikan hadits teescbut adalah

pendusta. Lihat Mohamed 8. Ll Awa , Op. Cu, hal. 33
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Padahal, salah satu syarat dapat dipergunakannya hadits sebagai dasar
dalam menetapkan hukum adalah kesahihannya.

Sedangkan hadits lain yang dijadikan dasar dimasukkannya réiddah
-dalam tundak pidana bwdud udak lepas pula dari diskusi Hadits yang
diriwayatkan Imam Bukhod, Mushm dan Abu Dawud itu menyatakan
bahwa :

“Tidaklah halal darah scorang muslim kecuali salah satu

dari tiga, yaitu : kafir sctelah iman (riwayat lain berbunyi

meninggalkan Islam dan memisahkan diri dari jama’ah/a

tarik  lidinibi al-mnfarig ki aljamd’ab, pen)), zina setelah

menikah (mulisan), dan membunuh”.

Dalam hadits senada riwayat Abu Dawud, disebutkan dengan
redaksi rujulun kbaraja mubariban billibi warasilibi fainnabu yuqlaly au
yusallabu an_yunfa min al-ard (lelald yang keluar untuk memerangi Allah dﬁn
Rasul-Nya maka dibunub, disalib atau dihukum) sebagai pengganti dari 4/
tarik lidinibi al mufarign b aljamd’ali. Adanya keterangan inilah yang
kemudian Ibn Taimiyah menyatakan bahwa kejahatan yang ditunjukkan
dalam hadits tersebut adalah Jérabal (armed robbery)ss. Hadits tersebut

tidak menyatakan murtad secara scderhana,tetapi disertat dengan

pembangkangan kepada Tuhan dan Rasul-Nya.

104
165

Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, 1.oc. Cit.
Mohamed 8. Fl Awa, [bid, hal. 53.
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Adapun mengenai hadits yang paling jelas menyatakan jenis
sankst bagi undakan riddal adalah vang dirtwayatkan dari Tbn Abbas,
bahwa Rasulullah bersabda : ”Barangsiapa mengganti agamanya, maka
bunuhlah ia” Muhammad Ali menyatakan dalam bukunya The Redigion of
Islam, cakupan hadits int sangat luas, meliputi seluruh perpindahan dar
suatu agama ke agama lain, tidak hanya keluar dar Islam. Oleh karena
itu, hadits ini tidak dapat dipakai sebagai dasar pembenaran pidana riddabh.
Muhammad Alt juga mendukung pendapat bahwa dipidananya rddab
mensyaratkan adanya permusuhan dengan Islam di negara perangl.ﬁﬁ.

Mengenai hadits ini, Sisters in islam, sebuah organisasi di
Malaysia juga memberikan penolakan sebagai dasar hukum adanya riddah
dengan tiga alasan, yaitu :

a.  Hadits ini didasarkan hanya pada satu iswad (ini berarti hanya ada
satu narasi hadits). Berdasarkan aturan dalam ilmu figh, hal ini tidak
cukup untuk menetapkan hukuman mati.

b.  Hadits ini menerangkan secara ‘wwmr (amumy), oleh karena itu harus
diterangkan lebiﬁ lanjut dengan hadits yang lebih khusus (di-
lakhsis). Hadits ini meliputi perpindahan agama dari Islam ke agama.

lain. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam mengartkan hadits ini

166 Tbid. Lihat juga David Little, Abdulaziz Sachedina, and John Kelsay, Human Rights

and The World’s Religions : Christianity, Isiam, and Religious Liberty, dalam
Religious Diversity and Human Rights, Columbia University Press, New York,
1996, hal. 215.
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hanya diberlakukan pada kasus Airabab, yang menentang Islam,
Nabi dan Tuhan.

c.  Alasan paling penting, tidak ada bukd yang menunjukkan bahwa
Nabi Muhammad atau para sahabatnya memaksa sesorang untuk
memeluk agama Islam, atau pun menghukum mati seseorang
berkenaan dengan kevakinannya!e”,

Ketiga, jtka memang Al Quran memang bermaksud
memberikan hukuman pidana bagi pelaku riddab, dan beberapa hadits
yang digunakan sebagai dasar dipidananya riddah adalah sabib, maka gribid
merupakan alternatif untuk menjawab persoalan 7iddal di Indonesta ini.
Litibad juga diperbolehkan dalam bidang yang telah ada sash Al Qurian
dan haditsnya. Sebagai contoh Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang
kemudian menjadi khalifah kedua, pernah melakukan jifbad dalam
beberapa masalah hukum, walaupun #as Al Quran dan Hadits telah
menyebutkan secara jelas, di antaranya :

a. Ma;salah Tanah Rampasan Perang (Ghanimah)

Dalam Surat Al Anfal ayat 8 telah jelas disebutkan bahwa

1/5 dari rampasan perang dibagikan kepada Allah dan Rasul-Nya,

167 Sisters in Islam, Islam, Apostasy and PAS, 22 July 1999, Resources@Sisters n
Islam.htm. Alasan ini didasarkan atas pendapat Prof. Hasyim Kamali dalam bukunya
Freedom Exgpression in Islam dan beberapa ulama sabi’in, seperti Thrahim al Naka’i, Sufyan
al Tauri, Syamsuddin al Sarakhsi (Hanafiyyah), Abu al-Walid al-Baji (Malikiyyah) dan
Ibn Taimiyyah (Hanbzahyyah).

140




anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnx Sabil. Sedangkan 4/5

bagian dibagikan kepada mercka yang ikut bertempur. Namun saat

memperoleh harta rampasan perang di Irak dan Syam, Khalifah

Umar menolak membagikan 4/5 harta tersebut kepada tentara.

Khalifah ber-jtibdd, tanah sampasan tersebut tetap berada pada

pemilik dan penggarapnya, namun mereka diwajibkan membayar

pajak ke Bait al-Mal (kas negara-pen.) yang selanjutnya dipakai
untuk kepentingan kaum mushimin termasuk kepentingan para
tentara tersebut. Pertimbangan Khalifah Umar adalah :

a.  tanah-tanah itu tctap perlu digarap dan dipclibara, schingga
jika diberika kepada tentara maka tujuan agar tetap ada
penggarapan dan pemeliharaan itu idak tercapai;

b.  jika tanah it dibagikan kepada tentara, maka dimungkinkan
akan muncul perpecahan di kalangan kaum muslimin, yakni
pemilik tanah, tentara dan kaum muslimin yang darang
kemudian; dan

c. jika tanah itu dibagikan kepada tentara, maka dikhawatirkan
akan  melemahkan  kekuatan tentara  Islam, karena

memvotivasi berperang bukan karena Allahtes.

168 Atho Mudzhar, Op. Cit, hal. 46.
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Oleh karena pertimbangan-pertimbangan demikian, maka
demm maslabab tamaniyal (kebaikan yang diseswaikan dengan kondisi
waktmn) Khalifah Umar tdak membagikan tanah-tanah hasil
rampasan perang terscbut.

Masalah Dera Bagi Peminum Minuman Keras

Ketentuan sanks: pidana bagi peminum minuman keras
disebutkan secara jelas dalam Nabi, yaitu 40 kalt dera. Namun pz;da
zaman pemerintahan Umar ditambah dengan 80. kalt dera yang
berarti dua kali lipat dibanding sanksi yang ditetapkan Nabi. Hal int
dilakukan Umar dengan pertimbangan demi kemaslahatan
memelihara kaum muslimin dengan jalan membertkan hukuman
yang lebih berat guna mencegah semakin tersebar dan meluasnya
perbuatan mungkar tersebut'®.

Masalah Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri

Ketentuan sanksi pidana bagi pencuri telah jelas
disebutkan dalam Surat Al Maidah ayat 38 :

“Pencurt laki-laki dan perempuan, maka potonglah

tangan keduanya scbagai balasan terhadap apa yang

telah diperbuatnya dan scbagat imbalan dari Allah.”
Namun pada saat ‘Alamah al 1latib bin Abi Baltah mencuri dan

memenuhi  batas  nishab  (batas minimal dapat dikenakannya

162 Thid, hal. 53.




hukuman), Khalifah Umar tidak menghukum dengan potong

tangan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada masa tersebut

kelaparan melanda kaum muslimin.

Menanggapi #rthad Khalifah Umar saat menghadapi kasus

pencutian itu, Abu Bakar Aceh, scorang pakar hukum Islam di

Indonesia menyatakan :

“Hukum potong tangan itu bisa diganti dengan

hukuman penjara melihat pertimbangan keadaan.

Umar di dalam ber-gtihud menetapkan svatu hukum
yang telah discbut dalam #ash, kadang-kadang
memberatkan. Penggantian hukuman potong tangan
dengan penjara itu ditctapkan oleh awir (pemimpin)
dan amir ber-gitihad seperti seorang imam madzhab
ber-githad.”\ "

Demikian pula Nurkholis Madjid dalam menanggapi kasus itu

berpendapat:

“Dalam memahami agama Islam, yang ditangkap
oleh Umar bin Khottob adalah essensinya, nilainya.
Misalnya dalam hal hukum potong tangan terhadap
pencuri yang disebutkan dalam Al Qur'an, bagi umar
yang terpenting adalah bagaimana caranya agar
pencurian itu tidak ada. Tentang bentuk hukuman
apa yang dikenakan terhadap si pelaku pencurian,
tergantung pada keadaan pada suatu  tempat,
sepanjang bentuk dan kualitas hukuman itu
dipandang mampu untuk mencapai nilai essensiil
tersebut. Jadi yang ditangkap Umar adalah
essenstnya.”!?!

170 Thid, hal. 56.
7 Loc. Cit.
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dan Hadits lebih besar dart pada #ma’ dan géyas yang didasarkan pada
rasiol’,

Berbeda halnya dengan madzhab lain, sepertt madzhab Hanafi.
Menurut madzhab Hanafi, urutan volume penggunaan sumber-sumber
hukum Islam itu adalabh Al Qurlan, Onas, [ima’, baru kemudian THadits.
Sangat dimungkinkan penempatan sumber-sumber hukom Islam oleh
Imam Abu Hanifah ini menyebabkan beliau berpendapat bahwa rzddab
yang tidak disebutkan dalam Al Quran itu bukan termasuk dalam budud.

Perbedaan volume penggunaan sumber-sumber hukum Islam
oleh para imam madzhab tersebut disebabkan perbedaan tempat
kedudukan dan para guru imam terscbut. Imarm Hanafi berkedudukan di
Kufah, sebuah kota besar di Irak kala itu, yang berpenduduk heterogen.
Di samping itu para guru Imam Hanafi merupakan tokoh-tokoh rays
(tokoh yang mengedepankan rasio). Alasan ini dimungkinkan karena
Kufah terletak jauh dari kota Madinah. Sedangkan Imam Syafri

berkedudukan di Baghdad dan pindah ke Mesir. Beliau adalah murid dari

Imam Hanafi dan Tmam Maliki vang berkedudukan di Madinah, kota di

mana sumber-sumber hadits sangat dckat.
Mengenai Zibdd dalam rangka mengimplementasikan hukum

Islam tentang riddah dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia,

172 Thid, hal. 78.
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Tim Fakultas Syarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pernzh

melakukannya pada tahun 1993 Tim  itu sepakat untuk tidak

memasukkan riddah sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional

Indonesia mendatang, namun mengusulkan perubahan dan penambahan

pasal-pasal, yaitu :

a.  penghinaan terhadap agama;

b.  penghinaan terhadap Tuhan;

c.  penghinaan terhadap Nabi/Rasul/ I’emba\vé Ajaran Agama;

d.  penghinaan terhadap Kitab Suci/Sumber Ajaran Agama;

e.  penghinaan terhadap ajaran agama dan lembaga keagamaan;

. gangguan terhadap pelaksanaan ibadah agama, da’wah agama dan
pendidikan agama;

g.  perusakan terhadap tempat ibadah, tempat da’wah dan tempat
pendidikan agama;

h.  pendirian tempat ibadah di lingkungan orang yang beragama lain;

i penghasutan untuk membangkang kepada ajaran agama dan atau
untuk tidak percaya pada agamal;

j.  penyiaran agama terhadap orang yang beragama; dan

k.  penyalahgunaan agama untuk keperluan mencan keuntungan.

Dalam laporannya discbutkan bahwa usulan penambahan pasal
larangan pendirian tempat ibadah Vdi lingkungan orang yang beragama
lain; penyiaran agama terhadap orang yang beragama; dan
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' penyalahgunaan agama untuk keperluan mencari keuntungan adalah
r'tikad baik untuk lebith memantapkan toleransi dan kerukunan antarumat
beragama serta menghindari keresahan dan ketidaktenteraman dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.

Khusus mengenat pasal tentang larangan penylaran agama
terhadap orang yang beragama, tim tersebut mengusulkan redaksi sebagat
bertkut :

“Barangsiapa menimbulkan keresahan dengan menyiarkan

kepada orang atau kelompok orang yang beragama lain

atau menyiasati orang atau kelompok orang untuk

berpindah agama (garis bawah dari penulis) diancam

dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda

paling banyak kategort IV” 173,

Mencermati rumusan pasal yang diusulkan Tim Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut maka tampaklah bahwa yang
dipidana bukanlah orang pelaku ridduly (murtad), akan tetapi orang yang
menimbulkan keresahan karena menyiarkan agama kepada orang yang

telah beragama. Dibandingkan dengan pasal Pasal 294 Konsep KUHP

yang telah dibshas terdahulu, usulan rumusan pasal tersebut

13 Tim III, Hukum Islam dan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan

Beragama, Laporan Seminar Partisipasi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum
dalam Bidang Pidana, Fakultas Syar’ah TAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1993, hal. 7.
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menyebutkan maksud lebih jelas yaitu dengan redaksi “untuk berpindah
agama”.

Terlepas belum atau sudahnya usulan pasal larangan untuk
menyiarkan agama kepada orang lain agar orang lamn tersebut pindab
agama dimasukkan dalam Konsep KUHP, patl;ltlah dihargai usaha Tim
Fakultas Syarfah TAIN Sunan Kalijaga dalam rangka bergitibad

memecahkan persoalan middah di Indoncsia.
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BAB1V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan terdahulu mengenai eksistensi dan
implementasi hukum Islam wntang riddab dalam pembaharuan hukum
pidana Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.  Walaupun ada sebagian kecil bangsa Indonesia yang menginginkan
adanya eksistensi hukum Islam tentang riddab maupun pindah
agama secara umum dalam hukum pidana nasional, namun setelah
mencermati lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam
tentang riddah, maka keberadaan hukum Islam tentang riddab tidak
mungkin dimasukkan sebagai tindak pidana dalam pembaharuan
hukum pidana Indonesia, mengingat faktor-faktor berikut ini :

a.  Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk (plural),
termasuk di dalam pluralitas agamanya. Kemajemukan bangsa
ini tidak lepas dari kenyataan sejarah bangsa.

b. Agama termasuk faktor yang sensitif bagi hubungan
antarbangsa. Kehidupan berbangsa yang harmonis dan damai
sangat tergantung dari hubungan antarumat beragama. Jika
hubungan antarumat beragama ini terganggu, maka akan
berpengaruh pada kehidupan berbangsa.
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Hukum Islam tentang riddab berimplikasi pada adanya
diskriminasi agama oleh hukum, yakni agama Islam dianggap
sebagai agama yang berkedudukan tertinggi dalam negara.
Adanya  diskriminasi agama oleh  hukum  tersebut
bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi Indonesia
(UUD 1945).

Pindah agama merupakan bagian dari hak kebebasan
beragama. Kebebasan beragama ini termasuk hak asasi
manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa sedunia dalam
deklarasi-deklarasi internasional.

Memperhatikan  hukum  Islam  tentang riddad dari aspek
hukum dan aspek historis politis, beberapa ahli hukum Tslam
yang moderat berpandangan bahwa riddab tidak dapat

dianggap sebagai bagian dari Awdud.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka dalam
rangka membentuk hukum pidana nasional yang sesuai dengan
sostopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural bangsa Indoﬁesia,
riddah tidak perlu dimasukkan sebagat sAalah satu tindak pidana
dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Metode gtibad dari
para ahli hukum, khusunya ahli hukum Islam di Indonesia dapat
digunakan untuk mengatasi permasalahan jika riddah dalam hukum

Islam dimaknai secara tekstual.
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B. Saran

1.

Persoalan riddah merupakan persoalan yang cukup rawan dalam
hubungannya dengan masalah kerukunan hidup beragama. Hal ini
disebabkan karena secara realitas bangsa Indonesia adalah majemuk
yang menganut berbagai macam agama. Oleh karena itu, persoalan-
persoalan  yang ‘menyangkut kehidupan beragama  hendaklah
diselesaikan dengan hati yang dingin dan dikemukakan secara
terbuka guna menghindar perpecahan antarbangsa. Ini sesuat
dengan kaidah ushu! figh yang berbunyi larku al mafsadab muqoddamun
“ala jalbu al mashalib (mencegah kerusakan itu lebih didahulukan dari
pada mengambil kebaikan).

Semangat kebangsaan adalah mengedepankan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena
itu, kepentingan agama hendaklah juga diletakkan dalam kerangka
semangat kebangsaan ini. Dengan kata lain, wkbuwab wathoniyyah
(persaudaraan sebangsa) seyogyanya dijadikan dasar éeﬁap langkah
kenegaraan.

Hukum Islam adalah hukum agama yang senantiasa mengalami
penyesuaian dengan zaman dan sostokultural masyarakat sebagai
adresat hukumnya. Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku dan
imperatif tanpa memperhatikan kenyataan sosial yang ada. Dalam
hubungannya dengan umat beragama lain, masih ada sisi-sisi lain
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dari Islam itu sendiri yang menekankan adanya penghormatan dan

toleransi.
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